BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan pasal 89 sampai
dengan Pasal 92 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa
Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) dengan
mengacu pada pedoman penyusunan Perubahan APBD. Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) adalah dokumen yang
memuat program dan kegiatan prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan
APBD.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Barito Selatan Tahun
2023 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan
ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan,
belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman
penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(rancangan P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan APBD Tahun
2023 sampai dengan memasuki Triwulan II Tahun 2023 atau semester I pada
tahun perencanaan (tahun berjalan 2023) menunjukan beberapa kondisi yang
layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen
RKPD Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dimana terdapat beberapa

komponen  belanja yang belum  teranggarkan dan/atau  kurang
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penganggarannya pada APBD Tahun 2023, sehingga berdampak terhadap
pagu Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan
pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau
kelompok sasaran, dan/atau penghapusan kegiatan;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dimana terdapat selisih
lebih sebesar Rp117.276.121.862,00 antara Proyeksi SilPA unaudited Tahun
2022 yang tertuang pada APBD Tahun 2023 yang diproyeksikan sebesar Rp0,00
dengan SiLPA audited BPK Tahun 2022 sebesar Rp117.276.121.862,00.

Dampak dari kondisi ini berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun berjalan dan menuntut perlu adanya penyesuaian terhadap
perkembangan keadaan yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan
indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu kegiatan.

Sehubungan dengan itu, maka dipandang sangat penting untuk perlunya
dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023
Kabupaten Barito Selatan dalam rangka untuk menjamin terjadinya konsistensi
dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan sasaran
Kabupaten Barito Selatan dengan lebih efisien dan efektif, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2023. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, RKPD merupakan
pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dan penyusunan
Perubahan RKA OPD Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun
Anggaran 2022 adalah:
1. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (rancangan P-APBD) Tahun Anggaran 2022.
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2.

Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang
tertuang di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana
kegiatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memerlukan
dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk
menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna
mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya,

khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun

2023 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Paraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomorl14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017
Nomor 13), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
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27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

30. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10);

31.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14);.
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BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab ini membahas arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kinerja
perekonomian daerah Kabupaten Barito Selatan beserta dinamika faktor eksternal
dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.
Selain itu akan dibahas terkait arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Telaah Ekonomi Global
Ekonomi global berpotensi lebih baik dari prakiraan seiring penghapusan
zero covid policy di China. Sementara itu, inflasi global menurun secara gradual
dipengaruhi perlambahan ekonomi global dan perbaikan gangguan rantai pasokan,
meskipun tetap di level tinggi seiring harga energi dan pangan yang belum turun
signifikan akibat terus berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kebijakan
moneter ketat di negara-negara maju.
Beberapa kondisi global dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2022
di antaranya :
1. Ketidakpastian masih tinggi
Resiko telah bergeser dari Pandemi Covid-19 ke kondisi ketidakpastian seiring
dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum
menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak spillover yang timbul dari
ketidakpastian tersebut mendorong resiko pada prospek ekonomi global ke
depan.

Gambar 2.1
Geopolitical Risk (GPR) Index
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Sumber : matteoiacoviello (2023).
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Gambar 2.2
World Uncertainty Index
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Sumber : Ahir, Bloom, dan Furceri (2022).

2. Harga Komoditas Mulai Terkoreksi

Harga beberapa komoditas telah menunjukkan tren penurunan setelah
sebelumnya mengalami kenaikan selama tahun 2020-2022. Harga komoditas

pada tahun 2023 diperkirakan tidak akan setinggi tahun 2022.

Gambar 2.3
Perkembangan Harga Komoditas Energi

Brent Batubara

Natural Gas
(USD/bbl)

130
120

10

22
22
22

Feb-22
Apr-22
May
Jun

Mar-

22

Jul

Aug-22

Sep-22

(USDIMT)
500

(USDIMMBTU)
10

Oct-22
Nov-22

400 8

6
4

2

Dec-22
Jan-23
Feb-23
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22
Jan-23
Feb-23

Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 2.4

Perkembangan Harga Komoditas Pangan
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Sumber : Bloomberg (2023)
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Gambar 2.5
Perkembangan Harga Komoditas Logam
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Sumber : Bloomberg (2023)

3. Tekanan Inflasi

Tekanan inflasi masih cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah
menunjukkan sinyal penurunan. Selain itu, inflasi gap juga semakin

menyempit seiring dengan respons kebijakan fiskal dan moneter.

Gambar 2.6
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Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 2.7
. .o
Inflasi Gap vs Suku Bunga Riil

10

8 * Brazil

6
=
2 4
)
_-9 Korea Sel tanCl
& 2 ® China Indonesia anada
= -
c 0 * |ndia AS
=3 &
E " ® Malaysia 7 ¢ _ Filipina
u:',) &« * Selandia Baru

4 * Thailand

- * Rusia * Jepang * Australia

* UE
-6 * Inggris
-8
-2 0 2 4 6 8 10

Inflasi gap (persen)

Sumber : Bloomberg (2023)

Kebljakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 Hal 11- 3



4. Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral

Sebagian besar bank sentral global diprakirakan masih tetap menaikkan suku

bunga kebijakan sebagai bentuk upaya pengendalian

tekanan inflasi, namun tidak seagresif tahun 2022. Fokus utama bank sentral

saat ini adalah mengembalikan inflasi inti ke targetnya.

Suku Bunga Kebijakan Global
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Gambar 2.8
Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Global
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Pembukaan Kembali Ekonomi China

Pelonggaran kembali kebijakan pembatasan lockdown di China memberikan

sinyal positif bagi prospek ekonomi ke depan terutama dalam ruang lingkup

ekonomi Asia. Namun, pelonggaran tersebut juga akan memberikan risiko

terkait potensi kembali meningkatnya Kasus COVID-19 di China.

Gambar 2.9

Perkembangan Kasus Covid-19 di China, Li Keqiang Index dan Indikator
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6. Manufaktur Menunjukkan Kinerja Memburuk
Aktivitas manufaktur beberapa negara menunjukkan perlambatan tercermin
dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang mengalami penurunan
dan berada di zona kontraksi.

Gambar 2.10
PMI Manufaktur Beberapa Negara
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Gambar 2.11
Kinerja PMI Manufaktur Global Desember 2022
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2.1.2 Telaah Ekonomi Nasional

IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid
di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April
2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan
ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan
outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%.

Sejalan dengan IMF, World Bank menurunkan proyeksi secara signifikan
pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring
dengan adanya risiko resesi. Namun ekonomi Indonesia relatif tangguh terhadap

risiko resesi di tahun 2023.
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Gambar 2.12

Probabilitas Resesi Beberapa Negara
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Sementara untuk tahun 2024, ©berbagai Lembaga

internasional

memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan di tahun 2023.

Gambar 2.13
Probabilitas Resesi Beberapa Negara

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023 dan 2024
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Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh secara impresif pasca pandemi Covid-

19. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31

persen. Realisasi ini sejalan dengan proyeksi Bappenas, dimana hampir semua

komponen mendekati angka realisasi. Semakin terkendalinya kasus Covid-19

karena tegasnya penanganan pandemic oleh Pemerintah serta peningkatan

aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022 mendukung realisasi pertumbuhan

ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.
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Gambar 2.14
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Gambar 2.15
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan (persen)
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Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan
resiliensi dan penguatan. Sebagian besar indikator makro ekonomi menunjukkan
perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Sebagian besar indikator utama
investasi terus melanjutkan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI
Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan
berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. PMI
Manufaktur mampu bertahan di zona ekspansi sejak triwulan IV-2021. Hal ini
menunjukkan kuatnya pemulihan aktivitas manufaktur di Indonesia dibandingkan
negara lain yang tengah mengalami penurunan.

Di sisi konsumsi, hampir semua indikator utama konsumsi mampu bertahan
pada tren perbaikan di tengah kenaikan inflasi. Indeks penjualan ritel dan
keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat
5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca
perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan
dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik

dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. Pemerintah terus berupaya
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menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan
kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk mengendalikan
inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus
menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sementara itu,
IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022
menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi
Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp). Momentum
penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun, kini meredup seiring
terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan
inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6
pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Gambar 2.16

Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia Tahun 2022
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Sumber : Gaikindo, AISI, BI, BPS, OJK, IHS Markit, ASI, Kemenkeu (2023)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa negara maju dan
berkembang utama secara umum menunjukkan perlambatan di tahun 2023 dan
kembali membaik di tahun 2024. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat
diproyeksi tumbuh 1,6% (2023) dan 1,1% (2024), sedangkan Eropa diproyeksikan
tumbuh 0,8% (2023) dan 1,4% (2024). Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa
menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat
tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif. Sementara itu,
India diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta Tiongkok
diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024). Pembukaan kembali Tiongkok
memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di tahun 2023, tetapi
tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih membayangi prospek

Tiongkok di tahun-tahun berikutnya.
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Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan
dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif. Risiko utama berasal
dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, ekskalasi perang di Ukraina yang
dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi,
serta fragmentasi geoekonomi. Beberapa rekomendasi kebijakan dari IMF untuk
negara-negara dalam menavigasi perekonomian global yang semakin menantang
antara lain: (1) Kebijakan pengetatan moneter dapat berlanjut dengan tetap
menjaga stabilitas keuangan; (2) Dukungan fiskal terus diprioritaskan untuk
melindungi kelompok paling rentan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal;
(3) Pentingnya penguatan kebijakan struktural dan kerja sama multilateral demi
mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki
komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun
tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal
Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat
dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di
tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi
perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya
manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan
efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.

Defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen yakni
2,38 persen, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57 persen.
Selain itu, utang luar negeri Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN
Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran
30,08 persen pada Q4-2022, jauh di bawah standar internasional sebesar 60
persen terhadap PDB.

Gambar 2.17
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Sumber : Kemenkeu (2023)
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Gambar 2.18
Rasio Utang Luar Negeri
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Inflasi Indonesia pada Januari 2023 relatif terkendali walaupun masih di atas
target Bank Indonesia. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya
peningkatan inflasi komponen harga diatur pemerintah sebagai dampak dari
kenaikan harga BBM sejak September 2022. Bank Indonesia menargetkan akan
mengembalikan inflasi inti ke target Bl pada paruh pertama tahun 2023.

Gambar 2.19
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Gambar 2.20
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Sumber : Bank Indonesia (2023)
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Ekspor jasa menunjukkan performa yang tinggi, seiring dengan kenaikan
jumlah wisatawan mancanegara. Sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh dengan
tren yang melambat, didukung oleh harga komoditas lemak dan minyak
hewan/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja yang masih tinggi,

meskipun ada tren penurunan di beberapa komoditas.

Gambar 2.21
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Sumber : BPS (2023)

Seiring dengan PMI manufaktur Indonesia yang ekspansif selama tahun
2022, komoditas utama impor Indonesia selama tahun 2022 masih didominasi oleh
impor bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin dan peralatan
mekanis, mesin dan peralatan elektrik, kendaraan dan bagiannya. Impor jasa pada
triwulan IV-2022 didorong oleh kenaikan wisatawan domestik yang berwisata ke
luar negeri.

Gambar 2.22
Pertumbuhan Komponen Impor
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Sumber : BPS (2023)

Normalisasi harga komoditas global pada triwulan IV-2022 mendorong
perlambatan pertumbuhan ekspor Indonesia. Ekspor HS 27 pada triwulan IV-2022
tumbuh dua digit namun melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan yang tetap tinggi didorong oleh tetap tingginya harga batu bara di
tengah perlambatan komoditas lainnya. Diperkirakan tren ini akan berlanjut di

2023.

Kebljakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 Hal 11- 11



Gambar 2.23
10 Komoditas Non Migas dengan share terbesar pada tahun 2022
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Sumber : BPS (2023)
Stabilitas eksternal Indonesia cukup terjaga yang tercermin dari stabilisasi
nilai tukar rupiah dengan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus
cukup tinggi dan cadangan devisa yang masih di atas batas aman.

Gambar 2.24
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Gambar 2.25
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Gambar 2.26
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Pengetatan kebijakan moneter global mempengaruhi pasar keuangan
domestik. Hal tersebut tercermin dari spread SUN 10Y dengan UST 10Y yang
kembali melebar. Di samping itu, kinerja pasar modal memiliki tren yang terus
meningkat seiring dengan terkendalinya aliran modal asing di pasar domestik.

Gambar 2.27
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Gambar 2.28
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Gambar 2.29
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2.1.3 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Pada TW-IV 2022, ekonomi Kalteng tumbuh 5,70% (yoy), meskipun melambat
dari TW-III 6,62% (yoy) namun berada di atas pertumbuhan nasional. Masuknya
puncak panen TBS dan kebijakan pembebasan pungutan ekspor CPO mendorong
peningkatan pertumbuhan pertanian serta menjaga pertumbuhan industri
pengolahan. Inflasi bulanan Kalteng menurun didorong deflasi kelompok
transportasi dampak turunnya harga angkutan udara seiring normalisasi
permintaan dan harga avtur.

Gambar 2.30
Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng (% YoY)
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Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 2.31
Faktor Pendorong Ekonomi Kal-Teng 2022

PENAWARAN PERMINTAAN

Pertambangan tumbuh impresif lebih tinggi Ekspor tumbuh meningkat seiring dibukanya
- daripada tahun 2021 didorong dibukanya ekspor ] ekspor bauksit sejak akhir 2021 dan
bauksit sejak akhir 2021 dan meningkatnya som [ meningkatnya permintaan batu bara seiring krisis
o permintaan batu bara seiring krisis energi global. L e energi global.
PERTAMBANGAN EKSPOR (YOY)
2021: 1,04% yoy, 2022: 15,74% yoy (Pangsa: 21%, Andil: 2,22%) 2021: 4,81%, 2022: 20,23% (Pangsa: 53%, Andil: 9,49%)

Pertanian tumbuh meningkat seiring berakhirnya Kons. RT melanjutkan pertumbuhannya meskipun
musim trek. Tingkat harga TBS 2022 berada pada melambat. Hal ini didorong berlangsungnya hari
kisaran Rp2.700/kg, lebih tinggi daripada tahun raya besar dengan kebijakan pelonggaran

sebelumnya Rp.2350/Kg (insentif bagi petani). mobilitas.

PERTANIAN KONS. RUMAH TANGGA (YOY)
2021: 3,73% yoy, 2022: 3,81% yoy (Pangsa: 21%, Andil: 0,80%) 2021: 1,68% yoy, 2022: 1,55% yoy (Pangsa: 36%, Andil: 0,60%)

Sumber : Bank Indonesia (2023)
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Sementara itu. Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar
0,10%, menurun dari bulan lalu 0,13% (mtm). Penurunan inflasi didorong deflasi
kelompok transportasi dampak turunnya harga angkutan udara seiring normalisasi
permintaan dan harga avtur. Inflasi masih terjadi pada kelompok makanan,
minuman, dan tembakau dengan sumbangan inflasi dari beras akibat keterbatasan
pasokan dan transmisi kenaikan harga rokok respons kenaikan kebijakan cukai,
namun dengan tekanan yang menurun seiring gencarnya upaya pengendalian
melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Gambar 2.32
Inflasi Kal-Teng
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Pada tahun 2023, ekonomi Kalteng diperkirakan akan tumbuh melambat
dibandingkan tahun 2022 seiring prakiraan perlambatan sektor pertambangan
akibat prakiraan perlambatan produksi batu bara dan larangan ekspor bauksit.
Pada tahun 2024, ekonomi Kalteng akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun
2023 seiring dengan prakiraan perbaikan sektor pertanian dan industri pengolahan.
Kualitas pemupukan yang lebih baik sejalan dengan normalisasi harga pupuk
diprakirakan meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS).

Gambar 2.33
Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng
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Gambar 2.34
Outlook Kal-Teng 2023
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* Peningkatan mobilitas mendukung * Produksi batu bara diprakirakan melambat
ketersediaan tenaga kerja pemanen TBS seiring dibukanya kran impor dari Australia
* NTP Perkebunan tetap tinggi dan masih di dan peningkatan produksi Tiongkok
atas 120% menjadi insentif bagi petani + Pelemahan harga batu bara menjadi
* Berakhirnya zero covid policy dan disinsentif bagi produsen
penurunan kasus covid di Tiongkok * Produksi bauksit diprakirakan melanjutkan
* Implementasi B35 Februari 2023 penurunan secara signifikan yang telah
diprakirakan meningkatkan permintaan berlangsung sejak triwulan 111-2022
CPO sekitar 2 jt metric ton * Penerapan kebijakan rasio ekspor CPO
* Peningkatan pagu belanja modal satu banding enam pada Januari 2023
* Pelaksanaan MICE secara luring pasca * Prakiraan meningkatnya produksi CPO dari
penghapusan PPKM Malaysia

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 2.35
Outlook Kal-Teng 2024

Faktor Pendorong Faktor Penahan

* Produktivitas TBS diprakirakan akan lebih * Realisasi belanja modal APBN, APBD,
baik seiring kualitas pemupukan yang lebih maupun swasta diprakirakan akan
baik pada tahun 2023 sejalan normalisasi cenderung tumbuh melambat memasuki
harga pupuk masa tahun politik

+ Batu bara diprakirakan masih akan
meningkat sejalan dengan membaiknya
aktivitas mitra dagang utama dan ekonomi
global yang diprakirakan kembali meningkat
pada tahun 2024

* Konsumsi perdagangan masyarakat
diprakirakan meningkat pada masa tahun
politik

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah
pada tahun 2023 adalah mengendalikan inflasi. Bank Indonesia memprediksikan
bahwa tekanan inflasi keseleruhan pada tahun 2023 akan menurun. Akan tetapi
Provinsi Kalimantan Tengah tetap harus mewaspadai akan adanya resiko kenaikan
inflasi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya kebijakaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) yang akan berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat.

2. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang dipengaruhi
oleh tetap tingginya harga minyak global.
Kenaikan harga rokok akibat target penyesuaian cukai 10 persen.
El-Nino diperkirakan terjadi pada Triwulan kedua tahun 2023, yang berpotensi
mengakibatkan kekeringan pada persawahan.

5. Panen padi untuk periode tanam Oktober-Maret tahun ini diperkirakan

membaik.
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Gambar 2.36
Proyeksi Inflasi Kal-Teng

Feb 2023 Feb 2023 Mar 2023
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Realisasi inflasi hingga Februari 2023
berada pada prakiraan bawah
Proyeksi Inflasi WY 2023
=

Tekanan inflasi diprakirakan lebih rendah dengan

Turun dibandingkan
tahun 2022, 6,32% (yoy)

upaya intensif program GNPIP

Sumber : Bank Indonesia (2023)

2.1.4 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Indikator = ekonomi suatu daerah dapat  ditunjukkan  dengan
laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi
dan kesempatan lapangan kerja. Struktur ekonomi yang dibangun oleh
sektor-sektor = produksi bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Sektor
dengan nilai tambah yang besar menjadi tulang punggung perekonomian suatu
daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun
2022 adalah Rp8.131,63 milyar rupiah atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Barito Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,28 persen di tahun 2022. Hal ini
merupakan sinyal positif karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan
sempat mengalami kontraksi hingga menyentuh angka -2,90 persen sebagai
dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Seiring dengan pulihnya ekonomi
dunia, pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan
berangsur pulih dan bisa mengalami pertumbuhan yang positif menjadi 2,13
persen. Hal ini kemudian berlanjut lagi dengan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi Barito Selatan pada Tahun 2022 yang melesat ke angka 6,28 persen (data
BPS Barsel, 2023). Diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Barito Selatan di
Tahun 2023 juga akan berada di level yang positif seperti tahun 2022 di kisaran 5-6

persen.
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Gambar 2.37
Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : BPS Barito Selatan (2023)

Tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor pertambangan memberi
sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu Sebesar 1.087,95,
kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor pertanian 803,77 dan sektor
transportasi pergudangan 486,04 bisa dilihat pada tabel 2.1 dan Laju pertumbuhan
PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Barito
Selatan (persen) 2018-2022 bisa dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar
rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023

| | Pertanian, Kehutanan dan 736,8 | 770,24 | 782,94 | 770,02 | 803,77
Perikanan

2 | Pertambangan dan Penggalian 1015,3 1 072,08 905,15 959,63 1 087,95

3 | Industri Pengolahan 231,7 239,63 237,88 241,27 258,50

4 | Pengadaan Listrik dan Gas 2,1 2,24 2,46 2,61 2,62
Pengadaan Air, Pengelolaan

5 | Sampah, Limbah dan Daur 5,2 5,84 6,11 6,55 6,80
Ulang

6 | Konstruksi 259,3 277,72 246,88 218,67 232,90
Perdagangan Besar dan Eceran,

7 | Reparasi Mobil dan Sepeda 321,5 338,45 343,99 348,12 357,15
Motor

8 | Transportasi dan Pergudangan 483,7 483,35 465,52 448,90 486,04

g | Penyediaan Akomodasi dan 77,9 82,33 81,23 82,61 | 86,78
Makan Minum

10 | Informasi dan Komunikasi 60,5 65,52 77,12 83,27 85,88

11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 177,7 185,97 201,69 211,74 212,29

12 | Real Estat 84,8 89,26 91,25 91,28 92,05

13 | Jasa Perusahaan 0,7 0,72 0,66 0,61 0,61
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Administrasi Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan Jaminan Sosial 252,4 270,81 283,50 298,02 292,49
Wajib
15 | Jasa Pendidikan 267,1 285,04 297,50 309,81 318,36
16 | Jasa Keschatan dan Kegiatan 106,5 116,20 | 141,03 | 186,64 | 206,59
Sosial
17 | Jasa Lainnya 77,6 81,73 75,71 71,28 72,17
PDRB Kabupaten Barito Selatan 41609 | 4367,13 | 4240,61 | 4331,03 | 4602,95
Catatan/Note: *)Angka Sementara
**)Angka Sangat Sementara
Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2023
Tabel 2. 2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

1 Perfcaman, Kehutanan dan 4,29 4,54 1,65 1,65 4,38
Perikanan

2 | Pertambangan dan Penggalian 3,97 5,59 -15,57 6,02 13,37

3 | Industri Pengolahan 0,20 3,42 -0,73 1,43 7,14

4 | Pengadaan Listrik dan Gas 8,48 6,57 9,58 6,04 0,59
Pengadaan Air, Pengelolaan

S | Sampah, Limbah dan Daur 6,28 12,52 4,60 7,26 3,81
Ulang

6 | Konstruksi 5,69 7,09 -11,10 -11,43 6,51
Perdagangan Besar dan Eceran,

7 | Reparasi Mobil dan Sepeda 5,53 5,29 1,64 1,20 2,59
Motor

8 | Transportasi dan Pergudangan 8,66 -0,08 -3,69 -3,57 8,27

9 Penyedlaa}n Akomodasi dan 4,41 571 1,34 1,70 5.05
Makan Minum

10 | Informasi dan Komunikasi 5,13 8,26 17,69 7,99 3,13

11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 3,59 4,65 8,45 4,99 0,26

12 | Real Estat 5,43 5,31 2,23 0,03 0,85

13 | Jasa Perusahaan 5,45 6,69 -7,66 -7,89 0,18
Administrasi Pemerintahan,

14 | Pertahanan dan Jaminan Sosial 6,37 7,28 4,69 5,12 -1,86
Wajib

15 | Jasa Pendidikan 8,73 6,71 4,37 4,14 2,76

16 Jasg Kesehatan dan Kegiatan 5.86 9,02 21,37 32.34 10,60
Sosial

17 | Jasa Lainnya 5,42 5,32 -7,36 -5,86 1,25

PDRB Kabupaten Barito Selatan 5,12 4,96 -2,90 2,13 6,28
Catatan/Note: *)Angka Sementara
**)Angka Sangat Sementara
Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2023
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2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan
pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah
perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam
mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan
perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 ditargetkan sebesar Rp1.257.109.916.756,00. Apabila dibandingkan dengan
asumsi APBD murni, maka terjadi kenaikan sebesar Rp255.000.000,00 atau
sebesar 0,02 persen dari sebelumnya sebesar Rp1.256.854.916.756,00.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga)
Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan
Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen
tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, sedangkan
Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami

penurunan. Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
ditargetkan sebesar Rp92.199.042.319,00 naik sebesar Rp3.105.000.000,00 atau
3,49 persen dibanding dengan target Tahun Anggaran 2023 murni yaitu sebesar
Rp89.094.042.319,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis
Pendapatan yaitu: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah. Dari keempat Jenis Pendapatan tersebut, Pajak Daerah adalah satu-satunya
yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 3 (tiga) jenis Pendapatan Asli

Daerah yang lainnya.

1). Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak
Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Air Tanah; g) Pajak
Sarang Burung Walet; h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; i) Pajak PBB
Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan ABPD Tahun Anggaran
2023 ditargetkan sebesar Rp22.430.600.000,00. Atau tidak mengalami perubahan
sehingga ditargetkan sama seperti target pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar
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Rp22.430.600.000,00. Adapun untuk jenis pajak daerah rata-rata sesuai dengan

target pada APBD murni Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian Pajak Daerah

adalah sebagai berikut:

a).

b).

d).

Jenis Pajak Hotel tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan
Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp300.000.000,00.

Jenis Pajak Restoran tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan
Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp4.950.000.000,00.

. Jenis Pajak Hiburan tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan

Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp
5.000.000,00.

Jenis Pajak Reklame tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan
Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp
600.000.000,00.

. Jenis Pajak Penerangan Jalan tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi

penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023 tetap sebesar Rp7.265.000.000,00

f). Jenis Pajak Air Tanah tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan

Pajak Air Tanah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp600.000,00.

g). Jenis Pajak Sarang Burung Walet tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi

h).

j)-

penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 tetap sebesar Rp1.000.000.000,00.

Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mengalami kenaikan,
sehingga asumsi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp2.810.000.000,00.

. Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak

mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 tetap sebesar Rp3.000.000.000,00.

Jenis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak mengalami
kenaikan, sehingga asumsi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap
sebesar Rp2.500.000.000,00.
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2). Retribusi Daerah
Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu :
1)Retribusi Jasa Umum; 2)Retribusi Jasa Usaha; dan 3)Retribusi Perizinan

Tertentu.

1). Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a)Retribusi Pelayanan Kesehatan-
Puskesmas;b)Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan; c)Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d)Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran;
e)Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; f)Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g)Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan h)Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

2). Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a)Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan; b)Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah-Ruangan; c)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan
Bermotor; d)Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; e)Retribusi Terminal; f)Retribusi
Tempat Khusus Parkir; g)Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; h)Retribusi
Tempat Rekreasi; dan i)Retribusi Rumah Potong Hewan.

3). Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: a)Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan; b)Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi; c)Retribusi
Izin Usaha Perikanan; d)Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada
orang Pribadi; dan e)Retribusi Pemberian Izin HO DOMICILI.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

ditargetkan sebesar Rp7.863.448.665,00, naik sebesar Rp865.000.000,00 atau

12,36 persen dibanding dengan target Tahun Anggaran 2023 murni yaitu sebesar

Rp 6.998.448.665,00.

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan sehingga
asumsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp10.209.260.800,00.

4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah
merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok
Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :
1)Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan; 2)Penerimaan Jasa Giro;
3)Pendapatan Bunga; 4)Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan
Daerah; S5)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

6)Pendapatan Denda Pajak Daerah 7)Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
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8)Pendapatan dari Pengembalian; 9)Pendapatan BLUD; dan 10)Pendapatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP).

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp51.695.732.854,00 naik
sebesar Rp2.240.000.000,00 atau 4,53 persen dibanding dengan target Tahun
Anggaran 2023 murni yaitu sebesar Rp49.455.732.854,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
ditargetkan sebesar Rp1.151.469.060.315,00 atau kenaikan sebesar
Rp150.000.000,00 atau 0,1 persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran
2023 murni sebesar Rp1.151.319.060.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
diperkirakan tidak mengalami perubahan seperti target pada Tahun Anggaran 2023
Murni sebesar Rp1.110.503.377.000,00, yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer
Khusus. Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Perimbangan dianggarkan
sebesar Rp1.039.635.072.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer Umum - Dana
Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp331.793.257.000,00
Dana Transfer Umum — Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp6.223.664.000,00

2. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
diperkirakan sebesar Rp4.845.285.000,00

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, (SDA) Minyak Bumi. Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp359.618.000,00

4. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara
Royalty. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar
Rp314.710.022.000,00

5. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH). Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

diperkirakan sebesar Rp4.341.112.000,00
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2)

3)

4)

6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp1.313.556.000,00.
Dana Transfer Umum — Dana Alokasi Umum (DAU,).
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer Umum - Dana
Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp535.152.039.000,00 terdiri dari:
a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp350.456.168.000,00
b) DAU yang ditentukan penggunaannya Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp184.695.871.000,00 Dengan rincian sebagai berikut:
(1) Penggajian Formasi PPPK  Tahun  Anggaran 2023 sebesar
Rp25.439.184.000,00.
(2) Pendanaan  Kelurahan  Tahun  Anggaran 2023  sebesar Rp
1.400.000.000,00.
(3) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 47.636.177.000,00.
(4) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp 47.770.622.000,00.
(5) Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp
62.449.888.000,00.
Dana Transfer Khusus — Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak mengalami perubahan sehingga dianggarkan
sebesar Rp75.069.538.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:
a) Bidang Pendidikan - pada Perubahan ABPD 2023 dianggarkan sebesar
Rp8.603.521.000,00.
b) Bidang Kesehatan dan KB - pada Perubahan ABPD 2023 dianggarkan
sebesar Rp21.497.170.000,00.
c) Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate (DINAS KPPP) pada
Perubahan ABPD 2023 dianggarkan sebesar sebesar Rp3.304.645.000,00.
d) Bidang Jalan - pada Perubahan ABPD 2023 dianggarkan sebesar
Rp35.768.901.000,00.
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan, sehingga
dianggarkan sebesar Rp97.620.238.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 adalah:
a) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp21.413.620.000,00.
b) Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp54.637.829.000,00
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c) Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp20.113.244.000,00.

d) BOK Dinas sebesar Rp5.517.629.000,00.

e) BOK Puskesmas sebesar Rp12.219.262.000,00.

f) BOK KB sebesar Rp2.376.353.000,00.

g) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK sebesar Rp318.370.000,00.
h) Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp542.600.000,00.

i) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp594.575.000,00.

b. Dana Desa
Pendapatan Dana Desa pada Perubahan tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp70.868.305.000,00 atau sama dengan Tahun Anggaran 2023 murni.

2. Transfer antar-Daerah

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp40.965.683.315,00 atau mengalami kenaikan sebesar
Rp150.000.000,00 atau 0,37 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023
Murni sebesar Rp40.815.683.315,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rpl13.441.814.122,00 atau mengalami
penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau -18,25 persen dengan APBD Tahun
anggaran 2023 murni sebesar Rp16.441.814.122,00. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan
sebesar Rp13.441.814.122,00, mengalami penurunan sebesarRp16.058.314.122,00
atau 18,25 persen apabila dibandingkan dengan APBD Tahun anggaran 2023
murni sebesar Rp16.441.814.122,00. Pendapatan Hibah terdiri atas Pendapatan
Hibah dari Pemerintah Pusat dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, dengan rincian

sebagai berikut:

a). Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapat hibah dari pemerintah pusat pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp383.500.000,00, mengalami penurunan
sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 88,67 persen apabila dibandingkan dengan
APBD Tahun anggaran 2023 murni sebesar Rp3. 383.500.000,00.
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b). Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023 diperkirakan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD
Murni Tahun 2023 yakni sebesar Rp13.058.314.122,00.

Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Jenis Penerimaan APBD . Perubahan APBD Plféﬁginlfgrs\?
T.A 2023 Murni T.A 2023 (turun)
Pendapatan Asli Daerah 89.094.042.319,00 92.199.042.319,00 3,49%
Pajak Daerah 22.430.600.000,00 22.430.600.000,00 0,00%
Retribusi Daerah 6.998.448.665,00 7.863.448.665,00 12,36%
Hasil Pengelolaan 10.209.260.800,00 10.209.260.800,00 0,00%
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli 49.455.732.854,00 51.695.732.854,00 4,53%
daerah Yang Sah
Pendapatan Transfer 1.151.319.060.315,00 1.151.469.060.315,00 0,01%
Transfer Pemerintah Pusat 1.110.503.377.000,00 1.110.503.377.000,00 0,00%
Transfer Antar Daerah 40.815.683.315,00 40.965.683.315,00 0,37%
Lain- lain Pendapatan 16.441.814.122,00 13.441.814.122,00 -18,25%
Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah 16.441.814.122,00 13.383.500.000,00 -18,25%
Pendapatah Hibah dari 3.383.500.000 383.500.000 88,67%
Pemerintah Pusat
Sumbangan Pihak 13.058.314.122 13.058.314.122 0%
Ketiga/Sejenis
JUMLAH PENDAPATAN 1.256.854.916.756,00 1.257.109.916.756,00 0,02%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Barito Selatan

2.2.1. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD berpedoman pada

hal-hal sebagai berikut :

1.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
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4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah
senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap peningkatan

investasi daerah.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja

operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

A. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan

mencapai Rp893.177.855.967,40 mengalami kenaikan sebesar

Rp98.776.121.863,40 atau 12,43 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran

2023 Murni sebesar Rp794.401.734.104,00. Belanja Operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai.
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Pegawai diperkirakan
mencapai sebesar Rp464.822.807.168,40 mengalami kenaikan sebesar
Rp8.531.121.863,40 atau 1,87 persen dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2023 Murni sebesar Rp456.291.685.305,00.

2. Belanja Barang dan Jasa.
Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
diperkirakan sebesar Rp349.038.132.289,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp74.090.000.000,00 atau 26,95 persen dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2023 Murni sebesar Rp274.948.132.289,00.

3. Belanja Bunga.
Belanja bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak
dianggarkan.

4. Belanja Subsidi.
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya terbatas.produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar
dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi yang akan
diberikan kepada PDAM pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp3.183.742.010,00 atau sama dengan APBD Tahun Anggaran
2023 murni.
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5. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam

bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp71.133.174.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.155.000.000,00

atau 29,38 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 Murni

sebesar Rp54.978.174.500,00.
6. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan

dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

a. Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 masih

sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023 murni yaitu sebesar

Rp5.000.000.000,00.

B. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode

akuntansi. pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp285.920.812.733,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp18.755.000.000 atau 7,02 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran

2023 Murni sebesar Rp267.165.812.733,00.
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C. Belanja Tidak Terduga.
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp15.896.195.452,00 atau sama dengan APBD Tahun
Anggaran 2023 murni.
D. Belanja transfer.
Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp163.291.174.466,00 atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023
murni. Belanja transfer terdiri dari:
1. Belanja Bagi Hasil.
Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp4.576.904.866,00 atau sama dengan APBD Tahun
Anggaran 2023 murni, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
2. Belanja Bantuan Keuangan.
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah
daerah Ilainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan.
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp158.714.269.600,00 atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023
murni. Dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja  Bantuan Keuangan Umum  Daerah  Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar 86.694.529.600 atau sama dengan APBD
Tahun Anggaran 2023 murni.
b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
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Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp72.019.740.000,00 atau sama
dengan APBD Tahun Anggaran 2023 murni.

Prakiraan target belanja daerah pada Perubahan tahun 2023 dapat dilihat

sebagaimana tabel berikut:

Prakiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Jenis Belanja APBD . APBD %
T.A 2023 Murni Perubahan T.A 2023

BELANJA OPERASI 794.401.734.104,00 893.177.855.967,40 | 12,43
Belanja Pegawai 456.291.685.305,00 464.822.807.168,40 1,87
Belanja Barang dan Jasa 274.948.132.289,00 349.038.132.289,00 | 26,95

Belanja Bunga - - -
Belanja Subsidi 3.183.742.010,00 3.183.742.010,00 0,00
Belanja Hibah 54.978.174.500,00 71.133.174.500,00 | 29,38
Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
BELANJA MODAL 267.165.812.733,00 285.920.812.733,00 7,02
BELANJA TIDAK TERDUGA 15.896.195.452,00 15.896.195.452,00 0,00
BELANJA TRANSFER 163.291.174.466,00 163.291.174.466,00 0,00
Belanja Bagi Hasil 4.576.904.866,00 4.576.904.866,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan 158.714.269.600,00 158.714.269.600,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.240.754.916.755,00 | 1.358.286.038.618,40 9,47

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Barito Selatan

2.2.2. Proyeksi Pagu Belanja Per Perangkat Daerah

Penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minumum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 pagu belanja daerah dianggarkan
Rp1.358.286.038.618,00
Rp117.531.121.863,00

kenaikan sebesar

2023
Rp1.240.754.916.755,00. Diuraikan dan dirinci ke masing-masing Perangkat

sebesar mengalami

dibandingkan Tahun Anggaran sebesar

Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel ini:
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Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2024

PAGU PD P-APBD

SELISIH

NO PERANGKAT DAERAH PAGU PD APBD 2023 2023 (LEBIH/KURANG)

1 Dinas Pendidikan 282.869.345.669,00 289.106.070.669,00 6.236.725.000,00

2 Dinas Kesehatan 176.879.618.652,00 183.039.618.652,00 6.160.000.000,00

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 230.296.806.781,00 253.151.806.781,00 | 22.855.000.000,00
Ruang

4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 12.476.550.672,00 16.148.825.672,00 3.672.275.000,00
dan Pertanahan

5 Satuan Polisi Pamong Praja dan 10.359.987.446,00 11.010.187.446,00 650.200.000,00
Pemadam Kebakaran

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.511.674.063,00 5.731.674.063,00 220.000.000,00

7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 97.161.255.072,00 98.511.255.072,00 1.350.000.000,00
dan Desa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.698.263.549,00 5.888.263.549,00 1.190.000.000,00

9 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 7.752.124.251,00 7.954.124.251,00 202.000.000,00
Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak

10 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 27.513.787.750,00 29.080.187.750,00 1.566.400.000,00
Perikanan

11 | Dinas Lingkungan Hidup 12.035.442.989,00 12.678.042.989,00 642.600.000,00

12 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 6.034.667.466,00 6.439.867.466,00 405.200.000,00
Sipil

13 | Dinas Perhubungan 13.657.800.549,00 15.007.800.549,00 1.350.000.000,00

14 | Dinas Komunikasi dan Informatika 7.079.685.002,00 8.392.185.002,00 1.312.500.000,00

15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 7.187.893.217,00 8.439.993.217,00 1.252.100.000,00
Terpadu Satu Pintu

16 | Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan 11.245.208.422,00 14.730.654.344,00 3.485.445.922,00
Kebudayaan

17 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3.474.934.110,00 3.681.934.110,00 207.000.000,00

18 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 9.073.372.817,00 9.802.117.877,00 728.745.060,00
Mikro Kecil Dan Menengah

19 | Sekretariat Daerah 57.576.662.092,00 74.049.662.092,00 | 16.473.000.000,00

20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 39.186.708.027,00 47.553.776.527,00 8.367.068.500,00
Daerah

21 | Badan Perencanaan Pembangunan 8.899.570.704,00 10.279.570.704,00 1.380.000.000,00
Daerah (BAPPEDA)

22 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 144.569.968.015,00 168.842.830.396,00 | 24.272.862.381,00
Daerah

23 | Badan Kepegawaian, Pengembangan 6.645.921.863,00 7.133.421.863,00 487.500.000,00
SDM

24 | Inspektorat 9.003.965.736,00 9.403.965.736,00 400.000.000,00

25 | Kecamatan Dusun Hilir 3.048.880.093,00 3.048.880.093,00 -

26 | Kecamatan Dusun Selatan 6.608.767.499,00 6.933.767.499,00 325.000.000,00

27 | Kecamatan Dusun Utara 3.797.502.726,00 3.797.502.726,00 -

28 | Kecamatan Gunung Bintang Awai 3.065.373.168,00 3.665.373.168,00 600.000.000,00

29 | Kecamatan Jenamas 3.297.274.039,00 3.297.274.039,00 -

30 | Kecamatan Karau Kuala 3.417.800.192,00 3.417.800.192,00 -

31 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 26.328.104.124,00 38.067.604.124,00 | 11.739.500.000,00

JUMLAH

1.240.754.916.755,00

1.358.286.038.618,00

117.531.121.863,00
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2.2.3. Proyeksi Pagu Belanja Menurut Urusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran
Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun rincian proyeksi pagu

belanja menurut urusan adalah sebagai berikut:
1). Urusan Pemerintahan yang Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp759.267.814.043,00 atau
sebesar 56% dari total belanja langsung, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp289.106.070.669,00 atau 21,28% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp183.039.618.652,00 atau 13,48% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp253.151.806.781,00 atau 18,64% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp15.913.956.432,00 atau 1,17% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Barito Selatan.
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€.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rpl16.741.861.509,00 atau 1,23% dari total plafon
anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 1) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.314.500.000,00 atau 0,10% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Barito Selatan.

2). Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak

Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp190.450.499.050,00 atau
sebesar 9% dari total Belanja Daerah, meliputi 18 (Delapan belas) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.650.383.549,00 atau 0,42%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Selatan.

. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp349.421.400,00 atau 0,03% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.001.981.766,00 atau 0,29% dari total

plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
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dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp234.869.240,00 atau 0,02% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp12.678.042.989,00 atau 0,93%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp6.439.867.466,00 atau 0,47% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito
Selatan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Plafon
Perubahan @ APBD  Tahun  Anggaran 2023  dianggarkan  sebesar
Rp97.196.755.072,00 atau 7,16% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan
oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito
Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp7.604.702.851,00 atau 0,56% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
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i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.007.800.549,00 atau 1,10%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

j- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon
Perubahan  APBD Tahun  Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp8.157.185.238,00 atau 0,60% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito
Selatan.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Plafon
Perubahan  APBD Tahun  Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp6.871.756.177,00 atau 0,51% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito
Selatan.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.439.993.217,00, atau 0,62%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Plafon
Perubahan  APBD Tahun = Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp12.707.101.582,00 atau 0,94% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito
Selatan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp184.999.764,00, atau 0,01% dari total

plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
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dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito
Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00, atau 0,004% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito
Selatan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.193.704.080,00 atau 0,09% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.560.037.510,00 atau 0,26%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah.Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Barito Selatan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp121.896.600,00, atau 0,01% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito

Selatan.

3). Urusan Pilihan

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pilihan adalah sebesar
Rp29.076.296.366,00 atau sebesar 2% dari total Belanja Daerah, meliputi 6 (enam)
urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Plafon Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.174.900.000,00 atau
0,09% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
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Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp829.848.682,00, atau 0,06% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.903.305.984,00, atau 1,76% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.832.929.140,00, atau 0,13%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.097.432.560,00, atau 0,08%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp237.880.000,00, atau 0,02% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Selatan.

4). Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp121.603.438.619,00 atau 9% dari total plafon anggaran Belanja Daerah, yang
termasuk dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah :
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a. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp74.049.662.092,00 atau 5,45%

dari total plafon anggaran Belanja Daerah.

b. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp47.553.776.527,00, atau 3,50%

dari total plafon anggaran Belanja Daerah.

5). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp186.255.822.963,00, atau 14,% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan adalah :

1. Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan pada Plafon Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.732.842.704,00, atau 0,72%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

2. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan pada Plafon Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp168.842.830.396,00, atau
12,43% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

3. Kepegawaian dan Diklat

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.133.421.863,00
atau 0,53% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

4. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan pada
Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp546.728.000,00 atau 0,04% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur
Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
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6). Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.403.965.736,00, atau 1% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan adalah :

Inspektorat

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.403.965.736,00, atau 1% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7). Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp24.160.597.717,00 atau 2% dari total plafon anggaran
Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Kewilayahan adalah :

a. Kecamatan Dusun Hilir
Kecamatan Dusun Hilir pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp3.048.880.093,00.

b. Kecamatan Dusun Selatan
Kecamatan Dusun Selatan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp6.933.767.499,00.

c. Kecamatan Dusun Utara
Kecamatan Dusun Utara pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp3.797.502.726,00.

d. Kecamatan Gunung Bintang Awai
Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.665.373.168,00.

e. Kecamatan Jenamas
Kecamatan Jenamas pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp 3.297.274.039,00.

f. Kecamatan Karau Kuala

g. Kecamatan Karau Kuala pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp3.417.800.192,00.

8). Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar Rp38.067.604.124,00 atau 2,80% dari total plafon
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anggaran Belanja Daerah. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya untuk Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah berdasarkan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah seperti ditunjukan
pada tabel berikut ini

Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Kabupaten Barito Selatan Perubahan Tahun Anggaran 2023

Perangkat
No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 Daerah
Penanggung
jawab
1 | URUSAN 290.705.468.536 282.869.345.669 289.106.070.669 DINAS
PEMERINTAHAN PENDIDIKAN
BIDANG
PENDIDIKAN
2 | URUSAN 183.079.435.652 176.879.618.652 183.039.618.652 DINAS
PEMERINTAHAN KESEHATAN
BIDANG
KESEHATAN
3 | URUSAN 139.565.057.260 230.296.806.781 253.151.806.781 DINAS
PEMERINTAHAN PEKERJAAN
BIDANG UMUM DAN
PEKERJAAN PENATAAN
UMUM DAN RUANG
PENATAAN
RUANG
4 | URUSAN 7.209.635.962 12.241.681.432 15.913.956.432 DINAS
PEMERINTAHAN PERUMAHAN,
BIDANG KAWASAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN KAWASAN DAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN
5 | URUSAN 9.684.223.391 10.359.987.446 11.010.187.446 BADAN
PEMERINTAHAN PENANGGULANG
BIDANG AN BENCANA
KETENTERAMAN DAERAH
DAN
KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
6 | URUSAN 4.011.674.063 5.511.674.063 5.731.674.063 | SATUAN POLISI
PEMERINTAHAN PAMONG PRAJA
BIDANG DAN PEMADAM
KETENTERAMAN KEBAKARAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
7 | URUSAN 734.500.000 1.314.500.000 1.314.500.000 | DINAS SOSIAL
PEMERINTAHAN DAN
BIDANG SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
8 | URUSAN 4.310.383.549 4.560.383.549 5.650.383.549 | DINAS TENAGA
PEMERINTAHAN KERJA DAN
BIDANG TENAGA TRANSMIGRASI
KERJA
9 | URUSAN 305.177.400 324.421.400 349.421.400 DINAS
PEMERINTAHAN PENGENDALIAN
BIDANG PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN KELUARGA
PEREMPUAN BERENCANA DAN
DAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
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Perangkat

No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 Daerah
Penanggung
jawab
ANAK DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
10 | URUSAN 2.954.899.963 3.659.581.766 4.001.981.766 DINAS
PEMERINTAHAN KETAHANAN
BIDANG PANGAN PANGAN,
PERTANIAN DAN
PERIKANAN
11 | URUSAN 141.914.710 234.869.240 234.869.240 DINAS
PEMERINTAHAN PERUMAHAN,
BIDANG KAWASAN
PERTANAHAN PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
12 | URUSAN 9.851.642.989 12.035.442.989 12.678.042.989 DINAS
PEMERINTAHAN LINGKUNGAN
BIDANG HIDUP
LINGKUNGAN
HIDUP
13 | URUSAN 4.666.127.466 6.034.667.466 6.439.867.466 DINAS
PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN
BIDANG DAN
ADMINISTRASI PENCATATAN
KEPENDUDUKAN SIPIL
DAN
PENCATATAN
SIPIL
14 | URUSAN 65.883.677.672 95.846.755.072 97.196.755.072 | DINAS SOSIAL
PEMERINTAHAN DAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MASYARAKAT DAN DESA
DAN DESA
15 | URUSAN 6.947.054.851 7.427.702.851 7.604.702.851 DINAS
PEMERINTAHAN PENGENDALIAN
BIDANG PENDUDUK,
PENGENDALIAN KELUARGA
PENDUDUK DAN BERENCANA DAN
KELUARGA PEMBERDAYAAN
BERENCANA PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
16 | URUSAN 11.007.800.549 13.657.800.549 15.007.800.549 DINAS
PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
17 | URUSAN 5.794.685.002 6.894.685.238 8.157.185.238 DINAS
PEMERINTAHAN KOMUNIKASI
BIDANG DAN
KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN
INFORMATIKA
18 | URUSAN 5.781.113.857 6.895.356.177 6.871.756.177 DINAS
PEMERINTAHAN PERDAGANGAN,
BIDANG KOPERASI
KOPERASI, USAHA MIKRO
USAHA KECIL, KECIL DAN
DAN MENENGAH MENENGAH
19 | URUSAN 5.057.645.217 7.187.893.217 8.439.993.217 DINAS
PEMERINTAHAN PENANAMAN
BIDANG MODAL DAN
PENANAMAN PELAYANAN
MODAL TERPADU SATU
PINTU
20 | URUSAN 5.137.250.472 10.332.238.660 12.707.101.582 | DINAS PEMUDA,
PEMERINTAHAN OLAH RAGA,
BIDANG PARIWISATA DAN
KEPEMUDAAN KEBUDAYAAN
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Perangkat

No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 Daerah
Penanggung
jawab
DAN OLAHRAGA
21 | URUSAN 160.000.000 159.999.764 184.999.764 DINAS
PEMERINTAHAN KOMUNIKASI
BIDANG DAN
STATISTIK INFORMATIKA
22 | URUSAN 25.000.000 25.000.000 50.000.000 DINAS
PEMERINTAHAN KOMUNIKASI
BIDANG DAN
PERSANDIAN INFORMATIKA
23 | URUSAN 196.856.950 589.678.080 1.193.704.080 | DINAS PEMUDA,
PEMERINTAHAN OLAH RAGA,
BIDANG PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN
24 | URUSAN 4.723.143.110 3.403.037.510 3.560.037.510 DINAS
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN
BIDANG DAN KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN
25 | URUSAN 400.863.000 71.896.600 121.896.600 DINAS
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN
BIDANG DAN KEARSIPAN
KEARSIPAN
26 | URUSAN 661.300.000 974.900.000 1.174.900.000 DINAS
PEMERINTAHAN KETAHANAN
BIDANG PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN PERIKANAN
27 | URUSAN 284.941.000 323.291.682 829.848.682 | DINAS PEMUDA,
PEMERINTAHAN OLAH RAGA,
BIDANG PARIWISATA DAN
PARIWISATA KEBUDAYAAN
28 | URUSAN 21.294.964.787 22.879.305.984 23.903.305.984 DINAS
PEMERINTAHAN KETAHANAN
BIDANG PANGAN,
PERTANIAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN
29 | URUSAN 689.888.960 1.356.929.140 1.832.929.140 DINAS
PEMERINTAHAN PERDAGANGAN,
BIDANG KOPERASI
PERDAGANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN
MENENGAH
30 | URUSAN 334.000.000 821.087.500 1.097.432.560 DINAS
PEMERINTAHAN PERDAGANGAN,
BIDANG KOPERASI
PERINDUSTRIAN USAHA MIKRO
KECIL DAN
MENENGAH
31 | URUSAN 137.880.000 137.880.000 237.880.000 | DINAS TENAGA
PEMERINTAHAN KERJA DAN
BIDANG TRANSMIGRASI
TRANSMIGRASI
32 | SEKRETARIAT 29.240.877.592 57.576.662.092 74.049.662.092 | SEKRETARIAT
DAERAH DAERAH
33 | SEKRETARIAT 28.411.708.027 39.186.708.027 47.553.776.527 | SEKRETARIAT
DPRD DPRD
34 | PERENCANAAN 8.259.570.704 8.684.570.704 9.732.842.704 BADAN
PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
35 | KEUANGAN 132.763.080.370 144.569.968.015 168.842.830.396 BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
36 | KEPEGAWAIAN 5.878.421.863 6.645.921.863 7.133.421.863 BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
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Perangkat

No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 Daerah
Penanggung
jawab
MANUSIA
37 | PENELITIAN DAN 115.000.000 215.000.000 546.728.000 BADAN
PENGEMBANGAN PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
38 | INSPEKTORAT 7.568.965.736 9.003.965.736 9.403.965.736 INSPEKTORAT
DAERAH
39 | KECAMATAN 3.030.880.093 3.048.880.093 3.048.880.093 KECAMATAN
DUSUN HILIR
40 | KECAMATAN 6.489.967.499 6.608.767.499 6.933.767.499 KECAMATAN
DUSUN SELATAN
41 | KECAMATAN 3.771.102.726 3.797.502.726 3.797.502.726 KECAMATAN
DUSUN UTARA
42 | KECAMATAN 3.020.373.168 3.065.373.168 3.665.373.168 KECAMATAN
GUNUNG
BINTANG AWAI
43 | KECAMATAN 3.266.074.039 3.297.274.039 3.297.274.039 KECAMATAN
JENAMAS
44 | KECAMATAN 3.375.800.192 3.417.800.192 3.417.800.192 KECAMATAN
KARAU KUALA
45 | KESATUAN 6.941.355.141 26.328.104.124 38.067.604.124 BADAN
BANGSA DAN KESATUAN
POLITIK BANGSA DAN
POLITIK
JUMLAH 1.033.871.383.516 | 1.240.754.916.755 | 1.358.286.038.618
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BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Ekonomi global berpotensi lebih baik dari prakiraan seiring penghapusan
zero covid policy di China. Sementara itu, inflasi global menurun secara gradual
dipengaruhi perlambahan ekonomi global dan perbaikan gangguan rantai
pasokan, meskipun tetap di level tinggi seiring harga energi dan pangan yang
belum turun signifikan akibat terus berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina
dan kebijakan moneter ketat di negara-negara maju.

Beberapa kondisi global dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun
2022 di antaranya :

1. Ketidakpastian masih tinggi
Resiko telah bergeser dari Pandemi Covid-19 ke kondisi ketidakpastian seiring
dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum
menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak spillover yang timbul dari

ketidakpastian tersebut mendorong resiko pada prospek ekonomi global ke

depan.
Gambar 3.1 Geopolitical Risk (GPR) Index
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Sumber : matteoiacoviello (2023).
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Gambar 3.2

World Uncertainty Index
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2. Harga Komoditas Mulai Terkoreksi

Harga beberapa komoditas telah menunjukkan tren penurunan setelah

sebelumnya mengalami kenaikan selama tahun 2020-2022. Harga komoditas
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urceri (2022).

pada tahun 2023 diperkirakan tidak akan setinggi tahun 2022.

Gambar 3.3
Perkembangan Harga Komoditas Energi
Brent Batubara Natural Gas
(USDIEb) (USDIT) (USDIMNETL)
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Sumber : Bloomberg (2023)
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Gambar 3.4
Perkembangan Harga Komoditas Pangan
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Sumber : Bloomberg (2023)
Gambar 3.5
Perkembangan Harga Komoditas Logam
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Sumber : Bloomberg (2023)

3. Tekanan Inflasi
Tekanan inflasi masih cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah
menunjukkan sinyal penurunan. Selain itu, inflasi gap juga semakin

menyempit seiring dengan respons kebijakan fiskal dan moneter.
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Gambar 3.6
Inflasi Beberapa Negara
(persen, yoy)
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Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 3.7
Inflasi Gap vs Suku Bunga Riil
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Sumber : Bloomberg (2023)

4. Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral
Sebagian besar bank sentral global diprakirakan masih tetap menaikkan suku

bunga kebijakan sebagai bentuk upaya pengendalian
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tekanan inflasi, namun tidak seagresif tahun 2022. Fokus utama bank sentral

saat ini adalah mengembalikan inflasi inti ke targetnya.

Gambar 3.8
Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Global
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Sumber : Bloomberg (2023)

5. Pembukaan Kembali Ekonomi China
Pelonggaran kembali kebijakan pembatasan lockdown di China memberikan
sinyal positif bagi prospek ekonomi ke depan terutama dalam ruang lingkup
ekonomi Asia. Namun, pelonggaran tersebut juga akan memberikan risiko
terkait potensi kembali meningkatnya Kasus COVID-19 di China.

Gambar 3.9
Perkembangan Kasus Covid-19 di China, Li Keqiang Index dan Indikator
Ekonomi China
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Sumber : Bloomberg (2023)
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6. Manufaktur Menunjukkan Kinerja Memburuk
Aktivitas manufaktur beberapa negara menunjukkan perlambatan tercermin
dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang mengalami penurunan

dan berada di zona kontraksi.

Gambar 3.10
PMI Manufaktur Beberapa Negara
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Sumber : Bloomberg (2023)
Gambar 3.11
Kinerja PMI Manufaktur Global Desember 2022
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Sumber : Bloomberg (2023)
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3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional

IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling
solid di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi
April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan
ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan
outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%.

Sejalan dengan IMF, World Bank menurunkan proyeksi secara signifikan
pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring
dengan adanya risiko resesi. Namun ekonomi Indonesia relatif tangguh terhadap

risiko resesi di tahun 2023.

Gambar 3.12
Probabilitas Resesi Beberapa Negara
(persen)
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Sumber : Bloomberg (2023)

Sementara untuk tahun 2024, ©berbagai lembaga internasional

memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan di tahun 2023.
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Gambar 3.13
Probabilitas Resesi Beberapa Negara

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023 dan 2024
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Sumber : WEO IMF Jan 2023, GEP WB Jan 2023, ADO-ADB Dec 2022, OECD Report Nov 2022

Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh secara impresif pasca pandemi Covid-
19. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31
persen. Realisasi ini sejalan dengan proyeksi Bappenas, dimana hampir semua
komponen mendekati angka realisasi. Semakin terkendalinya kasus Covid-19
karena tegasnya penanganan pandemi
oleh Pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat pada
triwulan IV-2022 mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh

lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Gambar 3.14
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan (persen)
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Sumber : BPS (2023)
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Gambar 3.15
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan (persen)
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Sumber : BPS (2023)

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan
resiliensi dan penguatan. Sebagian besar indikator makro ekonomi menunjukkan
perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Sebagian besar indikator utama
investasi terus melanjutkan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI
Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan
berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. PMI
Manufaktur mampu bertahan di zona ekspansi sejak triwulan IV-2021. Hal ini
menunjukkan kuatnya pemulihan aktivitas manufaktur di Indonesia
dibandingkan negara lain yang tengah mengalami penurunan.

Di sisi konsumsi, hampir semua indikator utama konsumsi mampu
bertahan pada tren perbaikan di tengah kenaikan inflasi. Indeks penjualan ritel
dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di
tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca
perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan
dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik
dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. Pemerintah terus
berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional.
Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk
mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat
krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli
masyarakat.Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global melambat

dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin
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persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di
2024 (turun 0,1 pp). Momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di
awal tahun, kini meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika
Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi
global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6 pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Gambar 3.16

Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia Tahun 2022
Indikator Konsumsi Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22
Penjualan Maobil (persen, yoy) 62.3 411 s 21,0

Penjualan Motor (persen, yoy) 64.8 -2.4 -14,9 4.1
Indeks Keyakinan Konsumen ' 116.8 114.6 1234 121,7
Indeks Penjualan Ritel 204.2 205.0 2342 2006
Impor Barang Konsumsi (persen, yoy) , 50.1 11.7 50 -4,1

Kredit Konsumsi (persen, yoy) -1.1 . i 4.7 6,1 7.0 9,2
M2 (persen, yoy) X 11.8 13.0 121 9.4
Inflasi (persen, yoy) X . J 1.8 2 38 5.2
Indikator Investasi Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22
Kredit Investasi (persen, yoy) -4.3 -0.4 . 4.0 5,6 10.8 10.7
Kredit KMK (persen, yoy) -5.1 k . 6.3 7.7 129 12.3
Kredit Properti (persen, yoy) 3 » X 48 59 50 6,5
Impor Barang Modal (persen, yoy) 26.6 30.7 213 441
Impor Bahan Baku (persen, yoy) i 56.4 334 277 34,2
Konsumsi Semen Domestik (persen, yoy) -0. X 3’3 15.2 -2.4 -6.6

Belanja Modal Pemerintah (persen, yoy) 43 -45.3 1.8 )

PMI Manufacturing ' 54.9 52.1 51,0 52,2
Indikator Pengeluaran Pemerintah Q1-22 Q2-22 Q3-22

Belanja Pegawai (persen, yoy) -2.6 2,2 1,7 186

Belanja Barang (persen, yoy) -33.1 -12,5 -14,8

Bantuan Sosial (persen, yoy) -64,0 81,3 252
Indikator Ekspor Impor Q1-22 Q2-22 Q3-22
Ekspor (persen, yoy) 35,1 39,0 273
Impor (persen, yoy) X 31,0 246 314

Sumber : Gaikindo, AISI, BI, BPS, OJK, IHS Markit, ASI, Kemenkeu (2023)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa negara maju dan
berkembang utama secara umum menunjukkan perlambatan di tahun 2023 dan
kembali membaik di tahun 2024. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat
diproyeksi tumbuh 1,6% (2023) dan 1,1% (2024), sedangkan Eropa diproyeksikan
tumbuh 0,8% (2023) dan 1,4% (2024). Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa
menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah
mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif.
Sementara itu, India diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta
Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024). Pembukaan
kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di
tahun 2023, tetapi tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih
membayangi prospek Tiongkok di tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan
dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif. Risiko utama berasal

dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, ekskalasi perang di Ukraina yang
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dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi,
serta fragmentasi geoekonomi. Beberapa rekomendasi kebijakan dari IMF untuk
negara-negara dalam menavigasi perekonomian global yang semakin menantang
antara lain: (1) Kebijakan pengetatan moneter dapat berlanjut dengan tetap
menjaga stabilitas keuangan; (2) Dukungan fiskal terus diprioritaskan untuk
melindungi kelompok paling rentan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal;
(3) Pentingnya penguatan kebijakan struktural dan kerja sama multilateral demi
mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki
komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun
tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal
Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih
cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan
kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih
tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas
sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur,
peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.

Defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen yakni
2,38 persen, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57
persen. Selain itu, utang luar negeri Indonesia tetap terkendali, tercermin dari
rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di
kisaran 30,08 persen pada Q4-2022, jauh di bawah standar internasional sebesar

60 persen terhadap PDB.

Gambar 3.17
Peneriman dan Pengeluaran APBN
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Sumber : Kemenkeu (2023)
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Gambar 3.18
Rasio Utang Luar Negeri
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Sumber : Bank Indonesia (2023)

Inflasi Indonesia pada Januari 2023 relatif terkendali walaupun masih di
atas target Bank Indonesia. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya
peningkatan inflasi komponen harga diatur pemerintah sebagai dampak dari
kenaikan harga BBM sejak September 2022. Bank Indonesia menargetkan akan
mengembalikan inflasi inti ke target BI pada paruh pertama tahun 2023.

Gambar 3.19
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Sumber : Bank Indonesia (2023)
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Gambar 3.20

Inflasi dan Target Inflasi
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Sumber : Bank Indonesia (2023)

Ekspor jasa menunjukkan performa yang tinggi, seiring dengan kenaikan
jumlah wisatawan mancanegara. Sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh dengan
tren yang melambat, didukung oleh harga komoditas lemak dan minyak
hewan/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja yang masih tinggi,

meskipun ada tren penurunan di beberapa komoditas.

Gambar 3.21
Pertumbuhan Komponen Ekspor
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Sumber : BPS (2023)
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Seiring dengan PMI manufaktur Indonesia yang ekspansif selama tahun
2022, komoditas utama impor Indonesia selama tahun 2022 masih didominasi
oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin dan peralatan
mekanis, mesin dan peralatan elektrik, kendaraan dan bagiannya. Impor jasa
pada triwulan [V-2022 didorong oleh kenaikan wisatawan domestik yang
berwisata ke luar negeri.

Gambar 3.22
Pertumbuhan Komponen Impor

(%, yoy)
80.0

60.0
40.0
200
0.0
-20.0

-40.0

-60.0 Barang Nonmigas ====Barang Migas ====Jasa
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : BPS (2023)

Normalisasi harga komoditas global pada triwulan IV-2022 mendorong
perlambatan pertumbuhan ekspor Indonesia. Ekspor HS 27 pada triwulan IV-
2022 tumbuh dua digit namun melambat dari pertumbuhan pada triwulan
sebelumnya. Pertumbuhan yang tetap tinggi didorong oleh tetap tingginya harga
batu bara di tengah perlambatan komoditas lainnya. Diperkirakan tren ini akan
berlanjut di 2023.

Gambar 3.23
10 Komoditas Non Migas dengan share terbesar pada tahun 2022

Nilai (Juta USD) Pertumbuhan (persen, yoy)
10 Komoditas (HS)
oo L [ Lo e o v [ L

Bahan bakar mineral (27) 14,750.56 12,171.56 19,767.74 20,083.83 18,976.92 114.9
2 Lemak dan minyak hewan/nabati (15) 8,878.49 791477 722183 1106869 8999.12 292 13.7 14 122 1.4
3 Mesin dan perlengkapan elektrik (85) 3,216.96 3,307.24 3,510.83 3990.70 3,744.36 171 238 21.9 326 16.4
4 Bijih logam terak, dan abu (26) 1,97098 244261 273320 274076 2,383.36 318 168.2 80.5 402 209
5 Logam mulia dan perhiasan/permata (71) 1,185.04 244928 1,250.19 1,088.18 1,516.40 -5.8 115.4 -25.5 -23.2 28.0
6 Nikel dan barang daripadanya (75) 466.82 902.59 1,559.79 1,670.19 1,845.10 137.3 3258 5744 346.1 2953
7 Pulp dari kayu (47) 947.65 796.15 778.92 1,086.52  1,039.94 50.0 129 11 26.1 9.7
8 Timah dan barang daripadanya (80) 846.70 632.66 828.99 487.85 439.27 193.0 814 52.3 -30.5 -48.1
9 Barang dari besi dan baja (73) 538.96 464.46 475.41 407.10 411.41 102.9 57.5 38.3 -4.2 -23.7
10 Pupuk (31) 185.43 134.49 452.48 372.29 218.50 205 0.1 78.9 280 17.8
Sumber : BPS (2023)
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Stabilitas eksternal Indonesia cukup terjaga yang tercermin dari stabilisasi
nilai tukar rupiah dengan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus
cukup tinggi dan cadangan devisa yang masih di atas batas aman.

Gambar 3.24
Neraca Perdagangan Indonesia
(USD Juta)
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Sumber : CEIC (2023)
Gambar 3.25
Perubahan Nilai Tukar Rupiah (YTD)
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Sumber : Bloomberg (2023)
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Gambar 3.26
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Sumber : Bank Indonesia (2023)

Pengetatan kebijakan moneter global mempengaruhi pasar keuangan
domestik. Hal tersebut tercermin dari spread SUN 10Y dengan UST 10Y yang
kembali melebar. Di samping itu, kinerja pasar modal memiliki tren yang terus
meningkat seiring dengan terkendalinya aliran modal asing di pasar domestik.

Gambar 3.27
UST10Y dan SUN 10Y
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Sumber : Bank Indonesia (2023)
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Gambar 3.28
IHSG dan DJIA
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Sumber : Bank Indonesia (2023)
Gambar 3.29
Aliran Modal Asing Indonesia
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Sumber : Bank Indonesia (2023)
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3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Pada TW-IV 2022, ekonomi Kalteng tumbuh 5,70% (yoy), meskipun
melambat dari TW-III 6,62% (yoy) namun berada di atas pertumbuhan nasional.
Masuknya puncak panen TBS dan kebijakan pembebasan pungutan ekspor CPO
mendorong peningkatan pertumbuhan pertanian serta menjaga pertumbuhan
industri pengolahan. Inflasi bulanan Kalteng menurun didorong deflasi kelompok
transportasi dampak turunnya harga angkutan udara seiring normalisasi

permintaan dan harga avtur.

Gambar 3.30
Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng (% YoY)
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Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 3.31
Faktor Pendorong Ekonomi Kal-Teng 2022

PENAWARAN PERMINTAAN

Pertambangan tumbuh impresif lebih tinggi Ekspor tumbuh meningkat seiring dibukanya
.‘.‘. daripada tahun 2021 didorong dibukanya ekspor = ekspor bauksit sejak akhir 2021 dan
Jlg/ bauksit sejak akhir 2021 dan meningkatnya = oo meningkatnya permintaan batu bara seiring Kkrisis
o permintaan batu bara seiring krisis energj global. o - energi global.
PERTAMBANGAN EKSPOR (YOY)
2021: 1,04% yoy, 2022: 15,74% yoy (Pangsa: 21%, Andil: 2,22%) 2021: 4,81%, 2022: 20,23% (Pangsa: 53%, Andil: 9,49%)

musim trek. Tingkat harga TBS 2022 berada pada melambat. Hal ini didorong berlangsungnya hari

Pertanian tumbuh meningkat seiring berakhirnya Kons. RT melanjutkan pertumbuhannya meskipun
kisaran Rp2.700/kg, lebih tinggi daripada tahun E raya besar dengan kebijakan pelonggaran

sebelumnya Rp.2350/kg (insentif bagi petani). mobilitas.
PERTANIAN KONS. RUMAH TANGGA (YOY)
2021: 3,73% yoy, 2022: 3,81% yoy (Pangsa: 21%, Andil: 0,80%) 2021: 1,68% yoy, 2022: 1,55% yoy (Pangsa: 36%, Andil: 0,60%)

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Sementara itu. Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar
0,10%, menurun dari bulan lalu 0,13% (mtm). Penurunan inflasi didorong deflasi
kelompok transportasi dampak turunnya harga angkutan udara seiring
normalisasi permintaan dan harga avtur. Inflasi masih terjadi pada kelompok

makanan, minuman, dan tembakau dengan sumbangan inflasi dari beras akibat
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keterbatasan pasokan dan transmisi kenaikan harga rokok respons kenaikan
kebijakan cukai, namun dengan tekanan yang menurun seiring gencarnya upaya
pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Gambar 3.32
Inflasi Kal-Teng

B Gabungan % (mtm)
e (Gabungan % (yoy)
7,00 e Nasional % (yoy)

8,00

6,00 0,80
5,00 0.60
4,00 0,40
EPN T fim.:

, ] 1l R LITI

2,00
\ ! : -0,20
100 v 040
1,03 1,87 :

0,00 -0,60
12534567 891011141 234567 8 91011131 23 4567 8 91011141 2

% yoy % mtm
2020 2021 2022 2023

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Pada tahun 2023, ekonomi Kalteng diperkirakan akan tumbuh melambat
dibandingkan tahun 2022 seiring prakiraan perlambatan sektor pertambangan
akibat prakiraan perlambatan produksi batu bara dan larangan ekspor bauksit.
Pada tahun 2024, ekonomi Kalteng akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun
2023 seiring dengan prakiraan perbaikan sektor pertanian dan industri
pengolahan. Kualitas pemupukan yang lebih baik sejalan dengan normalisasi
harga pupuk diprakirakan meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS).

Gambar 3.33
Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng
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Sumber : Bank Indonesia (2023)
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Gambar 3.34
Outlook Kal-Teng 2023

Faktor Pendorong Faktor Penahan

* Peningkatan mobilitas mendukung * Produksi batu bara diprakirakan melambat
ketersediaan tenaga kerja pemanen TBS seiring dibukanya kran impor dari Australia
* NTP Perkebunan tetap tinggi dan masih di dan peningkatan produksi Tiongkok
atas 120% menjadi insentif bagi petani * Pelemahan harga batu bara menjadi
* Berakhirnya zero covid policy dan disinsentif bagi produsen
penurunan kasus covid di Tiongkok * Produksi bauksit diprakirakan melanjutkan
* Implementasi B35 Februari 2023 penurunan secara signifikan yang telah
diprakirakan meningkatkan permintaan berlangsung sejak triwulan 111-2022
CPO sekitar 2 jt metric ton * Penerapan kebijakan rasio ekspor CPO
* Peningkatan pagu belanja modal satu banding enam pada Januari 2023
* Pelaksanaan MICE secara luring pasca * Prakiraan meningkatnya produksi CPO dari
penghapusan PPKM Malaysia

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 3.35
Outlook Kal-Teng 2024

Faktor Pendorong Faktor Penahan

* Produktivitas TBS diprakirakan akan lebih * Realisasi belanja modal APBN, APBD,
baik seiring kualitas pemupukan yang lebih maupun swasta diprakirakan akan
baik pada tahun 2023 sejalan normalisasi cenderung tumbuh melambat memasuki
harga pupuk masa tahun politik

* Batu bara diprakirakan masih akan
meningkat sejalan dengan membaiknya
aktivitas mitra dagang utama dan ekonomi
global yang diprakirakan kembali meningkat
pada tahun 2024

* Konsumsi perdagangan masyarakat
diprakirakan meningkat pada masa tahun
politik

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah
pada tahun 2023 adalah mengendalikan inflasi. Bank Indonesia memprediksikan
bahwa tekanan inflasi keseleruhan pada tahun 2023 akan menurun. Akan tetapi
Provinsi Kalimantan Tengah tetap harus mewaspadai akan adanya resiko
kenaikan inflasi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai
berikut:

1. Berakhirnya kebijakaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) yang akan berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat.
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2. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang dipengaruhi
oleh tetap tingginya harga minyak global.
Kenaikan harga rokok akibat target penyesuaian cukai 10 persen.
El-Nino diperkirakan terjadi pada Triwulan kedua tahun 2023, yang
berpotensi mengakibatkan kekeringan pada persawahan.

S. Panen padi untuk periode tanam Oktober-Maret tahun ini diperkirakan

membaik.

Gambar 3.36
Proyeksi Inflasi Kal-Teng
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Sumber : Bank Indonesia (2023)

3.1.2 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Indikator ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan
laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi
dan kesempatan lapangan kerja. Struktur ekonomi yang dibangun oleh
sektor-sektor  produksi bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Sektor
dengan nilai tambah yang besar menjadi tulang punggung perekonomian suatu
daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada
tahun 2022 adalah Rp8.131,63 milyar rupiah atau pertumbuhan ekonomi
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Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,28 persen di tahun
2022. Hal ini merupakan sinyal positif karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Barito Selatan sempat mengalami kontraksi hingga menyentuh angka -2,90 persen
sebagai dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Seiring dengan pulihnya
ekonomi dunia, pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito
Selatan berangsur pulih dan bisa mengalami pertumbuhan yang positif menjadi
2,13 persen. Hal ini kemudian berlanjut lagi dengan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi Barito Selatan pada Tahun 2022 yang melesat ke angka 6,28 persen (data
BPS Barsel, 2023). Diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Barito Selatan di
Tahun 2023 juga akan berada di level yang positif seperti tahun 2022 di kisaran 5-
6 persen.

Gambar 3.37
Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan
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Sumber : BPS Barito Selatan (2023)

Tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor pertambangan memberi
sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu Sebesar 1.087,95,
kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor pertanian 803,77 dan sektor
transportasi pergudangan 486,04 bisa dilihat pada tabel 3.1 dan Laju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di
Kabupaten Barito Selatan (persen) 2018-2022 bisa dilihat pada tabel 3.2 dibawah

ini.
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Tabel 3. 1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar
rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

| | Pertanian, Kehutanan | 2565 o | 77004 | 78204 | 770,02 | 803,77
dan Perikanan

o | Pertambangan dan 10153 | 1072,08 | 905,15 | 959,63 | 1 087,95
Penggalian

3 | Industri Pengolahan 231,7 239,63 237,88 241,27 258,50

4 Pengadaan Listrik dan 2.1 2.24 2,46 2,61 2,62
Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampabh,

5 Limbah dan Daur 5,2 5,84 6,11 6,55 6,80
Ulang

6 | Konstruksi 259,3 277,72 | 246,88 | 218,67 | 232,90
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi

7 Mobil dan Sepeda 321,5 338,45 343,99 348,12 357,15
Motor

g | Transportasi dan 483,7 483,35 | 465,52 | 448,00 | 486,04
Pergudangan
Penyediaan

9 | Akomodasi dan 77,9 82,33 81,23 82,61 86,78
Makan Minum

10 | Informasi dan 60,5 65,52 77,12 | 83,27 85,88
Komunikasi

11 | Jasa Keuangan dan 177,7 185,97 | 201,69 | 211,74 | 212,29
Asuransi

12 | Real Estat 84,8 89,26 91,25 91,28 92,05

13 | Jasa Perusahaan 0,7 0,72 0,66 0,61 0,61
Administrasi

14 | Pemerintahan, 252.4 270,81 | 283,50 | 298,02 | 292,49
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 267,1 285,04 | 297,50 | 309,81 | 318,36

16 | Jasa Kesehatan dan 106,5 116,20 | 141,03 | 186,64 | 206,59
Kegiatan Sosial

17 | Jasa Lainnya 77,6 81,73 75,71 71,28 72,17

PDRB Kabupaten Barito | , 4, | 436713 |4240,61 | 4331,03 | 4602,95

Selatan

Catatan/Note: *)Angka Sementara
**)Angka Sangat Sementara

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2023
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Tabel 3. 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

) | Pertanian, Kehutanan 4,29 4,54 1,65 -1,65 4,38
dan Perikanan

o | Pertambangan dan 397 | 559 | -1557 | 6,02 13,37
Penggalian

3 | Industri Pengolahan 0,20 3,42 -0,73 1,43 7,14

4 gzr;gadaan Listrik dan 8,48 6,57 9,58 6,04 0,59
Pengadaan Air,

5 | Pengelolaan Sampah, 6,28 | 12,52 | 4,60 7,26 3,81
Limbah dan Daur ’ ’ ’ ’ ’
Ulang

6 | Konstruksi 5,69 7,09 -11,10 -11,43 6,51
Perdagangan Besar dan

7 | Eceran, Reparasi Mobil 5,53 5,29 1,64 1,20 2,59
dan Sepeda Motor

g | Transportasi dan 8,66 -0,08 -3,69 -3,57 8,27
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi

9 dan Makan Minum 4,41 5,71 -1,34 1,70 5,05

10 | Informasi dan 5,13 8,26 17,69 7,99 3,13
Komunikasi

11 | Jasa Keuangan dan 3,59 4,65 8,45 4,99 0,26
Asuransi

12 | Real Estat 5,43 5,31 2,23 0,03 0,85

13 | Jasa Perusahaan 5,45 6,69 -7,66 -7,89 0,18
Administrasi

14 | Pemerintahan, 6,37 | 7,28 4,69 5,12 1,86
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 8,73 6,71 4,37 4,14 2,76

16 | Jasa Kesehatan dan 5,86 9,02 21,37 32,34 10,69
Kegiatan Sosial

17 | Jasa Lainnya 5,42 5,32 -7,36 -5,86 1,25

PDRB Kabupaten Barito 5,12 4,96 -2,90 2,13 6,28
Selatan

Catatan/Note: *)Angka Sementara
**)Angka Sangat Sementara

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2023
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BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk

Tahun Anggaran 2022.

Secara umum Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 ditargetkan sebesar Rp1.257.109.916.756,00. Apabila dibandingkan dengan
asumsi APBD murni, maka terjadi kenaikan sebesar Rp255.000.000,00 atau
sebesar 0,02 persen dari sebelumnya sebesar Rp1.256.854.916.756,00.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga)
Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan
Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen
tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, sedangkan
Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami

peEnurunan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
ditargetkan sebesar Rp92.199.042.319,00 naik sebesar Rp3.105.000.000,00 atau
3,49 persen dibanding dengan target Tahun Anggaran 2023 murni yaitu sebesar
Rp89.094.042.319,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis
Pendapatan yaitu : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah. Dari keempat Jenis Pendapatan tersebut, Pajak Daerah adalah satu-satunya
yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 3 (tiga) jenis Pendapatan Asli

Daerah yang lainnya..

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak
Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Air Tanah; g)
Pajak Sarang Burung Walet; h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; i)
Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan j) Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan. Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan ABPD
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Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp22.430.600.000,00. Atau tidak
mengalami perubahan sehingga ditargetkan sama seperti target pada APBD
Murni Tahun 2023 sebesar Rp22.430.600.000,00. Adapun untuk jenis pajak
daerah rata-rata sesuai dengan target pada APBD murni Tahun Anggaran

2023. Adapun rincian Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1)Jenis Pajak Hotel tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan
Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp300.000.000,00.

2)Jenis Pajak Restoran tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi
penerimaan Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
tetap sebesar Rp4.950.000.000,00.

3)Jenis Pajak Hiburan tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi
penerimaan Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
tetap sebesar Rp 5.000.000,00.

4)Jenis Pajak Reklame tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi
penerimaan Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
tetap sebesar Rp 600.000.000,00.

5)Jenis Pajak Penerangan Jalan tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi
penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 tetap sebesar Rp7.265.000.000,00

6)Jenis Pajak Air Tanah tidak mengalami kenaikan, sehingga asumsi
penerimaan Pajak Air Tanah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
tetap sebesar Rp600.000,00.

7)Jenis Pajak Sarang Burung Walet tidak mengalami kenaikan, sehingga
asumsi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp1.000.000.000,00.

8)Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mengalami kenaikan,
sehingga asumsi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp2.810.000.000,00.

9) Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak
mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp3.000.000.000,00.
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10) Jenis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak
mengalami kenaikan, sehingga asumsi penerimaan Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 tetap sebesar Rp2.500.000.000,00.

2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu :
1)Retribusi Jasa Umum; 2)Retribusi Jasa Usaha; dan 3)Retribusi Perizinan

Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a)Retribusi Pelayanan Kesehatan-
Puskesmas;b)Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c)Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d)Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran;
e)Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; f)Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g)Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan h)Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a)Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan; b)Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah-Ruangan; c)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan
Bermotor; d)Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; e)Retribusi Terminal;
f)Retribusi Tempat Khusus Parkir; g)Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

h)Retribusi Tempat Rekreasi; dan i)Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: a)Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan; Db)Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi;
c)Retribusi Izin Usaha Perikanan; d)Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan

Kepada orang Pribadi; dan e)Retribusi Pemberian Izin HO DOMICILI.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
ditargetkan sebesar Rp7.863.448.665,00, naik sebesar Rp865.000.000,00 atau
12,36 persen dibanding dengan target Tahun Anggaran 2023 murni yaitu
sebesar Rp 6.998.448.665,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan sehingga
asumsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar
Rp10.209.260.800,00.
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah
merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari
kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
terdiri dari : 1)Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan; 2)Penerimaan
Jasa Giro; 3)Pendapatan Bunga; 4)Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah; 5)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan;6)Pendapatan Denda Pajak Daerah 7)Pendapatan Denda Retribusi
Daerah; 8)Pendapatan dari Pengembalian; 9)Pendapatan BLUD; dan
10)Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp51.695.732.854,00 naik
sebesar Rp2.240.000.000,00 atau 4,53 persen dibanding dengan target Tahun
Anggaran 2023 murni yaitu sebesar Rp49.455.732.854,00.

A. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
ditargetkan sebesar Rpl1.151.469.060.315,00 atau kenaikan sebesar
Rp150.000.000,00 atau 0,1 persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran
2023 murni sebesar Rp1.151.319.060.315,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
diperkirakan tidak mengalami perubahan seperti target pada Tahun
Anggaran 2023 Murni sebesar Rp1.110.503.377.000,00, yang terdiri dari:
a. Dana Perimbangan.
Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus. Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Dana
Perimbangan dianggarkan sebesar Rpl1.039.635.072.000 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer
Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar
Rp331.793.257.000,00
Dana Transfer Umum — Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar
Rp6.223.664.000,00
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b. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21. Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp4.845.285.000,00
c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, (SDA) Minyak Bumi. Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar
Rp359.618.000,00
d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan
Batubara Royalty. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 diperkirakan sebesar Rp314.710.022.000,00
e. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan —
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar
Rp4.341.112.000,00
f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar
Rp1.313.556.000,00.
2. Dana Transfer Umum — Dana Alokasi Umum (DAU).
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer
Umum - Dana Alokasi Umum  dianggarkan  sebesar
Rp535.152.039.000,00 terdiri dari:
a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp350.456.168.000,00
b) DAU yang ditentukan penggunaannya Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp184.695.871.000,00 Dengan rincian
sebagai berikut:
(1) Penggajian Formasi PPPK Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp25.439.184.000,00.
(2) Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp
1.400.000.000,00.
(3) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp
47.636.177.000,00.
(4) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp 47.770.622.000,00.
(5) Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp
62.449.888.000,00.
3. Dana Transfer Khusus — Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer
Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak mengalami
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perubahan sehingga dianggarkan sebesar Rp75.069.538.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut:

a) Bidang Pendidikan — pada Perubahan ABPD 2023 dianggarkan
sebesar Rp8.603.521.000,00.

b) Bidang Kesehatan dan KB - pada Perubahan ABPD 2023
dianggarkan sebesar Rp21.497.170.000,00.

c) Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate (DINAS
KPPP) pada Perubahan ABPD 2023 dianggarkan sebesar
sebesar Rp3.304.645.000,00.

d) Bidang Jalan - pada Perubahan ABPD 2023 dianggarkan
sebesar Rp35.768.901.000,00.

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami
perubahan, sehingga dianggarkan sebesar Rp97.620.238.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang
dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah:
a) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar

Rp21.413.620.000,00.

b) Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp54.637.829.000,00

c) Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp20.113.244.000,00.

d) BOK Dinas sebesar Rp5.517.629.000,00.

e) BOK Puskesmas sebesar Rp12.219.262.000,00.

f) BOK KB sebesar Rp2.376.353.000,00.

g) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK sebesar
Rp318.370.000,00.

h) Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp542.600.000,00.

i) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar

Rp594.575.000,00.

b. Dana Desa
Pendapatan Dana Desa pada Perubahan tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp70.868.305.000,00 atau sama dengan Tahun

Anggaran 2023 murni.

2. Transfer antar-Daerah
Pendapatan Transfer antar-Daerah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp40.965.683.315,00 atau mengalami kenaikan
sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,37 persen dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2023 Murni sebesar Rp40.815.683.315,00.
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B. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rpl13.441.814.122,00 atau mengalami
penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau -18,25 persen dengan APBD
Tahun anggaran 2023 murni sebesar Rpl16.441.814.122,00. Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan
sebesar Rp13.441.814.122,00, mengalami penurunan sebesar
Rp16.058.314.122,00 atau 18,25 persen apabila dibandingkan dengan
APBD Tahun anggaran 2023 murni sebesar Rpl16.441.814.122,00.
Pendapatan Hibah terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Pendapat hibah dari pemerintah pusat pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp383.500.000,00, mengalami
penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 88,67 persen apabila
dibandingkan dengan APBD Tahun anggaran 2023 murni sebesar
Rp3. 383.500.000,00.
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 diperkirakan tidak mengalami perubahan apabila
dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023 yakni sebesar
Rp13.058.314.122,00.

Tabel 3.3
Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Jenis Penerimaan APBD Perubahan APBD Prféﬁgﬂ::r?f
T.A 2023 Murni T.A 2023 (turun)
Pendapatan Asli Daerah 89.094.042.319,00 92.199.042.319,00 3,49%
Pajak Daerah 22.430.600.000,00 22.430.600.000,00 0,00%
Retribusi Daerah 6.998.448.665,00 7.863.448.665,00 12,36%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 10.209.260.800,00 10.209.260.800,00 0,00%
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah 49.455.732.854,00 51.695.732.854,00 4,53%
Pendapatan Transfer 1.151.319.060.315,00 | 1.151.469.060.315,00 0,01%
Transfer Pemerintah Pusat 1.110.503.377.000,00 | 1.110.503.377.000,00 0,00%
Transfer Antar Daerah 40.815.683.315,00 40.965.683.315,00 0,37%
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah 16.441.814.122,00 13.441.814.122,00 -18,25%
Pendapatan Hibah 16.441.814.122,00 13.383.500.000,00 -18,25%
Pendapatah Hibah dari Pemerintah Pusat 3.383.500.000 383.500.000 88,67%
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 13.058.314.122 13.058.314.122 0%
JUMLAH PENDAPATAN 1.256.854.916.756,00 | 1.257.109.916.756,00 0,02%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Barito Selatan
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BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD berpedoman pada
hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah
senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap peningkatan

investasi daerah.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang -efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan

Belanja Transfer.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja

operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

1. Belanja Operasi.
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
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Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan

mencapai Rp893.177.855.967,40 mengalami kenaikan sebesar

Rp98.776.121.863,40 atau 12,43 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran

2023 Murni sebesar Rp794.401.734.104,00. Belanja Operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai.
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Pegawai diperkirakan
mencapai sebesar Rp464.822.807.168,40 mengalami kenaikan sebesar
Rp8.531.121.863,40 atau 1,87 persen dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2023 Murni sebesar Rp456.291.685.305,00.

2. Belanja Barang dan Jasa.
Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
diperkirakan sebesar Rp349.038.132.289,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp74.090.000.000,00 atau 26,95 persen dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2023 Murni sebesar Rp274.948.132.289,00.

3. Belanja Bunga.
Belanja bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak
dianggarkan.

4. Belanja Subsidi.
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya terbatas.produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar
dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi yang akan
diberikan kepada PDAM pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp3.183.742.010,00 atau sama dengan APBD Tahun Anggaran
2023 murni.

5. Belanja Hibah.
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp71.133.174.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.155.000.000,00
atau 29,38 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 Murni
sebesar Rp54.978.174.500,00.
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6. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan

dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 masih

sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023 murni yaitu sebesar

Rp5.000.000.000,00.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode

akuntansi. pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp285.920.812.733,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp18.755.000.000 atau 7,02 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran

2023 Murni sebesar Rp267.165.812.733,00.

3. Belanja Tidak Terduga.
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp15.896.195.452,00 atau sama dengan APBD Tahun
Anggaran 2023 murni.

4. Belanja transfer.
Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
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pemerintah desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp163.291.174.466,00 atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023
murni. Belanja transfer terdiri dari:
1. Belanja Bagi Hasil.
Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp4.576.904.866,00 atau sama dengan APBD Tahun
Anggaran 2023 murni, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
2. Belanja Bantuan Keuangan.
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah
daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan.
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp158.714.269.600,00 atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023
murni. Dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan Umum  Daerah  Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar 86.694.529.600 atau sama dengan APBD
Tahun Anggaran 2023 murni.
b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp72.019.740.000,00 atau sama
dengan APBD Tahun Anggaran 2023 murni.

Prakiraan target belanja daerah pada Perubahan tahun 2023 dapat dilihat

sebagaimana tabel 5.1 berikut:
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Tabel 5.1

Prakiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Jenis Belanja APBD . APBD %
T.A 2023 Murni Perubahan T.A 2023

BELANJA OPERASI 794.401.734.104,00 893.177.855.967,40 | 12,43
Belanja Pegawai 456.291.685.305,00 464.822.807.168,40 1,87
Belanja Barang dan Jasa 274.948.132.289,00 349.038.132.289,00 | 26,95

Belanja Bunga - - -
Belanja Subsidi 3.183.742.010,00 3.183.742.010,00 0,00
Belanja Hibah 54.978.174.500,00 71.133.174.500,00 | 29,38
Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
BELANJA MODAL 267.165.812.733,00 285.920.812.733,00 7,02
BELANJA TIDAK TERDUGA 15.896.195.452,00 15.896.195.452,00 0,00
BELANJA TRANSFER 163.291.174.466,00 163.291.174.466,00 0,00
Belanja Bagi Hasil 4.576.904.866,00 4.576.904.866,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan 158.714.269.600,00 158.714.269.600,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.240.754.916.755,00 | 1.358.286.038.618,40 9,47

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Barito Selatan

5.3 Pagu Perangkat Daerah.

Penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minumum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 pagu belanja daerah dianggarkan
Rp1.358.286.038.618,00 kenaikan
Rp117.531.121.863,00 2023
Rp1.240.754.916.755,00. Diuraikan dan dirinci ke masing-masing Perangkat

sebesar mengalami sebesar

dibandingkan Tahun Anggaran sebesar

Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

SELISIH

(LEBIH/KURANG)
6.236.725.000,00
6.160.000.000,00

NO | PERANGKAT DAERAH PAGU PD APBD 2023 PAGU PD P-APBD 2023

1 Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

282.869.345.669,00
176.879.618.652,00

289.106.070.669,00
183.039.618.652,00

3 Dinas Pekerjaan 230.296.806.781,00 253.151.806.781,00 22.855.000.000,00
Umum dan Penataan
Ruang

4 Dinas Perumahan, 12.476.550.672,00 16.148.825.672,00 3.672.275.000,00

Kawasan Permukiman
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NO

PERANGKAT DAERAH

PAGU PD APBD 2023

PAGU PD P-APBD 2023

SELISIH
(LEBIH/KURANG)

dan Pertanahan

Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam
Kebakaran

10.359.987.446,00

11.010.187.446,00

650.200.000,00

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

5.511.674.063,00

5.731.674.063,00

220.000.000,00

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

97.161.255.072,00

98.511.255.072,00

1.350.000.000,00

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

4.698.263.549,00

5.888.263.549,00

1.190.000.000,00

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak

7.752.124.251,00

7.954.124.251,00

202.000.000,00

10

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan
Perikanan

27.513.787.750,00

29.080.187.750,00

1.566.400.000,00

11

Dinas Lingkungan
Hidup

12.035.442.989,00

12.678.042.989,00

642.600.000,00

12

Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

6.034.667.466,00

6.439.867.466,00

405.200.000,00

13

Dinas Perhubungan

13.657.800.549,00

15.007.800.549,00

1.350.000.000,00

14

Dinas Komunikasi dan
Informatika

7.079.685.002,00

8.392.185.002,00

1.312.500.000,00

15

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

7.187.893.217,00

8.439.993.217,00

1.252.100.000,00

16

Dinas Pemuda, Olah
Raga, Pariwisata dan
Kebudayaan

11.245.208.422,00

14.730.654.344,00

3.485.445.922,00

17

Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan

3.474.934.110,00

3.681.934.110,00

207.000.000,00

18

Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah

9.073.372.817,00

9.802.117.877,00

728.745.060,00

19

Sekretariat Daerah

57.576.662.092,00

74.049.662.092,00

16.473.000.000,00

20

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

39.186.708.027,00

47.553.776.527,00

8.367.068.500,00

21

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

8.899.570.704,00

10.279.570.704,00

1.380.000.000,00

22

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

144.569.968.015,00

168.842.830.396,00

24.272.862.381,00

23

Badan Kepegawaian,
Pengembangan SDM

6.645.921.863,00

7.133.421.863,00

487.500.000,00

24

Inspektorat

9.003.965.736,00

9.403.965.736,00

400.000.000,00

25

Kecamatan Dusun Hilir

3.048.880.093,00

3.048.880.093,00

26

Kecamatan Dusun
Selatan

6.608.767.499,00

6.933.767.499,00

325.000.000,00

27

Kecamatan Dusun
Utara

3.797.502.726,00

3.797.502.726,00
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NO

PERANGKAT DAERAH

PAGU PD APBD 2023

PAGU PD P-APBD 2023

SELISIH
(LEBIH/KURANG)

28

Kecamatan Gunung
Bintang Awai

3.065.373.168,00

3.665.373.168,00

600.000.000,00

29

Kecamatan Jenamas

3.297.274.039,00

3.297.274.039,00

30

Kecamatan Karau

3.417.800.192,00

3.417.800.192,00

Kuala

31

Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

26.328.104.124,00 38.067.604.124,00 11.739.500.000,00

JUMLAH 1.240.754.916.755,00 | 1.358.286.038.618,00 | 117.531.121.863,00

5.4

Pagu Belanja menurut Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran

Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib

terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun rincian proyeksi pagu

belanja menurut urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan

dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp759.267.814.043,00 atau sebesar

56% dari total belanja langsung, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp289.106.070.669,00 atau
21,28% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito
Selatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp183.039.618.652,00 atau
13,48% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito
Selatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
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Rp253.151.806.781,00 atau 18,64% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp15.913.956.432,00 atau 1,17% dari total plafon
anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar Rpl16.741.861.509,00 atau 1,23% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman
Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 1)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan 2)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.314.500.000,00 atau 0,10% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Barito Selatan.
2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp190.450.499.050,00 atau

sebesar 9% dari total Belanja Daerah, meliputi 18 (Delapan belas) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Plafon Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.650.383.549,00 atau
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0,42% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp349.421.400,00 atau 0,03% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Barito Selatan.
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.001.981.766,00 atau 0,29% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Barito Selatan.
d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp234.869.240,00 atau 0,02%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.
e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Plafon Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rpl12.678.042.989,00
atau 0,93% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan
Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
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sebesar Rp6.439.867.466,00 atau 0,47% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Barito Selatan.
g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp97.196.755.072,00 atau 7,16% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp7.604.702.851,00 atau 0,56% dari total plafon
anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.007.800.549,00 atau
1,10% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Barito Selatan.
jo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp8.157.185.238,00 atau 0,60% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito

Selatan.
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k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada
Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp6.871.756.177,00 atau 0,51% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten

Barito Selatan.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Plafon Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.439.993.217,00,
atau 0,62% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito

Selatan.
m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp12.707.101.582,00 atau 0,94% dari total plafon anggaran Belanja
Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Barito Selatan.
n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp184.999.764,00, atau 0,01% dari
total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Barito Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00, atau 0,004%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Barito Selatan.
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Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rpl1.193.704.080,00 atau
0,09% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.560.037.510,00 atau
0,26% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Barito Selatan.
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp121.896.600,00, atau 0,01%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Barito Selatan.

3. Urusan Pilihan

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pilihan adalah sebesar

Rp29.076.296.366,00 atau sebesar 2% dari total Belanja Daerah, meliputi 6

(enam) urusan yakni:

a.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp1.174.900.000,00 atau 0,09% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

UrusanPemerintahan Bidang Pariwisata pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp829.848.682,00, atau 0,06%

dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
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Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.903.305.984,00, atau
1,76% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rpl1.832.929.140,00, atau
0,13% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan

UMKM Kabupaten Barito Selatan.
e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.097.432.560,00, atau
0,08% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan

UMKM Kabupaten Barito Selatan.
f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp237.880.000,00, atau 0,02%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Selatan.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada
Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp121.603.438.619,00 atau 9% dari total plafon anggaran Belanja Daerah,

yang termasuk dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah :
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a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp74.049.662.092,00 atau

5,45% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp47.553.776.527,00, atau
3,50% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp186.255.822.963,00, atau 14,% dari

total plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Penunjang

Urusan Pemerintahan adalah :

a.

Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan pada Plafon
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp9.732.842.704,00, atau 0,72% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan pada Plafon Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp168.842.830.396,00,
atau 12,43% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Kepegawaian dan Diklat

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat pada
Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp7.133.421.863,00 atau 0,53% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Barito Selatan.
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d. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp546.728.000,00 atau 0,04% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.403.965.736,00, atau 1% dari total
plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan adalah :

a. Inspektorat

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.403.965.736,00, atau 1%
dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Pengawasan Urusan

Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7. Unsur Kewilayahan
Unsur Kewilayahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp24.160.597.717,00 atau 2% dari total plafon anggaran
Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Kewilayahan adalah :

a. Kecamatan Dusun Hilir

Kecamatan Dusun Hilir pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023 dianggarkan sebesar Rp3.048.880.093,00.

b. Kecamatan Dusun Selatan
Kecamatan Dusun Selatan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar Rp6.933.767.499,00.
c. Kecamatan Dusun Utara
Kecamatan Dusun Utara pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar Rp3.797.502.726,00.
d. Kecamatan Gunung Bintang Awai
Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Plafon Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.665.373.168,00.
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e. Kecamatan Jenamas
Kecamatan Jenamas pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp 3.297.274.039,00.

f. Kecamatan Karau Kuala
Kecamatan Karau Kuala pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023 dianggarkan sebesar Rp3.417.800.192,00.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik
Unsur Pemerintahan Umum pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan sebesar Rp38.067.604.124,00 atau 2,80% dari total plafon
anggaran Belanja Daerah. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya untuk Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah berdasarkan

Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah seperti

ditunjukan pada tabel berikut ini

Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Kabupaten Barito Selatan Perubahan Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah

KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 .
Penanggung jawab

1 URUSAN DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN BIDANG 290.705.468.536 282.869.345.669 289.106.070.669
PENDIDIKAN

2 URUSAN DINAS KESEHATAN
PEMERINTAHAN BIDANG 183.079.435.652 176.879.618.652 183.039.618.652
KESEHATAN

3 URUSAN DINAS PEKERJAAN
PEMERINTAHAN BIDANG UMUM DAN
PEKERJAAN UMUM DAN 139.565.057.260 230.296.806.781 253.151.806.781 PENATAAN RUANG
PENATAAN RUANG

4 URUSAN DINAS PERUMAHAN,
PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN
PERUMAHAN DAN 7.209.635.962 12.241.681.432 15.913.956.432 PERMUKIMAN DAN
KAWASAN PERTANAHAN
PERMUKIMAN

5 URUSAN BADAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN
KETENTERAMAN DAN 9.684.223.391 10.359.987.446 11.010.187.446 BENCANA DAERAH

URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

4.011.674.063

5.511.674.063

5.731.674.063

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM
KEBAKARAN

URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL

734.500.000

1.314.500.000

1.314.500.000

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
TENAGA KERJA

4.310.383.549

4.560.383.549

5.650.383.549

DINAS TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRASI
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No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 Perangkat Daerah
Penanggung jawab
9 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN PENDUDUK,
PEREMPUAN DAN KELUARGA
PERLINDUNGAN ANAK 305.177.400 324.421.400 349.421.400 BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
10 | URUSAN DINAS KETAHANAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN,
PANGAN 2.954.899.963 3.659.581.766 4.001.981.766 PERTANIAN DAN
PERIKANAN
11 | URUSAN DINAS PERUMAHAN,
PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN
PERTANAHAN 141.914.710 234.869.240 234.869.240 PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
12 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG 9.851.642.989 12.035.442.989 12.678.042.989 | LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP HIDUP
13 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN
ADMINISTRASI 4.666.127.466 6.034.667.466 6.439.867.466 DAN PENCATATAN
KEPENDUDUKAN DAN SIPIL
PENCATATAN SIPIL
14 | URUSAN DINAS SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN 65.883.677.672 95.846.755.072 97.196.755.072 |\ 1 v on kAT DAN
MASYARAKAT DAN DESA DESA
15 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENDUDUK DAN KELUARGA
KELUARGA BERENCANA 6.947.054.851 7.427.702.851 7.604.702.851 BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
16 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG 11.007.800.549 13.657.800.549 15.007.800.549 | PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN
17 | URUSAN DINAS KOMUNIKASI
PEMERINTAHAN BIDANG DAN INFORMATIKA
KOMUNIKAS! DAN 5.794.685.002 6.894.685.238 8.157.185.238
INFORMATIKA
18 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL, 5.781.113.857 6.895.356.177 6.871.756.177 KOPERASI USAHA
DAN MENENGAH MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
19 | URUSAN DINAS PENANAMAN
PEMERINTAHAN BIDANG MODAL DAN
PENANAMAN MODAL 5.057.645.217 7.187.893.217 8.439.993.217 PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
20 | URUSAN DINAS PEMUDA,
PEMERINTAHAN BIDANG OLAH RAGA,
KEPEMUDAAN DAN 5.137.250.472 10.332.238.660 12707.101582 | 5)oiiicata DAN
OLAHRAGA KEBUDAYAAN
21 | URUSAN DINAS KOMUNIKASI
PEMERINTAHAN BIDANG 160.000.000 159.999.764 184.999.764 DAN INFORMATIKA
STATISTIK
22 | URUSAN DINAS KOMUNIKASI
PEMERINTAHAN BIDANG 25.000.000 25.000.000 50.000.000 DAN INFORMATIKA
PERSANDIAN
23 | URUSAN DINAS PEMUDA,
PEMERINTAHAN BIDANG OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN 196.856.950 589.678.080 1.193.704.080 PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
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No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 Perangkat Daerah
Penanggung jawab
24 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG 4723.143.110 3.403.037.510 3.560.037.510 PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG 400.863.000 71.896.600 121.896.600 PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN DAN KEARSIPAN
26 | URUSAN DINAS KETAHANAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN,
KELAUTAN DAN 661.300.000 974.900.000 1.174.900.000 PERTANIAN DAN
PERIKANAN PERIKANAN
27 | URUSAN DINAS PEMUDA,
PEMERINTAHAN BIDANG OLAH RAGA,
PARIWISATA 284.941.000 323.291.682 829.848.682 PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
28 | URUSAN DINAS KETAHANAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN,
PERTANIAN 21.294.964.787 22.879.305.984 23903305984 | oot da DAN
PERIKANAN
29 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN,
PERDAGANGAN 689.888.960 1.356.929.140 1.832.929.140 KOPERASI USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
30 | URUSAN DINAS
PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN 334.000.000 821.087.500 1.097.432.560 KOPERASI USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
31 | URUSAN DINAS TENAGA
PEMERINTAHAN BIDANG 137.880.000 137.880.000 237.880.000 KERJA DAN
TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
32 | SEKRETARIAT DAERAH 29.240.877.592 57.576.662.092 74049662002 | SEKRETARIAT
DAERAH
33 | SEKRETARIAT DPRD 28.411.708.027 39.186.708.027 47.553.776.527 | SEKRETARIAT DPRD
34 | PERENCANAAN BADAN
PERENCANAAN DAN
8.259.570.704 8.684.570.704 9.732.842.704 PEMBANGUNAN
DAERAH
35 | KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN
132.763.080.370 144.569.968.015 168.842.830396 | | ol can DAN
ASET DAERAH
36 | KEPEGAWAIAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
5.878.421.863 6.645.921.863 7.133.421.863 PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
37 | PENELITIAN DAN BADAN
PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN
115.000.000 215.000.000 546.728.000 PEMBANGUNAN
DAERAH
38 | INSPEKTORAT DAERAH 7.568.965.736 9.003.965.736 9.403.965.736 INSPEKTORAT
39 | KECAMATAN KECAMATAN
3.030.880.093 3.048.880.093 3.048.880.093 DUSUN HILIR
40 | KECAMATAN KECAMATAN
6.489.967.499 6.608.767.499 6.933.767.499 DUSUN SELATAN
41 | KECAMATAN KECAMATAN
3.771.102.726 3.797.502.726 3.797.502.726 DUSUN UTARA
42 | KECAMATAN KECAMATAN
3.020.373.168 3.065.373.168 3.665.373.168 GUNUNG BINTANG
AWAI
43 | KECAMATAN KECAMATAN
3.266.074.039 3.297.274.039 3.297.274.039 JENAMAS
44 | KECAMATAN 3.375.800.192 3.417.800.192 3.417.800.192 KECAMATAN KARAU
KUALA
45 | KESATUAN BANGSA BADAN KESATUAN
DAN POLITIK 6.941.355.141 26.328.104.124 38.067.604.124 | BANGSA DAN
POLITIK
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Perangkat Daerah
Penanggung jawab

No Urusan RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023

JUMLAH | 1.033.871.383.516 1.240.754.916.755 | 1.358.286.038.618

5.5 Surplus/Defisit.

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan mengalami Defisit sebesar Rpl101.176.121.862,40. Defisit ini nantinya
akan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp101.176.121.862,40.

3.2.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a)Penerimaan Pembiayaan;

dan b)Pengeluaran Pembiayaan.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan; 3) Penerimaan Pinjaman Daerah; 4) Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman; 5) Penerimaan Piutang Daerah; dan 6) Penerimaan Kembali Penyertaan
Modal (Investasi) Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan
diperkirakan mencapai Rp117.276.121.862,40 yang bersumber dari Silpa audited
BPK sebesar Rp117.276.121.862,40.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan,
penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan
pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.100.000.000,00, yang dialokasikan
sebagai berikut:
1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp16.100.000.000,00.
Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar
Rp117.276.121.862,40, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan
dianggarkan sebesar Rp16.100.000.000,00,00, dengan demikian Pembiayaan
Netto pada Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp101.176.121.862,40.
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C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2023 mengalami Surplus sebesar
16.355.000.001,00, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan
surplus sebesar Rp101.176.121.862,40, maka dengan demikian pada Struktur
APBD Tahun Anggaran 2023 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun
Berkenaan adalah sebesar Rp 0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah Tahun

2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Perubahan Tahun Anggaran 2023

Perubahan APBD

IITI | PEMBIAYAAN T.A 2023 APBD T.A2023 Murni
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 117.276.121.862,40
SiLPA 0,00 117.276.121.862,40
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 117.276.121.862,40

b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00

Penyertaan Modal Daerah 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -16.100.000.000,00 101.176.121.862,40
SURPLUS/DEFISIT 16.100.000.000,00 | -101.176.121.862,40

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00

Secara keseluruhan, proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2023 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada

tabel berikut ini :

Proyeksi/Target Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

KODE URAIAN APBD 2023 Murni Perubahan APBD 2023
4 Pendapatan Asli Daerah 89.094.042.319,00 92.199.042.319,00
4.1 Pajak Daerah 22.430.600.000,00 22.430.600.000,00
4.1.01 Retribusi Daerah 6.998.448.665,00 7.863.448.665,00
4.1.02 Hasil Pengelolaan Kekayaan 10.209.260.800,00 10.209.260.800,00
Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03 Lain-lain Pendapatan Asli 49.455.732.854,00 51.695.732.854,00
daerah Yang Sah
4.2 Pendapatan Transfer 1.151.319.060.315,00 1.151.469.060.315,00
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.110.503.377.000,00 1.110.503.377.000,00
4.2.02 Transfer Antar Daerah 40.815.683.315,00 40.965.683.315,00
4.3. Lain- lain Pendapatan 16.441.814.122,00 13.441.814.122,00
Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN 1.256.854.916.756,00 1.257.109.916.756,00
5 BELANJA OPERASI 794.401.734.104,00 893.177.855.967,40
5.1 Belanja Pegawai 456.291.685.305,00 464.822.807.168,40
5.1.01 Belanja Barang dan Jasa 274.948.132.289,00 349.038.132.289,00
5.1.02 Belanja Bunga - -
5.1.03 Belanja Subsidi 3.183.742.010,00 3.183.742.010,00
5.1.04 Belanja Hibah 54.978.174.500,00 71.133.174.500,00
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
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KODE URAIAN APBD 2023 Murni Perubahan APBD 2023
5.1.06 | BELANJA MODAL 267.165.812.733,00 285.920.812.733,00
5.2 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.896.195.452,00 15.896.195.452,00
5.3 BELANJA TRANSFER 163.291.174.466,00 163.291.174.466,00
5.4.02 | JUMLAH BELANJA 1.240.754.916.755,00 1.358.286.038.618,40
6 PEMBIAYAAN
6.1 a. PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 0,00 117.276.121.862,40
6.1.04 | SiLPA 0,00 117.276.121.862,40
6.1.04 | Jumlah Penerimaan
Pembiayaan 0,00 117.276.121.862,40
6.2
6.2.02 | b. PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
6.2.03 | Penyertaan Modal Daerah 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -16.100.000.000,00 101.176.121.862,40
SURPLUS/DEFISIT 16.100.000.000,00 -101.176.121.862,40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0.00 0,00
TAHUN BERKENAAN ’
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BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan

Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

6.1 Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan; 3) Penerimaan Pinjaman Daerah; 4) Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman; 5) Penerimaan Piutang Daerah; dan 6) Penerimaan Kembali Penyertaan
Modal (Investasi) Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan
diperkirakan mencapai Rp117.276.121.862,40 yang bersumber dari Silpa audited
BPK sebesar Rp117.276.121.862,40.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan,
penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan
pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.100.000.000,00, yang dialokasikan
sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp16.100.000.000,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar
Rp117.276.121.862,40, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan
sebesar Rp16.100.000.000,00,00, dengan demikian Pembiayaan Netto pada
Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp101.176.121.862,40.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2023 mengalami Surplus sebesar
16.355.000.001,00, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan
surplus sebesar Rp101.176.121.862,40, maka dengan demikian pada Struktur
APBD Tahun Anggaran 2023 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun
Berkenaan adalah sebesar Rp 0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah Tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Perubahan Tahun Anggaran 2023

III | PEMBIAYAAN Perubahan APBD T.A 2023 APBD T.A2023 Murni
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 117.276.121.862,40
SiLPA 0,00 117.276.121.862,40
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 117.276.121.862,40

b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

16.100.000.000,00

16.100.000.000,00

Penyertaan Modal Daerah

16.100.000.000,00

16.100.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

16.100.000.000,00

16.100.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

-16.100.000.000,00

101.176.121.862,40

SURPLUS/DEFISIT

16.100.000.000,00

-101.176.121.862,40

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN

0,00

0,00

Secara keseluruhan, proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan

Tahun Anggaran 2023 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat

pada tabel berikut ini :
Proyeksi/Target Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

KODE URAIAN APBD 2023 Murni Perubahan APBD 2023
4 Pendapatan Asli Daerah 89.094.042.319,00 92.199.042.319,00
4.1 Pajak Daerah 22.430.600.000,00 22.430.600.000,00
4.1.01 Retribusi Daerah 6.998.448.665,00 7.863.448.665,00
4.1.02 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 10.209.260.800,00 10.209.260.800,00
Yang Dipisahkan
4.1.03 Lain-lain Pendapatan Asli daerah 49.455.732.854,00 51.695.732.854,00
Yang Sah
4.2 Pendapatan Transfer 1.151.319.060.315,00 1.151.469.060.315,00
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.110.503.377.000,00 1.110.503.377.000,00
4.2.02 Transfer Antar Daerah 40.815.683.315,00 40.965.683.315,00
4.3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang 16.441.814.122,00 13.441.814.122,00
Sah
JUMLAH PENDAPATAN 1.256.854.916.756,00 1.257.109.916.756,00
5 BELANJA OPERASI 794.401.734.104,00 893.177.855.967,40
5.1 Belanja Pegawai 456.291.685.305,00 464.822.807.168,40
5.1.01 Belanja Barang dan Jasa 274.948.132.289,00 349.038.132.289,00
5.1.02 Belanja Bunga - -
5.1.03 Belanja Subsidi 3.183.742.010,00 3.183.742.010,00
5.1.04 Belanja Hibah 54.978.174.500,00 71.133.174.500,00
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
5.1.06 BELANJA MODAL 267.165.812.733,00 285.920.812.733,00
5.2 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.896.195.452,00 15.896.195.452,00
5.3 BELANJA TRANSFER 163.291.174.466,00 163.291.174.466,00
5.4.02 JUMLAH BELANJA 1.240.754.916.755,00 1.358.286.038.618,40
6 PEMBIAYAAN
6.1 a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 117.276.121.862,40
6.1.04 SiLPA 0,00 117.276.121.862,40
6.1.04 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 117.276.121.862,40
6.2
6.2.02 b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
6.2.03 Penyertaan Modal Daerah 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 16.100.000.000,00 16.100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -16.100.000.000,00 101.176.121.862,40
SURPLUS/DEFISIT 16.100.000.000,00 -101.176.121.862,40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 0.00 0.00
BERKENAAN ’ ’
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BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Penerimaan Daerah.

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah:

Pendataan dan mendaftarkan objek Pajak dan wajib pajak yang baru.

2. Memaksimalkan penggalian potensi Pajak Daerah yang sudah ada. seperti
pemutakhiran data wajib Pajak dan wajib Retibusi, menaikkan batas minimal
SPPT PBB, memperbaharui PERDA dan PERBUP yang sudah kadaluarsa.

3. Melaksanakan pekan panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
upaya untuk menarik minat wajib Pajak dan wajib Retribusi dalam hal
membayar Pajak dan Retribusi dan bagi wajib Pajak yang beruntung akan
mendapatkan hadiah menarik dari pemerintah daerah sebagai wujud terima
kasih pemerintah daerah kepada wajib Pajak dan wajib Retribusi yang ikut
berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

4. Memaksimalkan penagihan Pajak dan Retribusi dengan cara bekerjasama
dengan pihak terkait dan membentuk tim terpadu.

S. Secara berkala memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target
pendapatan, dengan cara review atas pencapaian Pendapatan khususnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara periodik (1 bulan sekali).

6. Bekerjasama dengan pihak BAPPEDA Kab. Barito Selatan dan pihak terkait
untuk melakukan pengkajian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli
Daerah.

7. Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) pemungutan dan penagihan
Pajak-Retribusi.

8. Sosialisasi Pajak-Retribusi (pemasangan spanduk, banner, baliho, siaran
radio, dan talkshow radio).

9. Peningkatan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia bidang Pajak-
Retribusi, seperti Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB-P2.

10. Pemungutan Pajak terpadu online (e-Pajak).

11. Tanda tangan digital Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.

12. Pemungutan Retribusi terpadu online (e-Retribusi).
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13. Pemberian insentif 5% atas pencapaian target Pajak-Retribusi pada
pengelola/petugas PAD.

14. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan online (tanda tangan digital, aplikasi
perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan).

15. Penagihan piutang Pajak-Retribusi.

16. Peningkatan kepatuhan wajib Pajak dan Retribusi: a) Operasi pro justisia
perizinan (Pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain);
b) Pekan panutan wajib Pajak c) Penghargaan pada wajib Pajak d) Pemberian
sanksi pada wajib Pajak dan Retribusi yang belum/tidak membayar termasuk

petugas pungut yang belum menyetorkan Pajak .

7.1.2 Strategi pencapaian target penerimaan pembiayaan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, unsur penerimaan pembiayaan bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Adapun strategi pencapaian target penerimaan pembiayaan diarahkan
untuk mengoptimalkan potensi-potensi target penerimaan pembiayaan, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dianggarkan dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang
bersumber dari:

a. Pelampauan penerimaan PAD;

b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e. penghematan belanja;

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikan; dan/atau
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana

pengeluaran pembiayaan.
7.2 Strategi Penyerapan APBD.

Strategi dalam rangka optimalisasi penyerapan APBD antara lain:
1. Melakukan rapat rutin, setiap bulan untuk mengetahui pencapaian target
realisasi APBD.
2. Mengoptimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realiasasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja (TEPRA), terutama dalam rangka tugas:
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a. Melakukan pendataaan rencana penyerapan anggaran dari masing-masing
Perangkat Daerah;

b. Menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan
realisasi anggaran dan program;

c. Menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses
lelang (tender), pengadaan langsung, penunjukkan langsung dan/atau
swakelola.

d. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi
dalam realisasi anggaran dan program.

e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran
pada Perangkat Daerah.

3. Menjadikan pencapaian target realisasi APBD sebagai salah satu instrument
untuk memberikan reward dan punishmen terhadap kinerja Kepala Perangkat

Daerah.
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BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2023 pada dasarnya merupakan aktualisasi kebijakan pembangunan
dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana telah tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Barito
Selatan Tahun Anggaran 2023. Substansi pokok yang dituangkan dalam dokumen
Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
2023, memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan lain yang
disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2023 ini, selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang akan didanai dari Perubahan APBD Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 2023. Oleh sebab itu, untuk menjamin
terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan serta membutuhkan
disiplin perilaku yang amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian
diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan dapat diwujudkan.

Mengingat Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023
merupakan komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen Perubahan Kebijakan
Umum APBD dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing Perangkat
Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P)
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan
Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023. Selain itu
Perubahan Kebijakan Umum APBD akan menjadi acuan bagi partisipasi
masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan

di Kabupaten Barito Selatan.
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Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Kabupaten
Barito Selatan maka Bupati Barito Selatan akan melaksanakan Pengendalian dan
monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan pada semua Perangkat Daerah dan
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan
secara berkala kepada Bupati Barito Selatan cq. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut
menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD pada tahun
berikutnya.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini
disusun dan selanjutnya disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
Buntok, 14 Agustus 2023.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Dr. DEDDY WINARWAN, S.STP.,M.Si Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M
KETUA

Hj. NYIMAS ARTIKA, SE

WAKIL KETUA I

Hj. ENUNG IRAWATI
WAKIL KETUA II
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10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 2.1 KUA

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2023

Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Tahun Anggaran Berkenaan Dasar Hukum
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89.094.042.319
4.1.01 | Pajak Daerah 22.430.600.000
4.1.02 | Retribusi Daerah 6.998.448.665
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.209.260.800
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 49.455.732.854
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 954.896.725.375
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 914.081.042.060
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 40.815.683.315
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.420.150.786
4.3.01 | Pendapatan Hibah 7.420.150.786
JUMLAH PENDAPATAN 1.051.410.918.480
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 59.238.527.565
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 59.238.527.565
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 59.238.527.565
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 1.110.649.446.045

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hn3bcyjYO0i1wp8a3rSFjZtl1/Xgd4@yVmwgEJXChcnQAxA15k@ykt7qG3cWIOBWV ...
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10/4/22, 9:34 AM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6

1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

2 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan lklim

7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?YEv980Vdo6iiKgXSnUTbORt85fOK9ZLRi5UpTclxohWj7oy@OGw5Quv4NGrvAWQp...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program Kineria SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi )
1 2 3 4 5 6
84 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk
Kalteng Harmoni
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 72.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 177.439.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 29.988.080
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN DUSUN SELATAN 4.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN SELATAN 136.000.000
85 Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KESEHATAN

83.859.725.884

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

6.954.989.152

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 19.223.860
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 60.407.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.944.743.549

PROGRAM

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 45.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 77.760.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 137.880.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 180.000.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.888.289.470

PROGRAM

PENDAFTARAN PENDUDUK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 168.436.780
PROGRAM PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 166.159.780
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 117.267.200
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 36.254.340

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5.941.712.984

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.670.516.506

PROGRAM

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.992.000.000

PROGRAM

PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 554.999.732
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH 5.736.305.279

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 4.269.512.700
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 538.837.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159.999.764

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

4.075.213.110

PROGRAM

PENGELOLAAN ARSIP

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 363.863.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 37.000.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

14.892.888.164

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 4.113.908.500
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 90.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN 285.000.000

MENENGAH

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

1.061.900.000

PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH 2.834.852.700
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH 169.999.940
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT DPRD 7.000.000

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.034.003.704

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program L. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 794.767.000

PROGRAM

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.455.800.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

3.847.121.863

PROGRAM

KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA 2.520.800.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 105.000.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INSPEKTORAT

6.032.145.736

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT

1.436.820.000

PROGRAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

INSPEKTORAT

100.000.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN DUSUN HILIR

2.273.580.093

KECAMATAN DUSUN SELATAN 4.776.267.499
KECAMATAN DUSUN UTARA 20.846.824
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 120.188.500
KECAMATAN JENAMAS 2.322.074.039

KECAMATAN KARAU KUALA

2.453.075.192

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN DUSUN HILIR 26.000.000
KECAMATAN DUSUN SELATAN 3.000.000
KECAMATAN JENAMAS 75.000.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pemban.gu.nan Program Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6

KECAMATAN KARAU KUALA 65.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KECAMATAN DUSUN HILIR 603.800.000
KECAMATAN JENAMAS 365.000.000
KECAMATAN KARAU KUALA 602.975.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN DUSUN HILIR 25.500.000
KECAMATAN JENAMAS 10.000.000
KECAMATAN KARAU KUALA 10.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN HILIR 14.000.000
KECAMATAN DUSUN UTARA 134.000.000
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 143.919.000
KECAMATAN JENAMAS 134.000.000
KECAMATAN KARAU KUALA 139.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN DUSUN HILIR 88.000.000
KECAMATAN DUSUN SELATAN 6.000.000
KECAMATAN KARAU KUALA 105.750.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.171.031.751

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

123.814.250

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.842.347.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

548.988.400

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.255.173.740
86 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM,

Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PENDIDIKAN 70.034.600
DINAS KESEHATAN 37.579.849.677

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN 55.928.644.603

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN 2.084.829.790

PROGRAM

SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

DINAS KESEHATAN 466.875.760

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN 125.000.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 40.000.000

PROGRAM

PERENCANAAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 20.000.000

PROGRAM

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 35.000.000

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 41.515.000

PROGRAM

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19.968.400

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19.956.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..

6/12



10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program L. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN 24.851.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK R
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN 14.957 800
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK B
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN 102.450.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.128.841.086

PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 42.600.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 147.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 114.200.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 25.000.000
PROGRAM PENATAAN DESA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 878.102.488
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN 88.800.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK R
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN 37.699.780

MENENGAH

PROGRAM

PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN 10.016.800
MENENGAH R
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 35.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 67.999.880
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 72.499.660
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 35.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 96.782.800
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 447.556.360
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 170.986.300

PROGRAM

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.147.930.000

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 746.310.400
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 100.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 30.000.000

PROGRAM

PENYULUHAN PERTANIAN

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.765.574.600
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 33.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 45.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 56.586.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 118.991.440
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 104.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH 351.339.500
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 77.880.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN 44.500.000
KECAMATAN JENAMAS 50.000.000
87 Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh
lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQBNSIHUUM8Wec3nezmGBABAKO. ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN DUSUN SELATAN 4.000.000
100 Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng
Elok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 421.600.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.929.228.176
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 60.475.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 92.569.682
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 55.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 25.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 30.000.000
101 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 93.500.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 127.500.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 89.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.939.646.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2d CE2q2/kqpnZDyfIQ6N5IHUUM8Wec3nezmGBAGBAK...
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10/4/22, 9:34 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program .. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
s Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 95.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 12.000.000

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 55.914.620

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 57.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 40.000.000

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 55.000.000

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 65.140.916.206

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 338.160.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PERHUBUNGAN 6.877.800.549

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

DINAS PERHUBUNGAN 1.265.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

DINAS PERHUBUNGAN 2.810.000.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2dCE2q2/kqpnZDyflQBN5IHUUM8Wec3nezmGBAGAK...  11/12
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pembangunan Program L. SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
P Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 26.743.359.564
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 114.869.740.699

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.310.011.850

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.149.968.258

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN JENAMAS 40.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN 230.000.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ECeWUciOqgnlh46IS8a717y2dCE2q2/kqpnZDyflIQBN5IHUUM8Wec3nezmGBAGAK...  12/12
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana
N P Indikator Kinerj Jumlah (R Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram | Indikator finerja Program Prioritas umlah (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8

1 [ 1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

2.128.841.086

PROGRAM

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

12.000.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

55.000.000

PROGRAM

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

37.699.780

PROGRAM

PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

10.016.800

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

35.000.000

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

67.999.880

PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

72.499.660

PROGRAM

PENGEMBANGAN UMKM

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

SKPD Pelaksana

Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket

Indikator Kinerja

2

3

4

5 6 7 8

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 35.000.000
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 260.000.000
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM

PROMOSI PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 50.000.000
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 310.000.000
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 457.352.000
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 92.569.682
KEBUDAYAAN

PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 55.000.000
KEBUDAYAAN

PROGRAM
KEKAYAAN

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK
INTELEKTUAL

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 25.000.000
KEBUDAYAAN

PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 30.000.000
KEBUDAYAAN

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumlah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 746.310.400
DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 100.000.000
DAN PERIKANAN

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 30.000.000
DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 1.765.574.600
DAN PERIKANAN

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 33.000.000
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 45.000.000
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 56.586.000
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 118.991.440
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 104.000.000
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana
Program Prioritas

Jumlah (Rp)

Ket

2

3

4

6

7

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

351.339.500

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

30.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

77.880.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KECAMATAN DUSUN
SELATAN

44.500.000

1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah.

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

1.026.460.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN 78.933.533.000
RUANG
PROGRAM PENATAAN DESA
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 20.000.000

MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

DINAS PERHUBUNGAN

1.020.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

DINAS PERHUBUNGAN

2.810.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN DUSUN
SELATAN

136.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
KECAMATAN DUSUN
HILIR 5.000.000

3 | 2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

2.238.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 5.184.570.525

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 400.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 306.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 80.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA

DAN BERACUN (LIMBAH B3)

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 50.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 120.000.000

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK

MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 25.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

MASYARAKAT

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...

5/22



10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 85.000.000

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 25.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 60.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 5.174.872.464

4 | 2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

11.652.660.000

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN 544.000.000
RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 2.440.000.000

RUANG

MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 25.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN JENAMAS 40.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KECAMATAN DUSUN

HILIR 1.000.000

5 | 3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumlah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

463.112.200

PROGRAM

PENGELOLAAN IZIN LOKASI

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

12.000.000

PROGRAM

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

55.914.620

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
DAN TANAH ABSENTEE

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

57.000.000

PROGRAM

PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

40.000.000

PROGRAM

PENATAGUNAAN TANAH

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

7.000.000

PROGRAM

PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

72.000.000

PROGRAM

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

139.500.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . —— SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 45.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN DUSUN 25.500.000
HILIR
KECAMATAN DUSUN
SELATAN 8.000.000
KECAMATAN JENAMAS 10.000.000
KECAMATAN KARAU
KUALA 10.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN 14.000.000
HILIR
KECAMATAN KARAU
KUALA 139.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN DUSUN 10.000.000
HILIR
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 123.814.250
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 1:842.347.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK >48.988.400
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 59.173.740
6 | 3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas

No Prov/Kab/Kota

Sasaran

Program
Prioritas 9

SKPD Pelaksana

Indikator Kinerja Program Prioritas

Jumlah (Rp)

Ket

1 2

3 4

5 6 7

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

74.400.000

7 | 3.3. Meningkatn

ya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

20.000.000

PROGRAM

REHABILITASI SOSIAL

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

97.900.000

PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

10.000.000

8 | 3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.

PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

15.014.320.000

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

10.369.346.100

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

2.876.535.514

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

2.450.000.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran SKPD Pelaksana

Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumlah (Rp)

Ket

2

3 4 5 6 7

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 3.699.240.000
RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN 93.500.000
DAN PERTANAHAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN 127.500.000
DAN PERTANAHAN

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN 89.000.000
DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN 2.939.646.900
DAN PERTANAHAN

4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN
PENANGGULANGAN 57.183.520
BENCANA DAERAH

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN
PENANGGULANGAN 526.048.940
BENCANA DAERAH

NON KEBAKARAN

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BADAN
PENANGGULANGAN 294.917.850
BENCANA DAERAH

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 133.000.000
MASYARAKAT DAN DESA

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana
Program Prioritas

Jumlah (Rp)

Ket

2

3

4

5

6

7

8

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN

PANGAN

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

42.600.000

PROGRAM

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

135.000.000

PROGRAM

PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

114.200.000

PROGRAM

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

25.000.000

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KECAMATAN DUSUN
SELATAN

200.000.000

10

5.1. Terwujudnya

tatakelola pemerintahan yang akuntanbel.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KESEHATAN

85.622.097.498

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

13.556.213.167

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

6.954.989.152

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

3.113.523.753

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

20.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumlah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI 3.954.743.549

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 601.600.000
DAN PERIKANAN

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL 4.285.914.439

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 5.941.712.984
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 25.000.000
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 65.140.916.206
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 70.000.000
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

4.771.731.681

DINAS PERHUBUNGAN 6.877.800.549

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 796.922.040

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 1:992.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA >54.999.732

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 5.802.869.757
KECIL DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 3.980.293.217
TERPADU SATU PINTU
DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 4.269.512.700
KEBUDAYAAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 159.999.764
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 25.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN 4075213110
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN 363.863.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN 37.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 14.892.888.164
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 4.113.908.500
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 150.000.000
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN 20.000.000
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKRETARIAT DAERAH 1.091.899.978
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH 2.834.852.700
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH 169.999.940
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKRETARIAT DPRD 23.408.781.027
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
SEKRETARIAT DPRD 12.077.927.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN 6.034.003.704
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN 794.767.000
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN 1.455.800.000
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 26.743.359.564
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 114.869.740.699
DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 1.310.011.850
DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 2.149.968.258
DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN 3.847.121.863
SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN 2.610.800.000
SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INSPEKTORAT 6.032.145.736

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT 1.436.820.000

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
INSPEKTORAT 100.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN DUSUN 1.850.780.093
HILIR
KECAMATAN DUSUN
SELATAN 4.776.267.499
KECAMATAN DUSUN
UTARA 2.791.378.726
KECAMATAN GUNUNG
BINTANG AWAI 120.188.500
KECAMATAN JENAMAS 2.322.074.039
KECAMATAN KARAU
KUALA 2.451.075.192

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN DUSUN
HILIR 15.000.000
KECAMATAN DUSUN
UTARA 30.000.000
KECAMATAN JENAMAS 75.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KECAMATAN DUSUN 165.000.000
HILIR

KECAMATAN DUSUN

UTARA 755.724.000
KECAMATAN JENAMAS 365.000.000
KECAMATAN KARAU

KUALA 602.975.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KECAMATAN DUSUN
UTARA

10.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN DUSUN

UTARA 134.000.000
KECAMATAN GUNUNG

BINTANG AWAI 143.919.000
KECAMATAN JENAMAS 134.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KECAMATAN DUSUN
HILIR 61.000.000
KECAMATAN DUSUN
UTARA 50.000.000
KECAMATAN KARAU
KUALA 105.750.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

3.171.031.751

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
NAN KONFLIK SOSIAL

PENANGA

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

1.196.000.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

MASYARAKAT DAN DESA

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana
N P Indikator Kiner;j Jumlah (R Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas regram | Indikator finerja Program Prioritas umiah (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8
11 | 5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 110.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 174.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 70.200.000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

70.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

52.000.000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

137.880.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL 533.635.207
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL 173.436.500
PROGRAM PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL 166.159.780

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL 117.267.200
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL 36.254.340

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 348.160.000
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

DINAS PERHUBUNGAN

90.000.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

DINAS PEMUDA, OLAH

RAGA, PARIWISATA DAN 538.837.500
KEBUDAYAAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN 115.000.000

DAERAH

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN DUSUN
HILIR

422.800.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN DUSUN
HILIR 11.000.000
KECAMATAN DUSUN
SELATAN 3.000.000
KECAMATAN KARAU
KUALA 65.000.000

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KECAMATAN DUSUN
HILIR

438.800.000

KECAMATAN DUSUN
SELATAN

30.000.000

PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KHazZYLMb60bjeWSbPPWWiublI3ccimNJelWgau@e1TOvU6/2/c70OfqD7Tts7pFOy...
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Prioritas Sasaran . - SKPD Pelaksana

No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumlah (Rp) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8
KECAMATAN DUSUN
HILIR 11.000.000
KECAMATAN DUSUN
SELATAN 6.000.000

12 | 5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO 285.000.000
KECIL DAN MENENGAH

13

6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PENDIDIKAN 220.801.796.086

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN 69.200.113.550

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

DINAS PENDIDIKAN 40.000.000

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN 90.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN 55.733.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KESEHATAN 37.501.854.460

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN 56.278.644.603

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN 2.084.829.790

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

DINAS KESEHATAN 466.875.760
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

SKPD Pelaksana

Indikator Kinerj
ndikator Rinena Program Prioritas

Jumlah (Rp)

Ket

2

3

4

5 6 7

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN 125.000.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 1.114.200.000
RUANG

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI 40.000.000

PROGRAM

PERENCANAAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI 20.000.000

PROGRAM

PENATAAN DESA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN 878.102.488
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM

PENGENDALIAN PENDUDUK

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

187.066.400

PROGRAM

PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1.351.123.970

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

978.620.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana
N P Indikator Kiner;j Jumlah (R Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas regram | Indikator finerja Program Prioritas umiah (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 407.556.360
KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN 170.986.300
KEBUDAYAAN

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN 1.147.930.000

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI 30.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KECAMATAN JENAMAS 50.000.000

14 | 6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

41.515.000

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

19.968.400

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

59.948.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

SKPD Pelaksana

Indikator Kinerja Program Prioritas

Jumlah (Rp)

Ket

2

3

4

5 6

7

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

24.851.000

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

14.957.800

PROGRAM

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

102.450.000

15

6.3. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

96.782.800

PROGRAM

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

57.439.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

60.475.000

PROGRAM

PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

29.988.080
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target SubKegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K s".lb e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01 PROGRAM 1.01.01.2.01 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen | Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan | Kab-
Perangkat Daerah Barito
Selatan
1.01.01.2.02 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 1558 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
1.01.01.2.03 1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
1.01.01.2.05 1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana | jymlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 2000 Unit | Kab.
Administrasi dan Prasarana Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai Barito
Kepegawaian Selatan
Perangkat Daerah
1.01.01.2.06 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 0 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jymlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
1.01.01.2.06.07 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket | Kab.
Bahan/Material Barito
Selatan
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 0 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
1-01-01-2-06-11 Dukungan ] Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 0 Dokumen Kab..
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
1.01.01.2.07 1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit | Kab.
Pengadaan Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Milik Daerah Bangunan Lainnya Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.01.01.2.08 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
1-01'01:108'02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 0 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 0 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.01.01.2.09 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
1.01.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan 0 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Perizinannya Barito
dan Perizinan Alat Besar Selatan
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
1.01.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K S“l: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
1.01.02 PROGRAM 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.02 Penambahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang
PENGELOLAAN Pengelolaan Ruang Kelas Baru
PENDIDIKAN Pendidikan Sekolah
Dasar
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 1Ruang | Kab.
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Dibangun Barito
Selat:
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 5 Ruang elatan
Dibangun
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah 1Ruang | Kab.
Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dibangun Barito
Selatan
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang
Perpustakaan Sekolah
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 0 Unit
Sarana, Prasarana dan Utilitas Dibangun
Sekolah
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang
Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga 0 Unit
Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 0 Ruang
Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Direhabilitasi Sedang/Berat
Sekolah/TU
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 0 Unit
Sedang/Berat Sarana, Prasarana Direhabilitasi
dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.13 RehabilitAasi Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga 0 Unit
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala | sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel | jymlah Mebel sekolah yang Tersedia 0 Paket
Sekolah
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Unit
Perlengkapan Siswa
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang 0 Peserta
Personil Peserta Didik Sekolah Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik
Dasar
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 0 Paket
Praktik dan Peraga Siswa
1-01-022-01_-23 Penyglenggal.'aan Jumlah Satuan Pendidikan yang 0 Satuan
Proses Belajar dan Ujian bagi Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
Peserta Didik
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap 0 Satuan
Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
Pendidikan Dasar
1.01.022.01.25 I?e.mbin.aan Minat, | jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 0 Peserta
Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Didik
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
bagi Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
1-0?-022-0_1-_27 Pengembangan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Karir Pendidik dan Tenaga Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Kependidikan pada Satuan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan
Pendidikan Sekolah Dasar Kualifikasi
1.01.022.01.28 Pembinaén Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang 0 Satuan
Kelembagaan dan Manajemen Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan
Sekolah manajemen sekolah
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana | jymlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana 0 Satuan
BOS Sekolah Dasar BOS Pendidikan
1.01,0?.2.01.30 Peningkatan Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat 0 Orang
Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Sekolah Dasar Dasar
1.01.02.2.01.31 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah 0 Ruang
Laboratorium Sekolah Dasar Dibangun
1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah 0 Ruang
Sedang/Berat Laboratorium Direhabilitasi Sedang/Berat
Sekolah D .
ekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah 0 Ruang
Dibangun
1.01.022.01.35 Pembin»aan . Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan 0 Orang
Penggunaan Teknologi, Informasi Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
dan Komunikasi (TIK) untuk untuk Pendidikan
Pendidikan
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K Sul: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P! eglatan
1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, 0 Dokumen
Perencanaan, Supervisi dan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pendidikan
1-01-02-2_-01-3? 5°5ia”_5a5i dan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan 0 Dokumen
Advokasi Kebijakan Bidang di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
Pendidikan
1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan 0 Orang
Peningkatan Kapasitas Bidang kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan
Pendidikan
1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah 0 Ruang
Pengelolaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dibangun
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 2 Ruang
Laboratorium
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | sedang/Berat
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket
Sekolah
1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket
Rumah Tangga Sekolah
1-01-02:2-02-32 Pe.nyfediaan Biaya Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama 0 Peserta
Personil Peserta Didik Sekolah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 500 Paket
Belajar Peserta Didik
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket
Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.2.02.36 Penyelenggal.'aan Tercapainya koordinasi yang baik antara Proktor 3 Jenjang
Proses Belajar dan Ujian bagi dan Teknisi pada Satuan Pendidikan dengan Tim Pendidikan
Peserta Didik Manajemen ANBK selaku Helpdesk demi lancarnya
Pelaksanaan ANBK pada setiap jenjang
Terpenuhinya Daftar Nominasi Sementara yang 62 Sekolah
akan ditetapkan menjadi Daftar Nominasi tetap
Untuk Pelaksanaan Asesmen Nasional
Terpenuhinya hasil evaluasi Asesmen Jenjang SMP 62 Sekolah
yang menjadi tolak ukur untuk meningkatkan hasil
capaian Asesmen Nasional dengan hasil Cakap
pada rapor pendidikan pada setiap Sekolah
Tersedianya Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang 62 Sekolah
telah divalidasi
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang 0 Satuan
Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi  Pendidikan
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.38 l.’e.mbin.aan Minat, Terlaksananya Pelaksanaan Festival Lomba Seni 1 Kegiatan
Bakat dan Kreativitas Siswa Siswa Nasional (FLS2N) SMP Sederajat Seleksi
Tingkat Kabupaten serta Pengiriman Seleksi ke
Tingkat Provinsi dan Pusat
Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Gala Siswa 1 Kegiatan
Indonesia SMP Seleksi Tingkat Kabupaten serta
Pengiriman Seleksi ke Tingkat Provinsi dan Pusat
Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi 1 Kegiatan
Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP Sederajat
Seleksi Tingkat Kabupaten serta Pengiriman Seleksi
ke Tingkat Provinsi dan Pusat
Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Saint 1 Kegiatan
Nasional (KSN) SMP Sederajat Seleksi Tingkat
Kabupaten serta Pengiriman Seleksi ke Tingkat
Provinsi dan Pusat
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Pertama
Menengah Pertama
1-0? -02-2-0_2-_40 Pengembangan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Karir Pe_”‘?'d'k dan Tenaga Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Kependidikan pada Satuan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan
Pendidikan Sekolah Menengah Kualifikasi
Pertama
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana Tersedianya Peningkatan Pelaksanaan Kapasitas 62 Satuan
BOS Sekolah Menengah Pertama Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Pendidikan
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Keglatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K S“l: e
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1.01.02.2.0243 Peningkatan Terbentuknya Tim Manajemen BOS 1 Tim
z:Esr;;aiﬂzil?‘\elzLazeran:Z BOS Tercapainya Data Penginputan Kertas Kerja Satuan 62 Sekolah
9 Pendidikan pada Aplikasi ARKAS sesuai dengan
Petunjuk Teknis Dana BOS
Tercapainya pemahaman tentang Penggunaan dan 156 orang
Larangan Dana BOS Pusat Jenjang SMP
Terpenuhinya Data yang akurat pada sistem 62 Sekolah
pelaporan baik iyu pada Aplikasi ARKAS, SIMDA dan
SIMBADA Dana BOS Pusat Jenjang SMP
1.01.02.2.02.50 P.elati.ha.n Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di 0 Orang
Penggunaan Aplikasi Bidang bidang pendidikan yang dilaksanakan
Pendidikan
1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Terpenuhinya Data Dapodik yang sesuai dengan 62 Sekolah
Peningkatan Kapasitas Bidang kondisi di masing - masing Satuan Pendidikan
Pendidikan
1.01.02.2.03 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang 0 Unit
Pengelolaan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru | Telah Dibangun
Pendidikan Anak Usia PAUD
Dini (PAUD)
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah 0 Unit | Kab.
Sarana, Prasarana dan Utilitas Dibangun Barito
PAUD Selatan
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang 0 Unit
Sedang/Berat Gedung/Ruang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelas/Ruang Guru PAUD
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah 0 Unit
Sedang/Berat Pembangunan Direhabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan Utilitas
PAUD
1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya 0 Peserta
Personil Peserta Didik PAUD Personil Peserta Didik Didik
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 0 Paket
Praktik dan Peraga Siswa PAUD
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 0 Peserta
Proses Belajar PAUD Proses Belajar Didik
1:01-0220?’-14 Penyia}aan dan Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan 0 Satuan
Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
PAUD
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tersedia pada PAUD
bagi Satuan PAUD
1.01.022.03.16 Pengembangan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Karir Pendidik dan Tenaga Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Kependidikan pada Satuan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan
Pendidikan PAUD Kualifikasi
1.01.02.2.03.17 Pembinae.an Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan 0 Satuan
Kelembagaan dan Manajemen Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan
PAUD
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana | jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidikan
BOP PAUD
1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan 0 Dokumen
Advokasi Kebijakan Bidang di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
Pendidikan . -
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 0 Orang
Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
1-01_-022-03-27 Bim»binga.n Teknis Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan 0 Orang
Peningkatan Kapasitas Bidang kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan
Pendidikan
1.01.02.2.04 1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 Unit
Pengelolaan Sedang/Berat Pembangunan Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat
Pendidikan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Nonformal/Kesetaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.09 Pen‘ga.daan Jumlah Perlengkapan Pendidikan 0 Paket
Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
Nonformal / Kesetaraan
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Satuan
Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaén Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang 0 Satuan
Kelembagaan dan Manajemen Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan
Sekolah Nonformal/Kesetaraan Manajemen
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang 0 Satuan
BOP Sekolah Mengelola Dana BOP Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
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1.01.03 PROGRAM 1.01.03.2.02 1.01.03.2.02.01 Penyusunan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal 0 Dokumen
PENGEMBANGAN Penetapan Kurikulum Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
KURIKULUM Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal yang Tersusun
Pendidikan Anak Usia Pendidikan Nonformal
Dini dan Pendidikan
Nonformal
1.01.04 PROGRAM 1.01.04.2.01 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan 0 Dokumen
PENDIDIK DAN Pemerataan Kuantitas Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan
TENAGA dan Kualitas Pendidik Kependidikan Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
KEPENDIDIKAN dan Tenaga Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kependidikan bagi Nonformal/Kesetaraan
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02 Penataan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan 0 Laporan
Pendistribusian Pendidik dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan | satyan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.05 PROGRAM 1.01.05.2.02 1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan 0 Dokumen
PENGENDALIAN Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh
PERIZINAN dan Pendidikan Diselenggarakan oleh Masyarakat Masyarakat
PENDIDIKAN Nonformal yang
Diselenggarakan oleh
Masyarakat
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM 1.02.01.2.01 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Barito
Selatan
1.02.01.2.02 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 663 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1 Dokumen Ka?.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
1-02-91-2-02-05 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen Kab..
Penyiapan Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Barito
Pemeriksaan Selatan
1.02.01.2.03 1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan 1 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Pengawasan, dan Pengendalian Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada SKPD Selatan
Perangkat Daerah
1.02.01.2.05 1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Kepegawaian Selatan
Perangkat Daerah
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 4 Orang | Kab-
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
1.02.01.2.06 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
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1.02.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
1.02.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket | Kab-
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 10 Dokumen | Kab-
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 25 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
1.02.01.2.07 1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Kab.
Pengadaan Barang Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.02.01.2.08 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.02.01.2.09 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 2 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
1.02.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
1-02_-01-2»10 1-02-01-2-10-01 Pelayanan dan Jumlah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang 4 Unit
Peningkatan Penunjang Pelayanan BLUD Menyediakan Pembiayaan Belanja Pelayanan dan Kerja
Pelayanan BLUD Penunjang Pelayanan
1.02.02 PROGRAM 1.02.02.2.01 1.02.02.2.01.04 Pembangunan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 3 Unit
PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Fasilitas Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
KESEHATAN Pelayanan Kesehatan
PERORANGAN DAN untuk UKM dan UKP
UPAYA KESEHATAN Kewenangan Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Kota
1-02-02~2~01_-05 Pengembangan Jumlah Pelayanan Unggulan yang Ditingkatkan terkait 1 Unit Kab..
Rumah Sakit Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Barito
Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Selatan
Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur
Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
1.02.02.2.01.06 Pengembangan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, 5 Unit
Puskesmas Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan 1 Unit
Fasilitas Kesehatan Lainnya Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai
Standar
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 5 Unit
Prasarana dan Pendukung Fasilitas | pisediakan
Pelayanan Kesehatan
1.02.022.01.14 Pengacﬁaan A\atv Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 2 Unit
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket
Vaksin
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket
Habis Pakai
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1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan 1 Paket
Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman
Medis Habis Pakai (BMHP), yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas
Makanan dan Minuman ke Kesehatan Lainnya
Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya

1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan 2391 Orang

Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kesehatan Sesuai Standar

Kesehatan untuk UKM

dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan 2283 Orang
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.03 Pengelola?n Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan 2174 Orang
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan 11134 Orang
Pelayanan Kesehatan Balita Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan ) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 2652 Orang
Pelayanan Kesehatan pada Usia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 12640 Orang
Pelayanan Kesehatan pada Usia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Produktif Standar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan _ Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan 4749 Orang
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Lanjut
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan ) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan 977 Orang
Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Hipertensi
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan ) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang 997 Orang
Pelayanan Kesehatan Penderita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Diabetes Melitus
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 318 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 457 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang 3326 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 PE”99|0|35_’n Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan bagi Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan bagi Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Kesehatan Akibat Bencana Bencana Sesuai Standar
dan/atau Berpotensi Bencana
1.02.02.2.02.15 Pengelo.la.an Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Gizi Kesehatan Gizi Masyarakat
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan 5 Orang
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya | jymlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen
Kesehatan Khusus Kesehatan Khusus
1.02.02.2.02.25 Pelnayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen
Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan 1 Dokumen
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
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1.02.02.2.02.32 Operasional Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah 1 Dokumen
Pelayanan Rumah Sakit Sakit
1.02.02.2.02.33 Operasional Terbayarkanya Tagihan Kegiatan Operasional Rutin 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.2.02.34 Operasional Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas 1 Dokumen
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kesehatan Lainnya
Lainnya
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di 3 Unit
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan 1050 Keluarga
Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui | piintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga
Pendekatan Keluarga Kesehatan Puskesmas
1.02.02.2.03 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan 1 Dokumen
Penyelenggaraan dan Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi
1.02.02.2.04 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan | jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 3 Unit
Penerbitan Izin Rumah Pengawasan serta Tindak Lanjut Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan
Sakit Kelas C, D dan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Ditindaklanjuti Perizinannya
Fasilitas Pelayanan Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Kesehatan Lainnya
Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran 3 Unit
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
1.02.02.2.04.04 Penyiapan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan 1 Dokumen
Perumusan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.03 PROGRAM 1.02.03.2.02 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 4 Orang
PENINGKATAN Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
KAPASITAS SUMBER Kebutuhan dan Kesehatan Sesuai Standar (Fasyankes)
Egsv:Hr:ANNUSIA zzr:;ey:g:;:a&anusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 48 Orang
Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kesehatan untuk UKP (Fasyankes)
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.04 PROGRAM 1.02.04.2.01 1.02.042.01.01 Pengendalian dan | jymlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 1 Dokumen
SEDIAAN FARMASI, Pemberian Izin Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
ALAT KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Pengawasan Perizinan Apotek, Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,
DAN MAKANAN Toko Alat Kesehatan Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
MINUMAN dan Optikal, Usaha dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Mikro Obat Tradisional Tradisional (UMQOT)
(UMOT)
1.02.04.2.03 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 1 Dokumen
Penerbitan Sertifikat Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Produksi Pangan Pengawasan Sertifikat Produksi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Industri Rumah Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Tangga dan Nomor P- dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Produksi, untuk Minuman Tertentu yang Dapat
Produk Makanan Diproduksi oleh Industri Rumah
Minuman Tertentu Tangga
yang Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
1.02.04.2.06 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- 15 Unit
Pemeriksaan dan Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang
Tindak Lanjut Hasil Minuman Industri Rumah Tangga Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka
Pemeriksaan Post yang Beredar dan Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan
Market pada Produksi serta Tindak Lanjut Pengawasan
dan Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga
1.02.05 PROGRAM 1.02.05.2.01 Advokasi, 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya | jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, 1 Dokumen
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan, Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
MASYARAKAT Kemitraan, Kemitraan dan Pemberdayaan
BIDANG KESEHATAN Peningkatan Peran Masyarakat
serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi 1 Dokumen
Pelaksanaan Sehat Promosi Kesehatan dan Gerakan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
dalam rangka Hidup Bersih dan Sehat
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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1.02.05.2.03 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan 1 Dokumen
Pengembangan dan dan Supervisi Pengembangan dan | sypervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Masyarakat
Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01 PROGRAM 1.03.01.2.01 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen | Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Ka?.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Ka?.
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
1.03.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Laporan Kab_~
P?”YE'SU"B" Laporan Ca.pala?n Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Barito
Selatan
1.03.01.2.02 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 94 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 2 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 6 Laporan Kab..
Pen\,./usunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
1.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2 Dokumen | Kab-
Penyiapan Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Barito
Pemeriksaan Selatan
1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 18 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 12 Dokumen | Kab.
Pelaporan dan Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran Barito
Realisasi Anggaran Selatan
1.03.01.2.03 1.03.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD Barito
Milik Daerah pada Milik Daerah SKPD Selatan
Perangkat Daerah
1-03’_-0_1-2-03-03 Koo.rc.iinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan Kal:?.
Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Barito
SKPD SKPD Selatan
1.03.01.2.03.04 Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan 3 Laporan | Kab.
Pengawasan, dan Pengendalian Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Barang Milik Daerah pada SKPD Selatan
1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan- _ Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 3 Laporan Kat?.
Penyusunan Laporan Barang Milik | | aporan Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Daerah pada SKPD Selatan
1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 7 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
1.03.01.2.03.07 Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik 1 Dokumen | Kab.
Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Barito
Selatan
1.03.01.2.05 1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 2 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAAN... 9/82
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1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 2 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
1-03-01-2-05-04 Koordinasi da.n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Ka?.
Pelaksanaan Sistem Informasi Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
1.03.01.2.05.05 Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 1 Dokumen | Kab.
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai Barito
Pegawai Selatan
1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang ~ 6 Orang | Kab-
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan 10 Orang | Kab.
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Barito
Selatan
1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 20 Orang | Kab.
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Barito
Perundang-Undangan Selatan
1.03.01.2.06 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab-
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 3 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket | Kab-
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 2 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen | Kab-
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
1.03.01.2.06.07 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket Kab.
Bahan/Material Barito
Selatan
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 25 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen | Kab-
Arsip Dinamis pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
1-03-012-06-11 Dukungan ) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 1 Dokumen Kab:
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
1.03.01.2.07 1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit Kab.
Pengadaan Barang Besar Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit Kab.
Barito
Selatan
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 5 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Selatan
1.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5Unit | Kab.
Tetap Lainnya Barito
Selatan
1.03.01.2.08 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 4Llaporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
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1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 4 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.03.01.2.09 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan 4unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Perizinannya Barito
dan Perizinan Alat Besar Selatan
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
1.03.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset | jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit Semua
Tetap Lainnya Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
1.03.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
1.03.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
1.03.02 PROGRAM 1.03.02.2.01 1.03.02.2.01.01 Penyusunan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 1 Dokumen | Kab-
PENGELOLAAN Pengelolaan SDA dan Rencana Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Barito
SUMBER DAYA AIR Bangunan Pengaman Lingkungan Hidup untuk Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun Selatan
(SDA) Pantai pada Wilayah Konstruksi Bendungan, Embung,
Sungai (WS) dalam 1 dan Bangunan Penampung Air
(Satu) Daerah Lainnya
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.02 Penyusunan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 1 Dokumen | Kab.
Rencana Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Barito
Lingkungan Hidup untuk yang Disusun Selatan
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1.03.02.2.01.03 Penyusunan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 1 Dokumen | Kab-
Rencana TEk”'_S dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Barito
Lingkungan Hidup untuk Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Selatan
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, | pisusun
Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS 1 Dokumen | Kab.
dan Rencana Pengelolaan SDAWS | Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Barito
Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan
1.03.02.2.01.06 Pembangunan Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Embung dan Penampung Air Dibangun Barito
Lainnya Selatan
1.03.02.2.01.07 Pembangunan Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 2 Titik | Kab-
Sumur Air Tanah untuk Air Baku Barito
Selatan
1.03.02.2.01.10 Pembangunan Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 2KkMm | Kab.
Bangunan Perkuatan Tebing Barito
Selatan
1.03.02.2.01.46 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 2Kkm | Kab.
Normalisasi/Restorasi Sungai Barito
Selatan
1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem 1 Dokumen | Kab.
Hidrologi dan Kualitas Air WS Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada Barito
Kewenangan Kabupaten/Kota WS Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan
1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan 20 Orang Kab..
Pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Barito
Pengelolaan SDA Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi 1 Dokumen
Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun
Kewenangan Kabupaten/Kota
1:03-02-_2-01_-63 K.oordinasi dan ) Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan 20 Orang
Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas | Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.65 Operasi dan Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 1km | Kab.
Pemeliharaan Sungai Barito
Selatan
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1.03.02.2.02 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 1 Dokumen | Kab-
Pengembangan dan Rencana Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Barito
Pengelolaan Sistem Lingkungan Hidup untuk Tersusun Selatan
Irigasi Primer dan Konstruksi Irigasi dan Rawa
Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Luasnya di Bawah
1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.02 Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun ~ 0.5KM | Kab.
Jaringan Irigasi Permukaan Barito
Selatan
1.03.02.2.02.04 Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 1KM Kab.
Jaringan Irigasi Rawa Barito
Selatan
1.03.02.2.02.08 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 2 KM | Kab.
Jaringan Irigasi Permukaan Barito
Selatan
1.03.02.2.02.10 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan 2km | Kab.
Jaringan Irigasi Rawa Barito
Selatan
1.03.02.2.02.16 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 10KM | Kab.
Jaringan Irigasi Rawa Barito
Selatan
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan 1.5 kKM | Kab.
Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Dipelihara Barito
Permukaan Selatan
1.03.02.2.02.23 Operasi dan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan 5KkM | Kab.
Pemeliharaan Jaringan lrigasi Rawa | pipelihara Barito
Selatan
1.03.03 PROGRAM 1.03.03.2.01 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 1 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Rencana, Kebijakan, Strategi dan SPAM yang disusun Barito
PENGEMBANGAN Pengembangan Teknis SPAM Selatan
SISTEM PENYEDIAAN Sistem Penyediaan Air
AIR MINUM Minum (SPAM) di
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.02 Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 1 Dokumen | Kab.
Pembangunan/Peningkatan/ Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi Barito
Perluasan/Perbaikan SPAM SPAM Selatan
1.03.03.2.01.03 Pembangunan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM 135 Liter/Detik
SPAM Jaringan Perpipaan di Tematik Tertentu yang terbangun
Kawasan Perkotaan
1.03.03.2.01.04 Pembangunan Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui 1000 SR
SPAM Jaringan Perpipaan di Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
Kawasan Perdesaan
1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau 50 Liter/Detik
Jaringan Perpipaan di Kawasan SPAM Tematik Tertentu
Perkotaan
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM 1 Kab.
Jaringan Perpipaan di Kawasan Barito
Perdesaan Selatan
1-0_3-03-2-01-0_7 Perlua.san SPAM Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani 3062 SR
Jaringan Perpipaan di Kawasan melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan
Perkotaan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM
IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu
1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM 108 Kab.
Jaringan Perpipaan di Kawasan Barito
Perdesaan Selatan
1.03.03.2.01.09 Pembinaaﬁ da‘_” Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti 1 Penyelenggara Kat?.
Pengawasan Terhadap Tarif Air regulasi terkait tarif air minum SPAM Barito
Minum Selatan
1.03.03.2.01.10 Pembinaan dan Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM 1 Badan Kab..
Pengawasan Terhadap yang Terbina dan Terawasi Usaha Barito
Penyelenggaraan SPAM oleh Selatan
Badan Usaha Untuk Kebutuhan
Sendiri
1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Jumlah Kelompok Masyarakat yang 58 Kelompok | Kab.
Pengawasan Terhadap menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Masyarakat Barito
Penyelenggaraan SPAM oleh Terawasi Selatan
Pemerintah Desa dan Kelompok
Masyarakat
1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan | jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama 1 Unit | Kab.
Kerja Sama SPAM Barito
Selatan
1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan 57 Unit Kab.
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama Barito
Kerja Sama SPAM Selatan
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  12/82
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1.03.03.2.01.14 Pengembangan Jumlah kelembagaan Pelaksana 58 Penyelenggara | Kab.
SDM dan Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM yang meningkat SPAM Barito
Pengelolaan SPAM kinerjanya Selatan
1.03.03.2.01.15 Operasi dan Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik 14 Unit | Kab-
Pemeliharaan SPAM di Kawasan Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Barito
Perkotaan Selatan
1.03.03.2.01.16 Operasi dan Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang 57 Unit | Kab.
Pemeliharaan SPAM di Kawasan mendapatkan operasi dan pemeliharaan Barito
Perdesaan Selatan
1.03.03.2.01.17 P.embangur?an Baru | jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui 300 Rumah Kab_~
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di | pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Tangga Barito
Kawasan Perdesaan Perpipaan Selatan
1.03.03.2.01.18 Peningkatan SPAM 57 Kab.
Bukan Jaringan Perpipaan di Barito
Kawasan Perdesaan Selatan
1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM 13 Kab.
Jaringan Perpipaan di Kawasan Barito
Perdesaan Selatan
1.03.03.2.01.20 Perbaikan SPAM Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang 1 Unit | Kab.
Jaringan Perpipaan di Kawasan dioptimalisasi Barito
Perkotaan Selatan
1.03.03.2.01.21 Perbaikan SPAM Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang 57 Unit | Kab.
Bukan Jaringan Perpipaan di dioptimalisasi Barito
Kawasan Perdesaan Selatan
1.03.04 PROGRAM 1.03.04.2.01 1.03.04.2.01.01 Penyusunan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 1 Dokumen | Kab.
PENGEMBANGAN Pengembangan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Sistem Pengelolaan Persampahan Barito
SISTEM DAN Sistem dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Selatan
PENGELOLAAN Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- Kabupaten/Kota yang Disusun
PERSAMPAHAN Persampahan di 3R/TPS Kewenangan
REGIONAL Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 300 Rumah Kab.
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Tangga Barito
Selatan
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi 2 Unit | Kab.
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Barito
Selatan
1.03.04.2.01.05 Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 1050 Rumah Kab..
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Tangga Barito
Selatan
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana | jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan 2 Unit Kab.
Persampahan Barito
Selatan
1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik 6 Orang | Kab.
Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Barito
Persampahan Selatan
1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti 4 Kelompok Ka?.
Pemberdayaan.Masyarakat dalam | sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Barito
rangka Penyediaan Sarana rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- Selatan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3R/TPS
1.03.05 PROGRAM 1.03.05.2.01 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 2 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Rencana, Kebijakan, Strategi dan SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Barito
PENGEMBANGAN Pengembangan Teknis Sistem Pengelolaan Air Disusun Selatan
SISTEM AIR LIMBAH Sistem Air Limbah Limbah Domestik dalam Daerah
Domestik dalam Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.02 Super\./i.si ) Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan 2 Dokumen Kab_~
Pembangunan/RehablIltéSl/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Barito
Peningkatan/Perluasan Sistem Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Selatan
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Terpusat Skala Kota
1.03.05.2.01.03 Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan 230 Rumah Kab.
Pembangunan/Penyediaan Sistem | sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat  Tangga Barito
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Selatan
Skala Kota
1.03.05.2.01.06 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki 629 Rumah Kab.
Pembangunan/Penyediaan Sub Septik Tangga Barito
Sistem Pengolahan Setempat Selatan
1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan 47 Kelompok | Kab-
Pemberdayaan Masyarakat terkait | sosalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Barito
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Selatan
Limbah Domestik Limbah Domestik
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2 Unit | Kab.
Pemeliharaan Sistem Pengelolaan yang Diperasikan dan Dipelihara Barito
Air Limbah Domestik Selatan
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  13/82
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1.03.05.2.01.11 Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ 1 Dokumen | Kab-
Pembangunan/Rehabilitasi Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Barito
/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Selatan
Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman
Terpusat Skala Permukiman
1.03.05.2.01.12 . _ Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan 1175 Rumah Ka?.
Pembangunan/Penyediaan Sistem | sjstem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala  Tangga Barito
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Permukiman Selatan
Skala Permukiman
1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana | jymlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja 4 Unit | Kab.
Pengangkutan Lumpur Tinja Barito
Selatan
1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 144 Rumah Kab.
Penyedotan Lumpur Tinja Penyedotan Lumpur Tinja Tangga Barito
Selatan
1.03.052.01.15 Kapasitas IPLT Terbangun 25 M*/Hari Kab.
Pembangunan/Penyediaan Sarana Barito
dan Prasarana IPLT Selatan
1.03.05.2.01.16 Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi 18 M*/Hari Kab.
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Barito
Sarana dan Prasarana IPLT Selatan
1.03.05.2.01.17 Super\./i.si ] Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan 1 Dokumen Kab..
Pembangunan/Rehabilitasi/ Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Barito
Peningkatan/Perluasan Sarana dan | Sarana dan Prasarana IPLT Selatan
Prasarana IPLT
1.03.06 PROGRAM 1.03.06.2.01 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 1 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Barito
PENGEMBANGAN Pengembangan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Selatan
SISTEM DRAINASE Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.02 Penyusunan Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang 1 Dokumen | Kab-
Outline Plan pada Kawasan Disusun Barito
Genangan Selatan
1.03.06.2.01.03 Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 1 Dokumen | Kab.
Pembangunan/Peningkatan/ Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Barito
Rehabilitasi Sistem Drainase Drainase Perkotaan Selatan
Perkotaan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun 1000 M | Kab.
Sistem Drainase Perkotaan Barito
Selatan
1.03.06.2.01.06 Peningkatan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 2000 M | Kab.
Saluran Drainase Perkotaan Barito
Selatan
1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan 2500 M | Kab.
Drainase Perkotaan Rehabilitasi Barito
Selatan
1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana | jymlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang 6 Unit | Kab.
Sistem Drainase Perkotaan Disediakan Barito
Selatan
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan 500 M | Kab.
Pemeliharaan Sistem Drainase Dipelihara Barito
Selatan
1.03.06.2.01.10 SUP_EfViSi Jumlah Konsultasi Supervisi 1 Dokumen Kab..
Pembangunan/Peningkatan/ Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Barito
Rehabilitasi Sistem Drainase Drainase Lingkungan Selatan
Lingkungan
1.03.06.2.01.12 Pembangunan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1000 M
Sistem Drainase Lingkungan
1.03.06.2.01.13 Peningkatan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang 2000 M
Saluran Drainase Lingkungan Ditingkatkan
1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran | panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan 2500 M | Kab.
Drainase Lingkungan Rehabilitasi Barito
Selatan
1.03.06.2.01.15 Penyediaan Sarana | jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang 6 Unit | Kab.
Sistem Drainase Lingkungan Disediakan Barito
Selatan
1-03-062-01-1? Penyusunan. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 1 Dokumen Kab:
Rencana, Kebijakan, Strategi dan Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun Barito
Teknis Sistem Drainase Lingkungan Selatan
1.03.07 PROGRAM 1.03.07.2.01 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan | jymlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 175 Kab.
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Sistem Barito
PERMUKIMAN Infrastruktur pada Kawasan Permukiman di Kawasan Daerah Kabupaten/Kota Jaringan | Selatan
Permukiman di Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Kawasan Strategis
Daerah
Kabupaten/Kota
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  14/82
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1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 17.5 Kab.
Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis ~ Sistem Barito
Kawasan Permukiman di Kawasan Daerah Kabupaten/Kota Jaringan | Selatan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 35 Kab.
Pengendalian Infrastruktur Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Sistem | Barito
Kawasan Permukiman di Kawasan | Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jaringan | Selatan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.04 Pembinaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan 6 Orang | Kab.
Penyelenggaraan Infrastruktur Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Barito
Kawasan Permukiman di Kawasan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Selatan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08 PROGRAM 1.03.08.2.01 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan 40 Dokumen Kab.
PENATAAN Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Barito
BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung di Bangunan (IMB), Sertifikat Laik (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Selatan
Wilayah Daerah Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Kabupaten/Kota, Bangunan Gedung (TABG),
Pemberian Izin Pendataan Bangunan Gedung,
Mendirikan Bangunan serta Implementasi SIMBG
(IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan
Gedung
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, 20 Dokumen | Kab.
Pembangunan, Pengawasan, dan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Barito
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Selatan
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.03 Penyusunan Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung 1 Dokumen | Kab.
Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun Barito
Kabupaten/Kota Selatan
1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan 12 Dokumen Kab..
Pembangunan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Negara Daerah Barito
Negara Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Selatan
1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 20 Dokumen | Kab.
Evaluasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Barito
Bangunan Gedung Negara Daerah | paerah Kabupaten/Kota Selatan
Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah 1 Unit | Kab.
Penetapan, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Barito
Bangunan Gedung Cagar Budaya Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan Selatan
yang Dilestarikan Milik Pemerintah
Kabupaten/Kota
1-03:08-2-01-07 Ba”t“_a_” Teknis Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya 1 Pengelola Kab..
bagi Masyarakat Pemilik Bangunan | yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Barito
Gedung Cagar Budaya yang Mendapatkan Bantuan teknis Selatan
Ditetapkan Tingkat
Kabupaten/Kota
1-03-0&101:08 Pemberian Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola 1 Pengelola Kab..
Kérjnpens.asl, Insentif da_’f Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Barito
Disinsentif kepada Pemilik, Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Selatan
Pengguna, dan/atau Pengelola Insentif dan Disinsentif
Bangunan Gedung Cagar Budaya
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap | jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan 40 Unit | Kab.
Penyelenggaraan Bangunan Penilikan oleh Penilik Bangunan Barito
Gedung oleh Penilik Bangunan Selatan
1.03.08.2.01.10 Pendaftaran Huruf | jymlah Bangunan Gedung Negara yang Telah 20 Unit Kab..
Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Barito
Gedung Negara Selatan
1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang 20 Unit | Kab-.
Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Barito
Tunggal dan Rumah Deret dalam Selatan
rangka Penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi
1-03-08-2_-01-12 Rehabil'itasi, Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 0 Unit Ka?.
Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Barito
Gedung untuk Kepentingan Renovasi dan Ubahsuai Selatan
Strategis D: h Kabupaten/Kot
rategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 7 Unit
Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi,
Renovasi dan Ubahsuai
1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan | jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit | Kab.
Perawatan Bangunan Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Barito
Daerah Kabupaten/Kota Selatan
1.03.09 PROGRAM 1.03.09.2.01 1.03.09.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 1 Dokumen Kab.
PENATAAN Penyelenggaraan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Barito
BANGUNAN DAN Penataan Bangunan Teknis Sistem Penataan Bangunan di Kabupaten/Kota Selatan
LINGKUNGANNYA dan Lingkungannya di dan Lingkungan di
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.02 Supervisi Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan 2 Kawasan | Kab.
Penataan/Pemeliharaan Bangunan | g4an Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Barito
dan Lingkungan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Selatan
Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya
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1.03.09.2.01.03 Penataan Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di 2 Kawasan | Kab.
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Barito
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Selatan
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03.09.2.01.04 Pfameliharaan Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di 2 Kawasan Kab..
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Barito
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Selatan
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03.09.2.01.05 Pemberdayaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan 40rang | Kab.
Masyarakat dalam Penataan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Barito
Bangunan dan Lingkungan Lingkungan Selatan
1.03.09.2.01.06 Monitoring Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 2 Dokumen | Kab.
Penataan/Pemeliharaan Bangunan | penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Barito
dan Lingkungan Selatan
1.03.10 PROGRAM 1.03.10.2.01 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan 40 Dokumen | Kab.
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Barito
JALAN Jalan Kabupaten/Kota Pengembangan Jaringan Jalan Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Selatan
serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
1.03.10.2.01.02 Pembebasan Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan 55500 M? | Kab.
Lahan/Tanah untuk Jalan Barito
Penyelenggaraan Jalan Selatan
1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger | jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen Kab.
Jalan Barito
Selatan
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi 2 Dokumen | Kab.
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Barito
Selatan
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Panjang Jalan yang Dibangun 1KM Kab.
Jalan Barito
Selatan
1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar 1KkM | Kab.
Menuju Standar Barito
Selatan
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 10KM | Kab.
Barito
Selatan
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin | panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara 69KM | Kab.
Jalan Rutin Barito
Selatan
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Panjang Jembatan yang Dibangun 20M Kab.
Jembatan Barito
Selatan
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi 15M | Kab.
Jembatan Barito
Selatan
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin | panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara 25 M | Kab.
Jembatan Rutin Barito
Selatan
1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi 40 Dokumen | Kab.
Evaluasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Barito
Jalan/Jembatan Selatan
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis | jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 40 Dokumen | Kab-
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Barito
Selatan
1.03.10.2.01.24 Pembangunan Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun 1.48 KM Kab.
Jalan Strategis Desa Barito
Selatan
1.03.10.2.01.25 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi 32KkM | Kab.
Strategis Desa Barito
Selatan
1.03.10.2.01.26 Pembangunan Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun 1 Unit Kab.
Jembatan Gantung Barito
Selatan
1.03.11 PROGRAM 1.03.11.2.01 1.03.112.01.01 Penyiapan Training | jumiah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga 1 Dokumen | Kab:
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Need Assessment (TNA) Pelatihan Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Barito
JASA KONSTRUKSI Pelatihan Tenaga Tenaga Terampil Konstruksi Selatan
Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.02 Penyiapan Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga 2 Orang Kab_~
lnstn_Jktur/Asesor/Penyelenggafa Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Barito
Pelatihan Teknisi atau Analis yang Disiapkan Selatan
1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan 1 Dokumen | Kab-
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga | Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Barito
Terampil Konstruksi Teknisi atau Analis Selatan
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1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 50 Kab.
Pelatihan Tenaga Terampil Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Orang | Barito
Konstruksi Pelatihan Selatan
1.03.11.2.01.05 Identifikasi Potensi | jymlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja 2 Dokumen | Kab.
Kerja Sama dan Pemberdayaan Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Barito
Jasa Konstruksi Selatan
1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi | jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 50 Orang | Kab-
Tenaga Terampil Konstruksi Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi Barito
Selatan
1-03_-1 1.2.01.07 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan 20 Orang Kab_~
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Barito
Kelembagaan Konstruksi Selatan
1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen | Kab.
Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga | egiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Barito
Terampil Konstruksi Selatan
1.03.11.2.02 1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan 10 Laporan | Kab.
Penyelenggaraan Operasional Layanan Informasi Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Barito
Sistem Informasi Jasa Jasa Konstruksi Selatan
Konstruksi Cakupan
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.02 Penyediaan Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari 10 Dokumen | Kab.
Perangkat Pendukung Layanan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Barito
Informasi Jasa Konstruksi Konstruksi Selatan
1-03-? 12.02.03 PE”YF'“QQ”“” Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan 3 Orang Kab..
Pelatihan untuk Peningkatan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator Barito
Kapasitas Administrator SIPJAKI SIPJAKI Selatan
1.03.11.2.02.04 Penyusunan Data Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek 1 Dokumen | Kab-
dan Informasi Proyek Bidang PUPR | Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Barito
yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU Selatan
Skema KPDBU
1.03.11.2.02.05 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi 1 Dokumen | Kab.
dan Informasi Potensi Risiko Infrastruktur Barito
Investasi Infrastruktur Selatan
1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan 1 Dokumen | Kab-
dan Informasi Tenaga Kerja dan Usaha Barito
Badan Usaha Selatan
1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen | Kab-
dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Barito
Ketersediaan/Penggunaan Material Selatan
dan Peralatan
1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan 1 Dokumen | Kab.
dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Barito
Konstruksi Selatan
1.03.11.2.02.09 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan 1 Dokumen | Kab-
dan Informasi Tertib Pekerjaan Konstruksi Barito
Penyelenggaraan Pekerjaan Selatan
Konstruksi
1.03.11.2.02.10 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja 1 Dokumen | Kab.
dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Barito
Proyek Konstruksi Selatan
1.03.11.2.02.11 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Kegagalan 1 Dokumen | Kab.
dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi Barito
Bangunan/Konstruksi Selatan
1.03.11.2.03 1.03.11.2.03.01 Penyusunan Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan 1 Dokumen | Kab.
Penerbitan Izin Usaha Peraturan di Daerah dan SOP Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi. Barito
Jasa Konstruksi Terkait Penyelenggaraan IUJK Selatan
Nasional (Non Kecil Nasional di Kabupaten/Kota
dan Kecil)
1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan 20 Orang | Kab.
Peningkatan Kapasitas Badan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Barito
Usaha Jasa Konstruksi Selatan
1-03_-1 1.2.03.04 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan 2 Orang Ka?.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Barito
Sertifikasi Badan Usaha Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional Selatan
Pemantauan dan Evaluasi Terkait
IUJK Nasional
1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen | Kab.
Evaluasi IUJK Nasional yang telah Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Barito
Diterbitkan Subsektor Jasa Konstruksi Selatan
1.03.11.2.04 1.03.11.2.04.01 Penyusunan Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib 1 Dokumen | Kab-
Pengawasan Tertib SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Barito
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Konstruksi Selatan
Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi
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1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis 20 Orang | Kab.
tentang Tertib Usaha, Tertib Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Barito
Penyelenggaraan, dan Tertib Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Selatan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib 2 Laporan | Kab-
Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Barito
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Selatan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12 PROGRAM 1.03.12.2.01 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi 1 Dokumen | Kab.
PENYELENGGARAAN Penetapan Rencana Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Barito
PENATAAN RUANG Tata Ruang Wilayah Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Selatan
(RTRW) dan Rencana RTRW Kabupaten/Kota
Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi 2 Dokumen | Kab-
Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Barito
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Selatan
RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain 2 Dokumen | Kab.
Kebijakan dalam rangka RTRW Kabupaten/Kota Barito
Pelaksanaan Penataan Ruang Selatan
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan 6 Dokumen | Kab.
Kebijakan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Barito
Perundang-undangan Bidang ruang Selatan
Penataan Ruang
1.03.12.2.02 1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 21 Dokumen | Kab.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Barito
Sinkronisasi Kabupaten/Kota Selatan
Perencanaan Tata
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 28 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi Penyusunan RRTR Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Barito
Kabupaten/Kota Selatan
1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran | jymlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan 1 Dokumen | Kab-
Masyarakat dalam Penataan Ruang tanggung jawab Masyarakat Barito
Selatan
1.03.12.2.03 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 6 Dokumen | Kab.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Barito
Sinkronisasi untuk Investasi dan Pembangunan | pembangunan Daerah Selatan
Pemanfaatan Ruang Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari 1 Dokumen Kab..
Penataan Ruang Sistem Informasi Penataan Ruang Barito
Selatan
1.03.12.2.04 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan 4 Dokumen | Kab.
Koordinasi dan Pelaksanaan Penataan Ruang Ruang Barito
Sinkronisasi Selatan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01 PROGRAM 1.04.01.2.01 1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 4 Dokumen | Kab.
PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
URUSAN Penganggaran, dan Selatan
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Barito
Selatan
1.04.01.2.02 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 42 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
1.04.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
1.04.01.2.03 1.04.01.2.03.02 Pengamanan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 1 Dokumen
Administrasi Barang Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
1.04.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
1.04.01.2.05 1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
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1.04.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 1 Dokumen | Kab-
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 2 Orang | Kab-
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
1.04.01.2.06 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
1.04.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
1.04.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jymlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 4 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 4 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
1-04'01~2~06-11 Dukungan ) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 1 Dokumen Kab..
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
1.04.01.2.07 1.04.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 2 Unit | Kab.
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.04.01.2.07.07 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit | Kab.
Tetap Lainnya Barito
Selatan
1.04.01.2.08 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
1-04-01:2-0?-02 Penyediaan J.asa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan Ka?.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.04.01.2.09 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 4 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
1.04.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
1.04.02 PROGRAM 1.04.02.2.01 1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data | jumiah Dokumen Data Rumah Korban Bencana 1 Dokumen
PENGEMBANGAN Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana Kejadian Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum
PERUMAHAN dan Rehabilitasi Sebelumnya yang Belum Tertangani
Rumah Korban Tertangani
Bencana atau Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah | ;,miah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Unit
Pembangunan dan bagi Korban Bencana yang Terehabilitasi Rumah
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
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Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K 5“‘: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P eglatan
1.04.02.2.06 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Laporan
Penerbitan Izin Sinkronisasi Pengendalian Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
Pembangunan dan Pembangunan dan Pengembangan | perymahan
Pengembangan Perumahan
Perumahan
1.04.03 PROGRAM 1.04.03.2.02 Penataan 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan 1 Dokumen
KAWASAN dan Peningkatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
PERMUKIMAN Kualitas Kawasan Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh Kumuh dan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.02.08 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang 1 Dokumen
Penyusunan/Review/Legalisasi Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
Kebijakan Bidang PKP
1.04.03.2.03 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 1 Unit Rumah
Peningkatan Kualitas Tidak Layak Huni
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (Sepuluh)
Ha
1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang 1 Dokumen
Verifikasi Penyelenggaraan Terverifikasi
Kawasan Permukiman Kumuh
1.04.04 PROGRAM 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 0 Unit
PERUMAHAN DAN Pencegahan Tidak Layak Huni untuk Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman ~ Rumah
KAWASAN Perumahan dan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan | kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan
PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Berkembangnya Permukiman Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
KUMUH Kumuh pada Daerah Kumuh .dl Luar Kawasan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 1 Unit
Kabupaten/Kota Permukiman Kumuh dengan Luas .
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Rumah
tPawa puld Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
1.04.05 PROGRAM 1.04.05.2.01 Urusan 1.04.05.2.01.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU 1 Dokumen
PENINGKATAN Penyelenggaraan PSU Penyediaan PSU Perumahan Perumahan
PRASARANA, Perumahan
SARANA DAN
UTILITAS UMUM
(PSU)
1.04.05.2.01.02 Penyediaaﬁ Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, 4 Lokasi
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi
Umum di Perumahan untuk Hunian
Menunjang Fungsi Hunian
1:04-05~_2~01-03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Laporan
Sinkronisasi dalam rangka dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan | tjlitas Umum Perumahan
Utilitas Umum Perumahan
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM 1.05.01.2.01 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4 Laporan | Kab.
PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.02 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Ezi:}?an Perangkat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 12 bulan Selatan
Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 15 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.05.01.2.05 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 55 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 3 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
1.05.01.2.06 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah tl:t]l;ll;iPenerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket Sefatan
Bangunan Kantor yang Disediakan
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket Sefatan
Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program . Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
? Hasil Targ.et ° Kellfaran Targ.et ° Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program | Capaian Kegiatan | Capaian
1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- | perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Kab.
T Barit
amu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan anto
Selatan
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 0 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
KPD Kab.
s Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 66 Laporan B::to
dan Konsultasi SKPD
Selatan
1.05.01.2.07 1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana | jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit | Kab-
Pengadaan Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau | Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Milik Daerah Bangunan Lainnya Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan | Kab.
P I M Bari
enyeélaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan arito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 0 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 36 Laporan Sefatan
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 0 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
1.05.01.2.09 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Milik Daerah Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Penunjang Urusan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit Barito
Selatan
1.05.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
1.05,0?.2.09,10 - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit Kab‘.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
1.05.02 PROGRAM 1.05.02.2.01 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 0 Kasus
PENINGKATAN Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah
KETENTERAMAN Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi | Dinj, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
DAN KETERTIBAN Ketenteraman dan Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Pengamanan, dan Pengawalan
UMUM Ketertiban Umum dan Penyuluhan, Pelaksanaan
dalam 1 (Satu) Daerah Patroli, Pengamanan, dan
Kabupaten/Kota Pengawalan
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi 0 Dokumen
Penye!enggaraan Ketentraman dan | penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum
Ketertiban Umum serta dan Perlindungan Masyarakat Tingkat
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 0 Dokumen
Perlindungan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketentraman dan rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
1-05-0_2-2-01-05 Peningkata.n‘ Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan 0 Orang
Kapasitas SDM Satuan Polisi Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan
Pamongpraja dan Satuan Kapasitasnya
Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama 0 Dokumen
Lembaga dan Kemitraan dalam antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik
Teknik Pencegahan dan Pencegahan Kejahatan
Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05.02.2.02 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi 0 Laporan
Penegakan Peraturan Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Perda/Perkada kepada
Daerah Peraturan Bupati/Wali Kota Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Wali
Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K 5“*: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang 0 Laporan
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas 0 Laporan
Pelanggaran Per.aturan Daerah dan | pejanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Peraturan Bupati/Wali Kota Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
1.05.03 PROGRAM 1.05.03.2.01 Pelayanan 1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang 1 Dokumen
PENANGGULANGAN Informasi Rawan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Dilegalisasi
BENCANA Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, 30.731 Orang
Komunikasi, Informasi dan Edukasi | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
(KIE) Rawan Bencana Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Kabupaten/Kota (Per Jenis Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang
Bencana) Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya
1.05.03.2.02 Pelayanan 1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko | jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada 1 Dokumen
Pen.cegéhan dan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko
Kesiapsiagaan Tinggi Menimbulkan Bencana
Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.06 Penguatan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 93 Kawasan
Kapasitas Kawasan untuk dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.07 Penanganan Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana 12 Dokumen
Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas 55 Orang
Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) | Teknis dan Manajerialnya
Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.11 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan 1 Dokumen
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
Kedaruratan Bencana
1.05.03.2.03 Pelayanan 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat 3 Dokumen
Penyelamatan dan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama
Evakuasi Korban 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji
Bencana Cepat
Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian 0 Laporan
Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
1.05.03.2.03.04 Penyediaan‘Logistik Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 1250 Orang
Penyelamatan dan Evakuasi Korban | pistribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
Bencana Kabupaten/Kota Korban Bencana
1.05.04 PROGRAM 1.05.04.2.01 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Jumlah Dokumen NSPM 0 Dokumen
PENCEGAHAN, Pencegahan, Kebakaran dalam Daerah Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam
PENANGGULANGAN, Pengendalian, Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
PENYELAMATAN Pemadaman,
KEBAKARAN DAN Penyelamatan, dan
PENYELAMATAN Penanganan Bahan
NON KEBAKARAN Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1-05'0420_1 .02 Pemadaman dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 0 Laporan
Pengendalian Kebakaran dalam Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman
Daerah Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 420 Laporan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana | jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan 0 Dokumen
dan Prasarana Pencegahan, Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Alat Pelindung Diri Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
1.05.04.2.01.07 Pembinaan Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki 0 Orang
Aparatur Pemadam Kebakaran Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02 PROGRAM 1.06.02.2.01 1.06.02.2.01.02 Peningkatan Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya 100 %
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Sosial Kapasitas dan Pendampingan KAT Kewenangan Kabupaten/Kota
SOSIAL Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
1.06.02.2.03 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya 0 Keluarga
Pengembangan Kemampuan Potensi Sumber Kewenangan Kabupaten/Kota
P i Kesejah ial Kel
°te'.“5' Sumber . esejahteraan Sosial Keluarga Terpenuhinya Kesejahteraan Sosial Keluarga 100 %
Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/OUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLIENjAA...  22/82



10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K St‘b e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P: egiatan
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 100 Persen
Kemampuan Potensi Sumber Meningkat Kapasitasnya Kewenangan
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan | kabupaten/Kota
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04 PROGRAM 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan 100 Persen
REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Bantu Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan
Dasar Penyandang Kabupaten/Kota
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.01.04 Pemberian Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 100 Persen
Pelayanan Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan | jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data 100 Persen
Data dan Pengaduan dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
(106.06.2.02 8 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan | jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 100 Persen
Rehabilitasi Sosial Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial
1.06.05 PROGRAM 1.06.05.2.01 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau 100 Persen
PERLINDUNGAN DAN Pemeliharaan Anak- Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota
JAMINAN SOSIAL Anak Terlantar
1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 100 Persen
Pengelolaan Data Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
1.0(?.05:2.0‘2-02 Pengelolaan Data Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan 0 Keluarga
Fakir Miskin Cakupan Daerah Fakir Miskin Kabupaten/Kota
K K
abupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin 100 %
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1-°§-05-2-02_-03 Fasilitasi Bantuan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 0 Keluarga
Sosial Kesejahteraan Keluarga Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial 100 %
Kesejahteraan Keluarga
1.06.06 PROGRAM 1~06_-06~2~01 _ 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 100 Persen
PENANGANAN Perlindungan Sosial Makanan Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
BENCANA Korban Bencana Alam Kewenangan Kabupaten/Kota
dan Sosial
Kabupaten/Kota
1-06-06-2-01-0'5 Pela.yanan Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 100 Persen
Dukungan Psikososial Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, 100 Persen
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna | sosjalisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Pemberdayaan Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan
Bencana
Kabupaten/Kota
1.06.07 PROGRAM 1.06.07.2.01 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada 0 Makam
PENGELOLAAN Pemeliharaan Taman Taman Makam Pahlawan Nasional Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
TAMAN MAKAM Makam Pahl. Kabupaten/Kot:
@ .am aniawan abupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100 %
PAHLAWAN Nasional Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota P
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.01 PROGRAM 2.07.01.2.01 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 10 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 10 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
2.07.01.2.02 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 28 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
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No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K Sul: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 6 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 12 Laporan Ka?.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.07.01.2.03 2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 12 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
2.07.01.2.05 2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymiah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 61 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.07.01.2.06 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 80 Paket | Kab-
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.07.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 0 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
2.07.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 10 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- | perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.07.01.2.07 2.07.01.2.07.07 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan ouUnit | Kab.
Pengadaan Barang Tetap Lainnya Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.07.01.2.08 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 33 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.07.01.2.09 2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.07.01.2.13 Penataan 2.07.01.2.13.04 Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 50 Dokumen | Kab.
Organisasi Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Barito
Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |aksana Selatan
2.07.02 PROGRAM 2.07.02.2.01 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 0 Dokumen Kab.
PERENCANAAN Penyusunan Rencana Rencana Tenaga Kerja Makro Barito
TENAGA KERJA Tenaga Kerja (RTK) Selatan
2.07.03 PROGRAM 2.07.03.2.01 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan | jymlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 0 Orang Kab.
PELATIHAN KERJA Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Barito
DAN PRODUKTIVITAS berdasarkan Unit Keterampilan bagi Pencari Kerja Selatan
TENAGA KERJA Kompetensi berdasarkan Klaster Kompetensi
2.07.03.2.01.02 Kgordinasi Lintas Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka 0 Lembaga Kab_~
Lembaga dan Kerja Sama de.ngan Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Barito
Sektor Swasta untuk Penyediaan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Selatan
Instruktur serta Sarana dan pada Tahun n
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.02 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang 0 Lembaga | Kab:
Pembinaan Lembaga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dibina Barito
Pelatihan Kerja Swasta Selatan
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Program | Capaian Kegiatan | Capaian eluaran Sub Kegiatan arget Capaian Kegiatan
2.07.03.2.05 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas 0 Dokumen | Kab-
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Barito
Produktivitas Tingkat Tenaga Kerja Selatan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.04 PROGRAM 2.07.04.2.03 2.07.042.03.01 Pemeliharaan dan | jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan 0 Dokumen | Kab.
PENEMPATAN Pengelolaan Informasi Operasional Aplikasi Informasi Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Barito
TENAGA KERJA Pasar Kerja Pasar Kerja Online Selatan
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar 00rang | Kab.
Penyediaan Informasi Pasar Kerja dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Barito
Online Selatan
2.07.04.2.05 2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan 0 Kab.
Penerbitan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Barito
Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Selatan
yang Lokasi Kerja Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05 PROGRAM 2.07.05.2.01 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan 20 Perusahaan | Kab.
HUBUNGAN Pengesahan Peraturan Peraturan Perusahaan bagi Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Barito
INDUSTRIAL Perusahaan dan Perusahaan dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di Selatan
Pendaftaran Perjanjian WLKP Online
Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang
Hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian 5 Perusahaan | Kab-
Perjanjian Kerja Sama bagi Kerja Bersama Barito
Perusahaan Selatan
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, ~ 4114 Laporan | Kab.
Pendataan dan Informasi Sarana Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Barito
Hubungan Industrial dan Jaminan | pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek Selatan
Sosial Tenaga Kerja serta serta Pengupahan
Pengupahan
2.07.05.2.02 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara Kab.
Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Barito
Penyelesaian Mogok Kerja, dan Penutupan Selatan
Perselisihan Perusahaan yang
Hubungan Industrial, Berakibat/Berdampak pada
Mogok Kerja dan Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Penutupan Kabupaten/Kota
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara | Kab-
Perselisihan Hubungan Industrial, Barito
Mogok Kerja, dan Penutupan Selatan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat 0 Asosiasi dan Kab.
Verifikasi dan Rekapitulasi Pekerja yang Diverifikasi Serikat Pekerja Barito
Keanggotaan pada Organisasi Selatan
Pengusaha, Federasi dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 55 Lembaga Kab.
Operasional Lembaga Kerja Sama Barito
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Selatan
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM 2.08.02.2.01 2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan 1 Dokumen
PENGARUSUTAMAAN Pelembagaan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan
GENDER DAN Pengarusutamaan Pelaksanaan PUG Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
PEMBERDAYAAN Gender (PUG) pada
PEREMPUAN Lembaga Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen
Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03 2.08.02.2.03.02 Peningkatan Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 6 Orang
Penguatan dan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan | Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan
Lembaga Penyedia Perempuan Kewenangan Kapasitas
Layanan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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2.08.03 PROGRAM 2.08.03.2.02 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 10 Orang
PERLINDUNGAN Penyediaan Layanan Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan
PEREMPUAN Rujukan Lanjutan bagi bagi Perempuan Korban Kekerasan | pengaduan
Perempuan Korban Kewenangan Kabupaten/Kota
Kekerasan yang
Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.04 PROGRAM 2.08.04.2.01 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan 1 Dokumen
PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Kegiatan Masyarakat untuk Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
KUALITAS KELUARGA Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Mewujudkan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kesetaraan Gender
(KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03 2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam 2 Layanan
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan Komprehensif | Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
bagi Keluarga dalam bagi Keluarga dalam Mewujudkan | perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup
Mewujudkan KG dan KG dan Perlindungan Anak yang Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Wilayah Kerjanya Kabupaten/Kota
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.05 PROGRAM 2.08.05.2.01 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 1 Dokumen
PENGELOLAAN Pengumpulan, Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
SISTEM DATA Pengolahan Analisis Kabupaten/Kota
GENDER DAN ANAK dan Penyajian Data
Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.06 PROGRAM 2.08.06.2.01 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen
PEMENUHAN HAK Pelembagaan PHA Sinkronisasi Pelembagaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
ANAK (PHA) pada Lembaga Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota
Pemerintah, Kewenangan Kabupaten/Kota
Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM 2.08.07.2.01 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan | jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 38 Perangkat
PERLINDUNGAN Pencegahan dan Pendampingan Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Daerah
KHUSUS ANAK Kekerasan Terhadap Kebijakan, Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Anak yang Melibatkan Pencegahan Kekerasan Terhadap Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
para Pihak Lingkup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 10 Orang
Penyediaan Layanan Layanan Pengaduan Masyarakat Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan
bagi Anak yang bagi Anak yang Memerlukan Kabupaten/Kota
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Perlindungan Khusus Daerah Kabupaten/Kota
yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.01 PROGRAM 2.09.01.2.05 2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 303 Paket | Kab.
PENUNJANG Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
URUSAN Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 190 Dokumen | Kab-
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
2.09.01.2.06 2.09.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 3 Paket | Kab.
Administrasi Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Perangkat Daerah Selatan
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 7 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 720 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
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2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 38 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.09.01.2.07 2.09.01.2.07.09 Pengadaan Gedung | jymlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit | Kab.
Pengadaan Barang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.09.01.2.07.10 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 3 Unit | Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Bangunan Lainnya Selatan
2.09.01.2.08 2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 36 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 13 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.09.01.2.09 2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 14 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
2.09.02 PROGRAM 2.09.02.2.01 2.09.02.2.01.03 Penyediaan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 15 Unit | Kab-
PENGELOLAAN Penyediaan Infrastruktur Pendukung yang Tersedia Barito
SUMBER DAYA Infrastruktur dan Kemandirian Pangan Lainnya Selatan
EKONOMI UNTUK Seluruh Pendukung
KEDAULATAN dan Kemandirian Pangan
KEMANDIRIAN sesuai Kewenangan
PANGAN Daerah
Kabupaten/Kota
2.09.03 PROGRAM 2.09.03.2.01 2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 12 Laporan Kab.
PENINGKATAN Penyediaan dan Informasi Harga Pangan dan Makanan Barito
DIVERSIFIKASI DAN Penyaluran Pangan Neraca Bahan Makanan Selatan
KETAHANAN Pokok atau Pangan
PANGAN Lainnya sesuai dengan
MASYARAKAT Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan | pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 6 Laporan | Kab.
Berbasis Sumber Daya Lokal Barito
Selatan
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 12 Dokumen Kab.
Pasokan dan Harga Pangan Barito
Selatan
2.09.03.2.04 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 12 Laporan Kab.
Pelaksanaan Masyarakat dalam dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Barito
Pencapaian Target Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal Selatan
Konsumsi Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya
Perkapita/Tahun Lokal
sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan 6 Laporan | Kab.
Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Barito
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Selatan
Tahun
2.09.04 PROGRAM 2.09.04.2.01 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan 1 Dokumen | Kab.
PENANGANAN Penyusunan Peta Pemutakhiran dan Analisis Peta Pangan yang Dimutahirkan Barito
KERAWANAN Kerentanan dan Ketahanan dan Kerentanan Pangan Selatan
PANGAN Ketahanan Pangan
Kecamatan
2.09.04.2.02 2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 5 Laporan | Kab.
Penanganan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Barito
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan Selatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran 1 Dokumen | Kab.
Pengadaan, Pengelolaan, dan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Barito
Penyaluran Cadangan Pangan Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Selatan
pada Kerawanan Pangan yang
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K 5“*: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
2.09.05 PROGRAM 2.09.05.2.01 2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana | jumiah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan 2 Dokumen | Kab-
PENGAWASAN Pelaksanaan dan Prasarana Pengujian Mutu dan | Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Barito
KEAMANAN PANGAN Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Kabupaten/Kota Selatan
Keamanan Pangan Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Segar Daerah
Kabupaten/Kota
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.02 PROGRAM 2.10.02.2.01 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen
PENGELOLAAN IZIN Pemberian Izin Lokasi Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan
LOKASI Dalam 1 (satu) Daerah Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
Kabupaten/Kota Kemudahan Berusaha
2.10.04 PROGRAM 2.10.04.2.01 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Jumiah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 1 Dokumen | Semua
PENYELESAIAN Penyelesaian Sengketa Sengketa, Konflik, dan Perkara (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab/Kota
SENGKETA TANAH Tanah Garapan dalam Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah
GARAPAN Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2-70'04291-02 Mediasi Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus 2 Berita
Penyelesaian Sengketa Tanah Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) ~ Acara
Garapan dalam 1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.10.06 PROGRAM 2.10.06.2.01 2.10.062.01.01 Inventarisasi Subjek | jumiah Data Inventarisasi Subyek Penerima 1 Dokumen
REDISTRIBUSI Penetapan Subjek dan dan Objek Redistribusi Tanah Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
TANAH, DAN GANTI Objek Redistribusi
KERUGIAN PROGRAM Tanah serta Ganti
TANAH KELEBIHAN Kerugian Tanah
MAKSIMUM DAN Kelebihan Maksimum
TANAH ABSENTEE dan Tanah Absentee
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01.03 KoordiAnasi . Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan 1 Dokumen
Penyelenggaraan Redistribusi Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi
Tanah Objek Reforma Agraria Tanah
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10.09 PROGRAM 2.10.09.2.01 2.10.09.2.01.02 Pengendalian Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian 1 Dokumen
PENGELOLAAN IZIN Penerbitan Izin Pemanfaatan Tanah Negara Pemanfataan Tanah Negara
MEMBUKA TANAH Membuka Tanah
2.10.10 PROGRAM 210.10.2.01 2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen
PENATAGUNAAN Penggunaan Tanah Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan
TANAH yang Hamparannya Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 PROGRAM 2.11.01.2.01 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.2.02 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 46 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.11.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 12 Dokumen | Kab-
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 6 Dokumen Kab..
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
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Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K 5“‘: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P: eglatan
2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 19 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.11.01.2.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis 1 Dokumen | Kab-
Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Barito
Realisasi Anggaran Selatan
2.11.01.2.03 2.11.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD Barito
Milik Daerah pada Milik Daerah SKPD Selatan
Perangkat Daerah
21 1_-0_1-2-03-03 KOO_"_“"“‘ dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 4 Laporan Kab..
Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Barito
SKPD SKPD Selatan
2.11.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 4 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Barang Milik | | aporan Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Daerah pada SKPD Selatan
2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan | Kab-
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
2.11.01.2.05 2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 1 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
2-”-012-05-0‘? Koordinasi da.n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dokumen Kab_~
Pelaksanaan Sistem Informasi Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 4 Orang | Kab.
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
2.11.01.2.06 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
2.11.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.11.01.2.06.07 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket Kab.
Bahan/Material Barito
Selatan
2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 80 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.11.01.2.06.11 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 1 Dokumen Kab.
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
2.11.01.2.08 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 7 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
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Program | Capaian Kegiatan | Capaian u u 9! 9 pat egiatan
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 28 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.11.01.2.09 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 10 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.11.01.2.09.02 Penyediaan.Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Dinas Operasional atau Lapangan
2-”-0?-2-09-” o Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.02 PROGRAM 2.11.02.2.02 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPIMD 1 Dokumen | Kab.
PERENCANAAN Penyelenggaraan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Barito
LINGKUNGAN HIDUP Kajian Lingkungan Selatan
Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
2.11.03 PROGRAM 2.11.03.2.01 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup 6 Dokumen
PENGENDALIAN Pencegahan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
PENCEMARAN Pencemaran dan/atau Pencegahan Pencemaran dan Laut
DAN/ATAU Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup Dilaksanakan
KERUSAKAN Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Kota dan Laut
2:”-03-_2-01_-02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 6 Dokumen
Slnkromsa%\ dan I?e.laksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor
Pengendalian Emisi Gas Rumah Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian 1 Dokumen
Laboratorium Lingkungan Hidup Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen
Kabupaten/Kota Mutu yang Dilaksanakan
2.11.03.2.02 2-11-032:02-91 Pemberian Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan 6 Laporan
Penanggulangan Informasi Peringatan Pencemaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencemaran dan/atau dan/atau Kerusakan Lingkungan pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Dilaksanakan
Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.02.03 Penghentian Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan 2 Titik
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
Lingkungan Hidup
2-”-03-2»03 2:”-03-_2-031-01 Kourdi.nasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Dokumen
Pemulihan Sinkronisasi Penghentian Sumber Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan
Pencemaran. dan/atau Pencemaran Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain
K?rusakan Lingkungan hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang
Hidup Dilaksanakan
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan 6 Dokumen
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Rehabilitasi
Rehabilitasi
2.11.04 PROGRAM 2.11.04.2.01 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan 1 Dokumen
PENGELOLAAN Pengelolaan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati yang Disusun
KEANEKARAGAMAN Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati
HAYATI (KEHATI) Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.02 Per\gelol.aan Taman | [yas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola 1
Keanekaragaman Hayati di Luar Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha
Kawasan Hutan
2-”-04-2-0"1-04 Pengelolaan Ruang | | yas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan 0.5
Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota Ha
2.11.05 PROGRAM 2.11.05.2.01 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan 2 Dokumen
PENGENDALIAN Penyimpanan Pemenuhan Komitmen Izin sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui
BAHAN BERBAHAYA sementara Limbah B3 Penyimpanan sementara Limbah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
DAN BERACUN (B3) B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Secara Elektronik
DAN LIMBAH BAHAN Pelayanan Perizinan Berusaha
BERBAHAYA DAN Terintegrasi Secara Elektronik
BERACUN (LIMBAH
B3)
2-71-05-2-01-02_ Verifikasi Lapangan | jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan 1 Laporan
untuk Memasnka.n .Peme.nuhan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin
Persyaratan Administrasi dan Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah
Teknis Penyimpanan sementara B3
Limbah B3
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan . . St«lb Ket.
Program | Capaian Kegiatan | Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
2.11.05.2.02 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi 1 Dokumen
Pengumpulan Limbah Sinkronisasi Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan
B3 dalam 1 (Satu) B3 dengan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,
Daerah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Kabupaten/Kota Pemanfaatan, Pengolahan, yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda
dan/atau Penimbunan Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan
dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang
Sesuai dengan Kewenangannya
2.11.06 PROGRAM 2.11.06.2.01 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, 10 Dokumen
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pemenuhan Ketentuan dan Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan
PENGAWASAN Pengawasan Terhadap Kewajiban Izin Lingkungan Operasi yang Diberikan
TERHADAP IZIN Usaha dan/atau dan/atau Izin PPLH
LINGKUNGAN DAN Kegiatan yang lzin
IZIN PERLINDUNGAN Lingkungan dan Izin
DAN PENGELOLAAN PPLH Diterbitkan oleh
LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Daerah
(PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha | jymlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang 10 Laporan
dan/atau Kegiatan yang Izin Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan,
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang | syrat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah
Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 10 Dokumen
Sinkronisasi Pengawasan dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi
Penerapan Sanksi Upaya dan Upaya dan Rencana PPLHD
Rencana PPLH
2.11.07 PROGRAM 2.11.07.2.01 2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 2 Dokumen
PENGAKUAN Pengakuan MHA, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan
KEBERADAAN Kearifan Lokal, Informasi Pengakuan Keberadaan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan
MASYARAKAT Pengetahuan MHA Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau
HUKUM ADAT Tradisional, dan Hak Pengetahuan Tradisional dan Hak Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait
(MHA), KEARIFAN MHA yang Terkait Kearifan Lokal atau Pengetahuan dengan PPLH
LOKAL DAN HAK dengan PPLH Tradisional dan Hak MHA Terkait
MHA YANG TERKAIT dengan PPLH
DENGAN PPLH
2.11.07.2.02 2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan 2 Dokumen
Peningkatan Kapasitas Kemitraan, Pendampingan, dan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
MHA dan Kearifan Penguatan Kelembagaan MHA, Terkait dengan PPLH yang Dilakukan
Lokal, Pengetahuan Kearifan Lokal, Pengetahuan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
Tradisional dan Hak Tradisional, dan Hak MHA Terkait Penguatan
MHA yang Terkait dengan PPLH
dengan PPLH
2.11.08 PROGRAM 2.11.08.2.01 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi 3 Lembaga
PENINGKATAN Penyelenggaraan Kapasitas dan Kompetensi Sumber | yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan
PENDIDIKAN, Pendidikan, Pelatihan, Daya Manusia Bidang Lingkungan Kompetensinya Terkait PPLH
PELATIHAN DAN dan Penyuluhan Hidup untuk Lembaga
PENYULUHAN Lingkungan Hidup Kemasyarakatan
LINGKUNGAN HIDUP untuk Lembaga
UNTUK Kemasyarakatan
MASYARAKAT Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli 5 Dokumen
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku 2 Orang
Penyuluhan dan Kampanye Usaha/Kegiatan yang terlibat
Lingkungan Hidup
2.11.09 PROGRAM 2.11.09.2.01 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia 2 Entitas
PENGHARGAAN Pemberian Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai
LINGKUNGAN HIDUP Penghargaan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Kinerjanya dalam rangka PPLH
UNTUK Lingkungan Hidup Pendidikan/Filantropi dalam
MASYARAKAT Tingkat Daerah Perlindungan dan Pengelolaan
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM 2.11.10.2.01 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 0 Dokumen
PENANGANAN Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terhadap Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian
PENGADUAN Pengaduan PPLH Kabupaten/Kota Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat di Bidang di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
';::;nsslr;ga:‘n dan Jumlah Pengaduan Masy./a.rakat Terha.dap PPLH. 5 Dokumen
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani
(PPLH)
Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 5 Dokumen
Sinkronisasi Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup
Sengketa, dan/atau Penyidikan di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau Melalui
Pengadilan
2.11.11 PROGRAM 2.11.11.2.01 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan 1 Laporan
PENGELOLAAN Pengelolaan Sampah Sampah dengan Melakukan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan
PERSAMPAHAN Pembatasan, Pendauran Ulang dan | pemanfaatan Kembali
Pemanfaatan Kembali
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2.11.11.2.01.03 Penanganan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, 8072 Ton
Sampah dengan Melakukan Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA
Pemilahan, Pengumpulan, Kabupaten/Kota
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran | jymlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau 1 Kelompok
Serta Masyarakat dalam Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam
Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat
2:”-1 1-_2-01_-05 Kuur.dinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen
Sinkronisasi Penyediaan Prasarana | penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama
dan Sarana Pengelolaan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di
Persampahan Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai
dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan
Mengacu pada Jakstrada
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana | jymlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah 20 Unit
dan Prasarana P.engelolaan untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,
Persampahan di TPA/TPST/SPA Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Kabupaten/Kota
2~11-1_142~03 2111 1~_2~03-03 Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, 1 Laporan
Pembinaan dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan
Pengawasan Standar Pelayanan Pengelolaan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah Sampah Kabupaten/Kota
yang Diselenggarakan
oleh Pihak Swasta
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01 PROGRAM 2.12.01.2.01 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Ka?.
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
212.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
K!neqa dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Barito
Selatan
2.12.01.2.02 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 28 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.12.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 4 Dokumen | Kab.
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 4 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4000000 Laporan Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Barito
Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
2-72'91102-06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen Kab..
Penyiapan Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Barito
Pemeriksaan Selatan
2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 12 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
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2.12.01.2.03 2.12.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD Barito
Milik Daerah pada Milik Daerah SKPD Selatan
Perangkat Daerah
2.12.01.2.03.02 Pengamanan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD
2.12.01.2.03.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan Kab.
Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Barito
SKPD SKPD Selatan
2.12.01.2.03.05 Rekonsiliasi danA ‘ Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 1 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Barang Milik | | aporan Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Daerah pada SKPD Selatan
2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
2.12.01.2.05 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymiah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan 30 Orang | Kab-
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Barito
Selatan
2.12.01.2.06 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 Paket | Kab-
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 2 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
2.12.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket | Kab-
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymiah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 2 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 0 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.12.01.2.06.07 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket Kab.
Bahan/Material Barito
Selatan
212.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 35 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.12.01.2.06.11 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 4 Dokumen Kab.
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
2.12.01.2.07 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Kab.
Pengadaan Barang Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.12.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Selatan
2.12.01.2.08 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1 Laporan | Kab-
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.12.01.2.09 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Milik Daerah Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Penunjang Urusan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah
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2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
2.12.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | pipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
2-72-0?-2-09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2 Unit Kab..
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
2.12,0?.2.09.11 o Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
2.12.02 PROGRAM 2.12.02.2.01 Pelayanan 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 3000 Dokumen
PENDAFTARAN Pendaftaran Penatausahaan dan Penerbitan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas
PENDUDUK Penduduk Dokumen Atas Pendaftaran Pendaftaran Penduduk
Penduduk
2.12.02.2.03 2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran 0 Laporan
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk penduduk
Pendaft:
endattaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran 4 Laporan
Penduduk
penduduk
2.12.02.2.04 2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait 4 Laporan
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Pendataran Penduduk
Pengawasan Penduduk
Penyelenggaraan
Pendaftaran
Penduduk
2.12.03 PROGRAM 2.12.03.2.01 Pelayanan 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan 5 Dokumen
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil Penatausahaan dan Penerbitan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Penting
2.12.03.2.02 2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan | jymlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor 2 Laporan
Penyelenggaraan Kantor Kementerian yang Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan
Pencatatan Sipil Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan di Bidang Agama Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi
Agama yang Berkaitan dengan Penduduk yang Beragama Islam
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam
2-@-03-2-02-04 Pelaya.nain Secara Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif 100 Dokumen Kab..
Aktif Pendaftaran Peristiwa Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Barito
Kependudukan dan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Selatan
Peristiwa Penting Terkait Penduduk
P tatan Sipil
encatatan Sipf Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga 0 Laporan
Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan
Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif 0 Laporan
Pendaftaran Peristiwva Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan
Sipil
2.12.04 PROGRAM 2.12.04.2.01 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah 2 Dokumen
PENGELOLAAN Pengumpulan Data Penyajian Data Kependudukan dan Disajikan
INFORMASI Kependudukan dan
ADMINISTRASI Pemanfaatan dan
KEPENDUDUKAN Penyajian Database
Kependudukan
2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data 1 Dokumen
Pemanfaatan Data Kependudukan Kependudukan
2.12.05 PROGRAM 2.12.05.2.01 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil | jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan 2 Dokumen
PENGELOLAAN Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
PROFIL Kependudukan Kependudukan serta Kebutuhan yang tersusun
KEPENDUDUKAN yang Lain
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01 PROGRAM 2.13.01.2.01 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Tahun Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.02 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.13.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Tahun | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
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2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1 Tahun | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | | aporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Selatan
SKPD SKPD
2.13.01.2.03 2.13.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Tahun | Kab.
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
2.13.01.2.05 2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jym|ah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Tahun | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.13.01.2.06 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Tahun Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.13.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Tahun | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jmlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Tahun | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Tahun | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Tahun Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1 Tahun | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.13.01.2.07 2.13.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Tahun | Kab.
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.13.01.2.08 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2-73-01:2-0?-02 Penyediaan J.asa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Tahun Ka?.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 Tahun | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1 Tahun | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.13.01.2.09 2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 Tahun | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Pajaknya Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Tahun | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
2.13.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset | Terjaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Tahun Semua
Tetap Lainnya Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.13.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 0 Unit Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1 Tahun Selatan
Kantor dan Bangunan Lainnya
2-73-0?-2-09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit Kab..
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan P Ged Kantor at: Selat:
B:: J:Z?\r?_r;?nnea ung Kantor atau Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 1 Tahun elatan
9 4 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.13.01.2.13 Penataan 2.13.01.2.13.01 Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 1 Tahun | Kab.
Organisasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | japatan Barito
Selatan
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2.13.02 PROGRAM 2.13.02.2.01 2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, 0 Desa
PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penghapusan, Penggabungan, dan Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status
Penataan Desa Perubahan Status Desa Desa
Pembuatan Raperda Usia Desa 100 %
213.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 100 Persen
dan Prasarana Desa
2.13.03 PROGRAM 2.13.03.2.01 Fasilitasi 2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam 0 Dokumen
PENINGKATAN KERJA Kerja Sama antar Desa Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
SAMA DESA Kabupaten/Kot:
abupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 100 %
dalam Kabupaten/Kota
2.13.04 PROGRAM 2.13.04.2.01 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi 100 Persen
ADMINISTRASI Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Desa
DESA Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan 100 Persen
Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa
2-73_-04-2-01-05 Pembinaan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti 100 Persen
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Desa
2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan 100 Persen
Penyelenggaraan Musyawarah Musyawarah Desa
Desa
2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 0 Dokumen
Pemberdayaan BUM Desa dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja
Lembaga Kerja Sama antar Desa Sama antar Desa
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM 100 %
Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 0 Dokumen
P Profil D
enyusunan Frofil Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 100 %
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset 100 Persen
Pengelolaan Aset Desa Desa
2.13.04.2.01.14 Pembinaan Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan 100 Persen
Peningkatan Kapasitas Anggota Peningkatan Kapasitas
BPD
213.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan 0 Dokumen
Perkembangan Desa serta Lomba | Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Desa dan Kelurah
€58 dan feluranan Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 100 %
Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.13.05 PROGRAM 2.13.05.2.01 2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi 100 Persen
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Inventarisasi Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat
LEMBAGA Lembaga Adat
KEMASYARAKATAN, Kemasyarakatan yang
LEMBAGA ADAT DAN Bergerak di Bidang
MASYARAKAT Pemberdayaan Desa
HUKUM ADAT dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, | jymlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan 0 Dokumen
Pemberdayaan dan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Lembaga Kemasyarakatan Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
P du, LPM, dan K
osyandu, » dan farang Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan 100 %
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Hukum Adat 4 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 100 Persen
Kapasitas Kelembagaan Lembaga (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan | Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
2.13.05.2.01.05 Fasilitasi . Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan 0 Dokumen
Pengembangan Usaha »Ekonom\ Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa
Masyarakat dan Pemerintah Desa | dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
lam Meningkatkan P
i:“aanesaemng atkan Pendapatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha 100 %
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
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2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa 0 Laporan
Pemerintah Desa dalam dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 100 %
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 0 Laporan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Royong Masyarakat
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong 100 %
Masyarakat
2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK 100 Persen
Penggerak PKK dalam dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01 PROGRAM 2.14.01.2.02 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 1 Orang/bulan | Kab.
PENUNJANG Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
URUSAN Keuangan Perangkat Selatan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.14.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 1 Dokumen | Kab-
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
2.14.01.2.06 2.14.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Perangkat Daerah Selatan
2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymiah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.14.01.2.07 2.14.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1Unit | Kab.
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.14.01.2.08 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Penunjang Urusan Listrik Selatan
Pemerintahan Daerah
2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.14.01.2.09 2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Milik Daerah Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Penunjang Urusan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah
2.14.01.2.09.06 Pemelih.araan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Unit Ka?.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Selat:
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit elatan
2.14.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
2.14.02 PROGRAM 2.14.02.2.01 2.14.02.2.01.01 Penyerasian Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan 1 Dokumen
PENGENDALIAN Pemaduan dan Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program
PENDUDUK Sinkronisasi Kebijakan Kabupaten/Kota Terhadap Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,
Pemerintah Daerah Kependudukan, Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana) )
Provinsi dengan Berencana dan Pembangunan
Pemerintah Daerah Keluarga (Program KKBPK)
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan 1 Dokumen
Pemanfaatan Grand Design Grand Design Pembangunan Kependudukan
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2-74-92_-2-01-10 Implementasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan 1 Laporan
Pendidikan Kependudukan Jalur Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan
Pendidikan Formal dan Nonformal | Nonformal
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2.14.02.2.02 Pemetaan 2.14.02.2.02.05 Penyusunan Kajian Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen
Perkiraan Dampak Kependudukan
Pengendalian
Penduduk Cakupan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.06 Pengembangan Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi 1 Dokumen
Model Solusi Strategis Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
Pengendalian Dampak
Kependudukan
2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan 12 Laporan
Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Sistem Informasi Keluarga
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang 1 Dokumen
dan Informasi Keluarga Tersedianya
2.14.03 PROGRAM 2.14.03.2.01 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi 1 Organisasi
PEMBINAAN Pelaksanaan Advokasi, KKBPK kepada Stakeholders dan Program Bangga Kencana (Pembangunan
KELUARGA Komunikasi, Informasi Mitra Kerja Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
BERENCANA (KB) dan Edukasi (KIE) Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Pengendalian
Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan 12 Dokumen
Informasi dan Edukasi (KIE) Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
Program KKBPK Sesuai Kearifan (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Budaya Lokal Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program 6 Dokumen
Program KKBPK Melalui Media Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,
Massa Cetak dan Elektronik serta Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui
Media Luar Ruang Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program 6 Laporan
Mekanisme Operasional Program | Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,
KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya
Mini Lokakarya (Minilok) (Minilok)
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan 18 Laporan
Operasional dan Sarana di Balai Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Penyuluhan KKBPK (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
2.14.03.2.01.08 Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan
Program KKBPK
2.14.03.2.02 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana | jymlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang 17 Unit
Pendayagunaan Pendukung Operasional PKB/PLKB | Tersedia
Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.03 Penguatan Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan 12 Laporan
Pelaksanaan Penyuluhan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana
Pengembangan Program KKBPK (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
untuk Petugas Keluarga Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader | jymlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader 93 Orang
Institusi Masyarakat Pedesaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
(IMP)
2.14.03.2.03 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat 180 Laporan
Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pendistribusian Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk
Kebutuhan Alat dan Pelayanan KB ke Fasilitas Jaringan dan Jejaringnya
Obat Kontrasepsi Kesehatan Termasuk Jaringan dan
serta Pelaksanaan Jejaringnya
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan 100 Orang
Kesertaan Penggunaan Metode Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | (mkJp)
2.14.03.2.03.08 Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan 180 Laporan
Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jejaringnya
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2.14.03.2.04 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan 15 Kampung
Pemberdayaan dan Pengelolaan Program KKBPK di dan Pengelolaan Program Bangga Kencana
Peningkatan Peran Kampung KB (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Serta Organisasi Keluarga Berencana) di Kampung KB
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
2.14.04 PROGRAM 2.14.04.2.01 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) 60 Orang
PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Operasional bagi Pengelola dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
DAN PENINGKATAN Pembangunan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
KELUARGA Keluarga Melalui Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Keluarga/UPPKS)
SEJAHTERA (KS) Pembinaan Ketahanan BKL, PPPKS, PIK-R dan
dan Kesejahteraan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.08 Promosi dan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi 1 Laporan
Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi
Keluarga (Menjadi Orang Tua Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
Hebat, Generasi Berencana, Keuangan Keluarga)
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
2.14.04.2.02 2.14.04.2.02.01 Penguatan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan 10 Organisasi
Pelaksanaan dan Kebijakan Daerah dalam rangka Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan
Peningkatan Peran Pemberdayaan dan Peningkatan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Serta Organisasi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
Kemasyarakatan Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Tingkat Daerah Lainnya dalam Pembinaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Kabupaten/ Kota Ketahanan dan Kesejahteraan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
dalam Pembangunan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Keluarga Melalui PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Pembinaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)
dan Kesejahteraan
Keluarga
2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan 1 Laporan
Mitra Kerja dan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan
Kemasyarakatan dalam Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan
Penggerakan Operasional Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.02.04 Promosi dan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi 1 Laporan | Kab.
Sosialisasi Program Ketahanan dan | program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Barito
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra | Mitra Kerja Selatan
Kerja
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.01 PROGRAM 2.15.01.2.01 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan | Kab-
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.15.01.2.03 2.15.01.2.03.04 Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan 1 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Pengawasan, dan Pengendalian Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada SKPD Selatan
Perangkat Daerah
2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Barang Milik | | aporan Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Daerah pada SKPD Selatan
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  39/82
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K st‘b e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P: egiatan
2.15.01.2.04 2.15.01.2.04.04 Pendataan dan Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 0 Dokumen | Kab.
Administrasi Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Barito
P D h D, h I
endapatan Daera aera Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 1 Dokumen Selatan
Kewenangan Daerah
Perangkat Daerah
2.15.01.2.04.07 Pelaporan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen | Kab.
Pengelolaan Retribusi Daerah Barito
Selatan
2.15.01.2.05 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 0 Orang | Kab.
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
K i Ti F i I
Pifaiga:al:l;l;erah ugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 6 Orang Selatan
9 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
2.15.01.2.06 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 50 Paket | Kab-
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 50 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
215.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang | juymiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 50 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- | perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.15.01.2.07 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 200 Unit Kab.
Pengadaan Barang Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Selatan
2.15.01.2.07.07 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 33Unit | Kab.
Tetap Lainnya Barito
Selatan
2.15.01.2.08 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 4 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 4 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.15.01.2.09 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Milik Daerah Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Penunjang Urusan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Kab.
Peral Mesin Lai Bari
eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit arito
Selatan
2.15.02 PROGRAM 2.15.02.2.02 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 100 Unit
PENYELENGGARAAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan yang Tersedia
LALU LINTAS DAN Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota
ANGKUTAN JALAN Jalan Kabupaten/Kota
(LLAJ)
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan 1 Unit
Pemeliharaan Prasarana Jalan Terpelihara
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan 25 Unit
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terpelihara
2.15.02.2.03 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang 1 Unit
Pengelolaan Terminal Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Direhabilitasi dan Dipelihara
Penumpang Tipe C Utama dan Pendukung)
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan . . Sflb Ket.
Program | Capaian Kegiatan | Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
2.15.02.2.04 215.02.2.04.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan 1 Dokumen
Penerbitan Izin Pemenuhan Persyaratan Perolehan | perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Penyelenggaraan dan Izin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan Pembangunan Fasilitas Parkir Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Secara Elektronik
dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 3 Laporan
Sinkronisasi Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan | Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Pengujian 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana | jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 5 Unit
Berkala Kendaraan dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
Bermotor Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian 100 Dokumen
Lulus Uji Pengujian Berkala Berkala Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 3 Unit
Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06 2.15.02.2.06.01 Penataan Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa 1 Laporan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Manajemen dan Lintas untuk Jaringan Jalan
Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten/Kota
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian 1 Laporan
Pengendalian Efektivitas Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan | kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan 1 Laporan
dan Angkutan Jalan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan 3 Laporan
Penyediaan Angkutan Pengawasan Ketersediaan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Umum untuk Jasa Angkutan Umum untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Angkutan Orang Angkutan Orang dan/atau Barang Kabupaten/Kota
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11 2.15.02.2.11.02 Penetapan Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan 1 Dokumen
Penetapan Rencana Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek
Umum Jaringan Trayek Umum Jaringan Trayek Perkotaan | perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Perkotaan dalam 1 dalam 1 (Satu) Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.15.03 PROGRAM 2.15.03.2.01 2.15.03.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 65 Laporan | Kab.
PENGELOLAAN Penerbitan Izin Usaha Sinkronisasi Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Barito
PELAYARAN Angkutan Laut bagi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan
Badan Usaha yang Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
Berdomisili dalam
Daerah
Kabupaten/Kota dan
Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.03.2.02 2.15.03.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 25 Laporan | Kab.
Penerbitan Izin Usaha Sinkronisasi Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Barito
Angkutan Laut Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan
Pelayaran Rakyat bagi Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan
Orang Perorangan Kabupaten/Kota
atau Badan Usaha
yang Berdomisili dan
yang Beroperasi pada
Lintas Pelabuhan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
21503213 2.15.03.2.13.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan 4 Dokumen | Kab.
Pembangunan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Barito
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian | pjjaksanakan Selatan
Pembangunan dan Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengoperasian
Pelabuhan Sungai dan
Danau
2.15.03.2.13.04 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian 60 Laporan | Kab.
Pengoperasian Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai dan Danau Barito
dan Danau Selatan
2.15.03.2.13.05 Pemenuhan fasilitas | jymlah Laporan Pengawasan Pengoperasian 3 Laporan | Kab.
Pelayanan Angkutan pelabuhan Pelabuhan Sungai dan Danau Barito
Sungai dan Danau Selatan
2.15.03.2.13.06 Pembangunan Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di 5 Unit | Kab.
Dermaga Sungai dan Danau Pembangunan Barito
Selatan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K St‘b e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
2.15.03.2.13.07 Pemeliharaan Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara 6 Unit | Kab.
Dermaga Sungai dan Danau Barito
Selatan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01 PROGRAM 2.16.01.2.01 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen | Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 12 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 12 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 12 Dokumen Kab..
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 10 Dokumen Kab..
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
2.16.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12 Laporan Kat?.
P.enyElsunan LaP_Ofa” Ca.pala?n Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
K!neqa dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.2.02 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 29 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.16.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 12 Dokumen | Kab-
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 12 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 19 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.16.01.2.03 2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 4 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Penyusunan Laporan Barang Milik | | aporan Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Daerah pada SKPD Selatan
Perangkat Daerah
2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 8 Laporan | Kab-
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
2.16.01.2.06 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 0 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
2.16.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 24 Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Disediakan Barito
Selatan
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang | juymiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.16.01.2.08 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  42/82
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
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Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K s"'lb e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P! egiatan
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 24 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 20 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.16.01.2.09 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 4 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.16.01.2.13 Penataan 2.16.01.2.13.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan 12 Dokumen | Kab.
Organisasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Analisis Jabatan Barito
Selatan
2.16.02 PROGRAM 2.16.02.2.01 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan 378 Dokumen
PENGELOLAAN Pengelolaan Informasi Konten dan Perencanaan Media Perencanaan Media Komunikasi Publik
INFORMASI DAN dan Komunikasi Publik Komunikasi Publik
KOMUNIKASI PUBLIK Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media | jymlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 4000 Dokumen
Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 6 Dokumen
Informasi Publik
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan | jymlah Layanan Hubungan Media 18 Layanan
Media
2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku 1 Dokumen
Pemangku Kepentingan Kepentingan
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, 9 Dokumen
Hubgngan Masyar.akat, Media dan | Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan
Kemitraan Komunitas Informasi Program atau Kebijakan
2-76-02-_2-01-13 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan 18 Unit
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan | Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Prasarana Pendukung Informasi
dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03 PROGRAM 2.16.03.2.01 2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama | jumiah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah 1 Domain
PENGELOLAAN Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
APLIKASI Domain yang Telah Kabupaten/Kota
INFORMATIKA Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di
Lingkup Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaa.n Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan 30 Dokumen
dan Pengawasa.n Nama Domain Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
dan Sub Domain dalam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1 Unit
Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah
2.16.03.2.02 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan 30 Dokumen
Pengelolaan E- dan Pengawasan E-government Pengawasan E-Government dalam
government di dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lingkup Pemerintah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 3 Unit
Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem 10 Dokumen
Sistem Komunikasi Intra Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
2-7@03:2-02-07 Penge‘mt.)angan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis 3 Unit
Aplikasi dan Proses Bisnis Elektronik yang Dikembangkan
Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.09 Pengembangan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang 3 Dokumen
dan Pengelolaan Ekosistem Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Smart City
Cerdas
2-76-03-_2-02-12 Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 30 Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Pengembangan Ekosistem SPBE
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01 PROGRAM 2.17.01.2.02 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 45 Orang/bulan Kab.
PENUNJANG Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
URUSAN Keuangan Perangkat Selatan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan . . St«lb Ket.
Program | Capaian Kegiatan | Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 2 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
2.17.01.2.05 2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jym|ah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 18 Orang | Kab.
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Barito
Perundang-Undangan Selatan
2.17.01.2.06 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab-
Administrasi Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Perangkat Daerah Selatan
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymiah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
217.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 5 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.17.01.2.08 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 90 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.17.01.2.09 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 18 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
2.17.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 5 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
2.17.03 PROGRAM 2.17.03.2.01 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan 6 Unit
PENGAWASAN DAN Pemeriksaan dan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta  Usaha
PEMERIKSAAN Pengawasan Koperasi, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
KOPERASI Koperasi Simpan Koperasi Kewenangan
Pinjam/Unit Simpan Kabupaten/Kota
Pinjam Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- 2 Unit
Kepatuhan Koperasi Terhadap Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja Usaha
Peraturan Perundang-Undangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.04 PROGRAM 2.17.04.2.01 Penilaian 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan 6 Unit
PENILAIAN Kesehatan Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Penilaian Kesehatan Usaha
KESEHATAN KSP/USP Simpan Pinjam/Unit Koperasi Kewenangan
KOPERASI Simpan Pinjam Kabupaten/Kota
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.05 PROGRAM 2.17.05.2.01 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan 25 Orang
PENDIDIKAN DAN Pendidikan dan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian
LATIHAN Latihan Perkoperasian Perkoperasian serta Kapasitas dan
PERKOPERASIAN Bagi Koperasi yang Kompetensi SDM Koperasi
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target SubKegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K 5"-'b et
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P! egiatan
2.17.06 PROGRAM 2.17.06.2.01 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, 2 Unit
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas, Nilai Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Usaha
DAN PERLINDUNGAN Perlindungan Koperasi Tambah, Akses Pasar, Akses Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
KOPERASI yang Keanggotaannya Pembiayaan, Penguatan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
dalam Daerah Kelembagaan, Penataan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07 PROGRAM 2.17.07.2.01 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha 5 Dokumen
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Usaha Mikro Mikro
USAHA MENENGAH, Mikro yang Dilakukan
USAHA KECIL, DAN Melalui Pendataan,
USAHA MIKRO Kemitraan,
(UMKM) Kemudahan Perizinan,
Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan 5 Unit
Melalui Kemitraan Usaha Mikro Kemitraan Usaha Mikro Usaha
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan 12 Unit
Kelembagaan Potensi dan Kemitraan Usaha Mikro Usaha
Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan 12 Unit
dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Usaha
2-77'07~_2~01-05 Koordinasi dan Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan 12 Orang
Sinkronisasi denga.n Para Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Pemangku Kepentingan dalam dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.08 PROGRAM 2.17.08.2.01 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam 3 Unit
PENGEMBANGAN Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, ~ Usaha
UMKM Mikro dengan Pengembangan Produksi dan SDM, serta Desain dan Teknologi
Orientasi Peningkatan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
Skala Usaha Menjadi serta Desain dan Teknologi
Usaha Kecil
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01 PROGRAM 2.18.01.2.01 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen | Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Kab:
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
2.18.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 Laporan Kab‘.
Penyusunan Lagoran Ca.pala.n Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.18.01.2.02 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 30 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
2.18.01.2.05 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 4 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
2.18.01.2.06 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
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2.18.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jymlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.18.01.2.07 2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit Kab.
Pengadaan Barang Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.18.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 6 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Selatan
2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit | Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Bangunan Lainnya Selatan
2.18.01.2.08 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
2.18.01.2.09 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
2.18.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
2.18.02 PROGRAM 2.18.02.2.01 2.18.02.2.01.01 Penetapan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam 12 Dokumen
PENGEMBANGAN Penetapan Pemberian Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
IKLIM PENANAMAN Fasilitas/Insentif Pemberian Fasilitas/Insentif dan Penanaman Modal
MODAL Dibidang Penanaman Kemudahan Penanaman Modal
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha 2 Dokumen
Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.18.03 PROGRAM 2.18.03.2.01 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 5 Dokumen
PROMOSI Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Penanaman Modal Kabupaten/Kota
PENANAMAN Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
MODAL Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.04 PROGRAM 2.18.04.2.01 Pelayanan 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan 155 Pelaku
PELAYANAN Perizinan dan Non Pelayanan Terpadu Perizinan dan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Usaha
PENANAMAN Perizinan Secara Nonperizinan Berbasis Sistem Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
MODAL Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
dibidang Penanaman Terintegrasi Secara Elektronik
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.02 Pemantauan. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 155 Kegiatan
Pemenuhan K?mltmen Perizinan Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen ~ Usaha
dan Non Perizinan Penanaman Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
Modal Penanaman Modal
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Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K St‘b et
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
2.18.04.2.01.03 Per?yediaan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi 10 Orang
Layanan Konsultasi dan dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Masyarakat Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 1 Kegiatan
Sinkronisasi Penetapan Pemberian | Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan ~ Usaha
Fasilitas/Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.05 PROGRAM 2.18.05.2.01 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 7 Kegiatan
PENGENDALIAN Pengendalian Sinkronisasi Pemantauan Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Usaha.
PELAKSANAAN Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
PENANAMAN Penanaman Modal
MODAL yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2:78-05-_2-01_-02 KO?'di"HSI dan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 350 Pelaku
Sinkronisasi Pembinaan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Usaha
Pelaksanaan Penanaman Modal
2:18.05..2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 17 Kegiatan
Sinkronisasi Pengawasan Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha
Pelaksanaan Penanaman Modal Pengawasan
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01 PROGRAM 2.19.01.2.01 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen | Semua
PENUNJAN P Dok P P ki Kab/K
UNJANG erencanaan, okumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen ab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.19.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4 Laporan Kal:?.
Pfenygsunan Lap.oran Ca.pam?n Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
K!neqa dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.19.01.2.02 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 33 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
2.19.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 1 Dokumen | Kab-
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
2.19.01.2.03 2.19.01.2.03.04 Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan 1 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Pengawasan, dan Pengendalian Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada SKPD Selatan
Perangkat Daerah
2.19.01.2.05 2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jumiah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
2.19.01.2.06 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket | Semua
Administrasi Umum Logistik Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Kab.
Barito
Selatan
2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
2.19.01.2.09 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.19.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
2.19.02 PROGRAM 2.19.02.2.01 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh 6 Orang
PENGEMBANGAN Penyadaran, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya
KAPASITAS DAYA Pemberdayaan, dan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Saingnya
SAING KEPEMUDAAN Pengembangan Pemuda Pelopor
Pemuda dan
Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.07 Pemberian Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 1 0rang | Kab.
Penghargaan Pemuda dan Penerima Penghargaan Barito
Organisasi Pemuda yang Berjasa Selatan
dan/atau Berprestasi
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target fegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K sul: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian N 9 P eglatan
2-79-0?-2-01-09 P.enyelenggaraan Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang 70 Orang
Selek.5| dan Pelatihan Pasukan Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan
Pengibar Bendera Diberikan Pelatihan
2.19.03 PROGRAM 2.19.03.2.01 2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta 8 Unit
PENGEMBANGAN Pembinaan dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh
KAPASITAS DAYA Pengembangan Pembentukan dan Pengembangan | Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan
SAING Olahraga Pendidikan Pusat Pembinaan dan Pelatihan
KEOLAHRAGAAN pada Jenjang Olahraga serta Sekolah Olahraga
Pendidikan yang yang Diselenggarakan oleh
Menjadi Kewenangan Masyarakat dan Dunia Usaha
Daerah
Kabupaten/Kota
2:79-03-_2-01_-02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi 1 Dokumen
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan
Pemberdayaan Perkumpulan Pendidikan Dasar
Olahraga dan Penyelenggaraan
Kompetisi oleh Satuan Pendidikan
Dasar
2.19.03.2.02 2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan 1 Dokumen
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan 5 Orang | Kab-
Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Barito
Penyelenggaraan Kejuaraan Selatan
2.19.03.2.03 2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang 1 Dokumen
Pembinaan dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Tersedia dan Termanfaatkan
Pengembangan Informasi Sektoral Olahraga
Olahraga Prestasi
Tingkat Daerah
Provinsi
2.19.03.2.05 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga 1 Dokumen
Pembinaan dan Olahraga Tradisional dalam Tradisional di Masyarakat
Pengembangan Masyarakat
Olahraga Rekreasi
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 PROGRAM 2.20.02.2.01 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Dokumen
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi
STATISTIK SEKTORAL Statistik Sektoral di Pengolahan, Analisis dan Data Statistik Sektoral
Lingkup Daerah Diseminasi Data Statistik Sektoral
Kabupaten/Kota
2-20-0_2-2-01-02 Peningkatan Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam 30 Orang
Kapasitas SDM Pemerintah Daerah | peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
dalam Peningkatan Mutu Statistik
Daerah yang Terintegrasi
220.02.2.01.03 Membangun Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang 613 Dokumen
Metadata Statistik Sektoral Dihimpun
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 PROGRAM 2.21.02.2.01 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi 1 Laporan
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintahan | pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
PERSANDIAN UNTUK Persandian untuk Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
PENGAMANAN Pengamanan Elektronik dan Non Elektronik
INFORMASI Informasi Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM 2.22.02.2.01 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber | jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, 10 Orang
PENGEMBANGAN Pengelolaan Daya Manusia, Lembaga, dan Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
KEBUDAYAAN Kebudayaan yang Pranata Kebudayaan
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.02.2.02 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan 9 Objek | Kab.
Pelestarian Kesenian Pengembangan, Pemanfaatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Barito
Tradisional yang Objek Pemajuan Tradisi Budaya Selatan
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2-22-022-02-92 Pembinaan Sumber | jymlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1 Laporan
Daya Manusia, Lembaga, dan Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pranata Tradisional
2.22.03 PROGRAM 2.22.03.2.01 2.22.03.2.01.03 Peningkatan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang 3 Lembaga Kab.
PENGEMBANGAN Pembinaan Kesenian Kapasitas Tata Kelola Lembaga Ditingkatkan Kapasitasnya Barito
KESENIAN yang Masyarakat Kesenian Tradisional Selatan
TRADISIONAL Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.05 PROGRAM 2.22.05.2.02 2.22.05.2.02.02 Pengembangan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 0 Objek Kab.
PELESTARIAN DAN Pengelolaan Cagar Cagar Budaya Barito
PENGELOLAAN Budaya Peringkat Selatan
CAGAR BUDAYA Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K st‘b e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
2.22.06 PROGRAM 2.22.06.2.01 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 1 Unit
PENGELOLAAN Pengelolaan Museum Pemeliharaan Sarana dan dan Terpelihara
PERMUSEUMAN Kabupaten/Kota Prasarana Museum
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.01 PROGRAM 2.23.01.2.01 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 19 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2.23.01.2.02 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 26 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
223.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 12 Dokumen | Kab-.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
223.01.2.03 2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan | Kab.
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
2.23.01.2.05 223.01.2.05.01 Peningkatan Sarana | jymlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 17 Unit | Kab-
Administrasi dan Prasarana Disiplin Pegawai Pegawai Barito
Kepegawaian Selatan
Perangkat Daerah
2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jym|ah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kelengkapannya Selatan
2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 6 Orang | Kab.
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
2.23.01.2.06 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab-
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
2.23.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
223.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket | Kab-
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket | Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang | juymlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jmlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 2160 Dokumen | Kab-
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 130 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
2.23.01.2.07 2.23.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 5 Unit | Kab.
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 36 Unit Kab_~
dan Prasarana Pendukung Gedung | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan
2.23.01.2.08 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
2-23-01:2-05_5-02 Penyediaan J.asa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 36 Laporan Ka?.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 4 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegtatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K sf‘b e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P! egiatan
2.23.01.2.09 2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 6 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
2.23.01.2.09.02 I?enyediaan.Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Dinas Operasional atau Lapangan
223.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit | Kab-
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
223.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
2.23.02 PROGRAM 22302201 2.23.02.2.01.01 Pengembangan Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang 2 Layanan | Kab.
PEMBINAAN Pengelolaan dan Pemeliharaan Layanan Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Barito
PERPUSTAKAAN Perpustakaan Tingkat Perpustakaan Elektronik Berbasis 1SO20000 (ITSM : Information Technology Selatan
Daerah Service Management)
Kabupaten/Kota
2.23.022.01.02 F’e.ngembangan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di 93 Perpustakaan Ka?.
Perpustakaan di Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Barito
Kabupaten/Kota Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Selatan
Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya
2.23.02.2.01.03 Pengembangan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah 15 Eksemplar | Kab.
Kekhasan Koleksi Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Barito
Daerah Tingkat Daerah Selatan
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.04 Pembinaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan 72 Perpustakaan Kab..
Perpustakaan pada Satuan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Barito
Pendidikan Dasar di Seluruh Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Selatan
Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
2.23.02.2.01.05 Pembinaan Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina 6 Perpustakaan | Kab.
Perpustakaan Khusus Tingkat Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Barito
Kabupaten/Kota Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Selatan
2.23,0.2.2.0"-06 Peningkatan Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan 2 Orang Kab..
Kapasitas Tenaga I?erpustakaan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Barito
dan Pustakawan Tingkat Daerah Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Selatan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.23.022.01.07 Pengemba.ngan Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang 10 Layanan Ka?.
Layanan Perpustakaan Rujukan Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Barito
Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Koleksi Selatan
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan 36218 Eksemplar | Kab.
Pengembangan Bahan Pustaka Pengelolaan dan Pengembangan untuk Barito
Mewujudkan Keberagaman Koleksi Selatan
Perpustakaan
2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga 1 Dokumen | Kab.
dan Informasi Perpustakaan, Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Barito
Tenaga Perpustakaan dan Kabupaten/Kota Selatan
Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca 28 Lokus | Kab.
Pembudayaan Gemar Baca dan Literasi pada Satuan dan Literasi pada Satuan Pendidikan Barito
Membaca Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Selatan
Daerah Khusus serta Masyarakat
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.03 Pemberian Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan 5 Orang Kab‘.
Penghargaan Gerakan Budaya Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Barito
Gemar Membaca Kota Selatan
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 6 Perpustakaan | Kab-
Literasi Berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Barito
Selatan
2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Orang | Kab.
Baca Tingkat Daerah yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Barito
Kabupaten/Kota Selatan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM 2.24.02.2.01 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan 1200 Berkas | Kab.
PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Penggunaan Arsip Dinamis Digunakan Barito
Dinamis Daerah Selatan
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan 1200 Berkas | Kab-
Penyusutan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Barito
Selatan
2-_24-02_-2-01-03 Pengawasan Arsip | jymlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis 12 Laporan Kab..
Dinamis Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Barito
Kabupaten/Kota Selatan
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  50/82



10/4/22, 9:34 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan . . Stxb Ket.
Program | Capaian Kegiatan | Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
2.24.02.2.02 2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan | jymiah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang 10 Arsip | Kab.
Pengelolaan Arsip Penyampaian Salinan Otentik Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI Barito
Statis Daerah Naskah Asli Arsip Terjaga kepada Selatan
Kabupaten/Kota ANRI
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, 272 Arsip | Kab.
Pengolahan, Preservasi, dan Akses | pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Barito
Arsip Statis Selatan
2.24.02.2.03 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses 480 Pengguna | Kab.
Pengelolaan Simpul Informasi, Akses dan Layanan dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Barito
Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Selatan
Kearsipan Nasional Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Tingkat
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit ~ 2 Laporan | Kab-
Kapasitas Unit Kearsipan dan Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Barito
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Selatan
Kabupaten/Kota
2.24.03 PROGRAM 2.24.03.2.01 2.24.03.2.01.01 Penilaian, Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan 25 Arsip | Kab-
PERLINDUNGAN DAN Pemusnahan Arsip Penetapan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Barito
PENYELAMATAN Dilingkungan Pemusnahan Arsip yang Memiliki di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Selatan
ARSIP Pemerintah Daerah Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)
Kabupaten/Kota yang Tahun
Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM 3.25.03.2.01 3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya kan di 12 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN Pengelolaan dan Informasi Sumber Daya lkan Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Barito
PERIKANAN Penangkapan lkan di Tersedia Selatan
TANGKAP Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.03 Penjaminan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang 2 Lokasi
Ketersediaan Sarana Usaha Tersedia
Perikanan Tangkap
3.25.03.2.02 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 1 Paket | Kab-
Pemberdayaan Kapasitas Nelayan Kecil Barito
Nelayan Kecil dalam Selatan
Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi 6 Kecamatan | Kab.
Fasilitasi Pembentukan dan Pembentukan dan Pengembangan Barito
Pengembangan Kelembagaan Kelembagaannya Selatan
Nelayan Kecil
3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan 50 Unit | Kab-
Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha ~ Usaha | Barito
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Selatan
Usaha
3.25.03.2.03 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan 0 Layanan | Kab.
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Barito
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI) Selatan
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)
3.25.03.2.04 3.25.03.2.04.02 Pelayanan
Penerbitan Tanda Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Daftar Kapal Perikanan Perikanan Berukuran sampai
Berukuran sampai dengan 10 GT
dengan 10 GT di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04 PROGRAM 3.25.04.2.02 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang 1 Kelompok Kab.
PENGELOLAAN Pemberdayaan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas Barito
PERIKANAN Pembudi Daya Ikan Selatan
BUDIDAYA Kecil
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Kab.
Fasilitasi Pembentukan dan Barito
Pengembangan Kelembagaan Selatan
Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan 0 Kelompok | Kab-
Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Barito
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Selatan
Usaha
3.25.04.2.04 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data
Pengelolaan dan Informasi Pembudidayaan lkan
Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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3.25.04.2.04.02 Penyediaan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 0 Unit
Prasarana Pembudidayaan lkan Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Jumlah Sarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) 0 Unit
Ketersediaan Sarana Daerah Kabupaten/Kota
Pembudidayaan Ikan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 0 Dokumen
Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan 0 Orang
Pemantauan Pembudidayaan Ikan | dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
di Darat
3.25.04.2.04.06 Perencanaan, Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang 0 Ha
Pengembangan, Pemanfaatan dan Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan
Perlindungan Lahan untuk Dilindungi
Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.05 PROGRAM 3.25.05.2.01 3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha | jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya 0 Dokumen
PENGAWASAN Pengawasan Sumber Perikanan Tangkap di Wilayah Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,
SUMBER DAYA Daya Perikanan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
KELAUTAN DAN Wilayah Sungai, Genangan Air Lainnya yang Dapat Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
PERIKANAN Danau, Waduk, Rawa, Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
3.25.06 PROGRAM 3.25.06.2.01 3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 0 Dokumen
PENGOLAHAN DAN Penerbitan Tanda dan Informasi Usaha Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala
PEMASARAN HASIL Daftar Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan Usaha dan Risiko
PERIKANAN Pengolahan Hasil dalam 1 (Satu) Daerah
Perikanan bagi Usaha Kabupaten/Kota
Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.02 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil 0 Unit
Pembinaan Mutu dan Bimbingan dan Penerapan Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Usaha
Keamanan Hasil Persyaratan atau Standar pada Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha
Perikanan bagi Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran | pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala
Pengolahan dan Skala Mikro dan Kecil Usaha dan Risiko
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
3.25.06.2.03 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi 0 Ton
Penyediaan dan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi | gan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah
Penyaluran Bahan dan Usaha Pengolahan dalam 1 Kabupaten/Kota
Baku Industri (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan lkan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas | jymiah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil 0 Pelaku
bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala | galam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Usaha
Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Terfasilitasi
Daerah Kabupaten/Kota
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM 3.26.02.2.03 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang 3 Lokasi | Kab.
PENINGKATAN DAYA Pengelolaan Destinasi Destinasi Pariwisata Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Barito
TARIK DESTINASI Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Selatan
PARIWISATA Kabupaten/Kota Revitalisasi)
3.26.03 PROGRAM 3.26.03.2.01 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi | jymlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui 1 Dokumen
PEMASARAN Pemasaran Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik, Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik
PARIWISATA Dalam dan Luar dan Media Lainnya Baik Dalam dan | pajam dan Luar Negeri
Negeri Daya Tarik, Luar Negeri
Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik 0 Laporan
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dalam dan Luar Negeri
dan Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan 1 Dokumen | Kab.
Sama dan Kemitraan Pariwisata Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Barito
Dalam dan Luar Negeri Selatan
3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen
Evaluasi Pengembangan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
3.26.04 PROGRAM 3.26.04.2.02 3.26.04.2.02.05 Pengembangan terlaksananya pagelaran seni panggung hiburan 1 kegiatan
PENGEMBANGAN Pengembangan Sistem Pemasaran sanggu
EKONOMI KREATIF Ekosistem Ekonomi
MELALUI Kreatif
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
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3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta 1 Dokumen
Intelektual Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan
Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif
3.26.05 PROGRAM 3.26.05.2.01 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 10 Orang
PENGEMBANGAN Pelaksanaan Kompetensi SDM Pariwisata dan Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya
SUMBER DAYA Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
PARIWISATA DAN Sumber Daya Manusia
EKONOMI KREATIF Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.01 PROGRAM 3.27.01.2.01 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
3.27.01.2.02 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 166 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 19 Laporan Kab_~
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.27.01.2.03 3.27.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 4 Laporan | Kab-
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
3.27.01.2.05 3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 5 Orang | Kab.
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Kepegawaian Tugas dan Fungsi Selatan
Perangkat Daerah
3.27.01.2.06 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13 Paket Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
3.27.02 PROGRAM 3.27.02.2.01 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Jumlah Kelompok Tani Yang dibina 8 Poktan Kab.
PENYEDIAAN DAN P P S: Penduki Barit
engawasan enggynaan ar.ana enduiung Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung 0 Laporan anto
PENGEMBANGAN Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai dengan Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Selatan
SARANA PERTANIAN Pertanian Komoditas, Teknologi dan Spesifik nian sesual deng as: 9!
. Spesifik Lokasi
Lokasi
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Jumlah Pestisida dan Herbisida 350 Liter Kab.
Penggynaan Sarana Pendukung Jumlah Pestisida dan Herbisida 500 Kg Barito
Pertanian Selatan
3.27.02.2.02 3.27.02.2.02.01 Penjaminan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian 8 VUB | Kab-
Pengelolaan Sumber Kemurnian dan Kelestarian SDG dan Pemurnian Barito
Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman Selatan
Hewan, Tumbuhan,
dan Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG 5 Dokumen | Kab.
Kualitas SDG Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman Barito
Selatan
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 5 Jenis Kab.
Hewan/Tanaman Barito
Selatan
3.27.02.2.03 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 2 Unit | Kab.
Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Barito
dan Peredaran Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Selatan
Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak
serta Pakan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
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3.27.02.2.05 3.27.02.2.05.01 Penjaminan Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar 1631 Ekor Kab.
Pengendalian dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Barito
Pengawasan Selatan
Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.05 Pengendalian Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1500 Kg | Kab:
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan | yang Tersedia Barito
Hijauan Pakan Ternak Selatan
3.27.02.2.05.06 Pengawasan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan 2 Laporan | Kb
Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Barito
HPT, Bahan Pakan/Pakan Selatan
3.27.02.2.06 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari 1631 Kab.
Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Daerah Kabupaten/Kota Lain Ekor Barito
Benih/Bibit Ternak dan Sumbernya dari Daerah Selatan
Hijauan Pakan Ternak Kabupaten/Kota Lain
yang Sumbernya
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
3.27.03 PROGRAM 3.27.03.2.01 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, 4 kegiatan Kab.
PENYEDIAAN DAN Pengembangan Pertanian Pangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Barito
PENGEMBANGAN Prasarana Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Selatan
PRASARANA Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
PERTANIAN Berkelanjutan/KP2B dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana 3 kegiatan | Kab.
Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pendukung Pertanian Lainnya Barito
Pertanian Lainnya Selatan
3.27.03.2.02 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan 1 Unit | Kab.
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dipelihara Barito
Prasarana Pertanian Jalan Usaha Tani Selatan
3.27.04 PROGRAM 3.27.04.2.01 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan 4 Laporan Kab.
PENGENDALIAN Penjaminan Kesehatan Penanggulangan Penyakit Hewan Penyakit Hewan dan Zoonosis Barito
KESEHATAN HEWAN Hewan, Penutupan dan Zoonosis Selatan
DAN KESEHATAN dan Pembukaan
MASYARAKAT Daerah Wabah
VETERINER Penyakit Hewan
Menular Dalam
daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.04 3.27.04.2.04.02 Pengawasan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk 1 Laporan | Semua
Penerapan dan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Kab/Kota
Pengawasan Hewan Kab.
Persyaratan Teknis Barito
Kesehatan Masyarakat Selatan
Veteriner
3.27.05 PROGRAM 3.27.05.2.01 3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Jumlah Gapoktan Yang dibina 6 Gapoktan Kab.
PENGENDALIAN DAN Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Lahan, dan Barito
PENANGGULANGAN Penanggulangan Gangguan Usaha Tanaman Selatan
BENCANA Bencana Pertanian Pangan, Hortikultura, dan
PERTANIAN Kabupaten/Kota Perkebunan
3.27.06 PROGRAM 3.27.06.2.01 3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan | jumiah Penilaian Kelayakan dan Pemberian 5 Dokumen | Kab.
PERIZINAN USAHA Penerbitan Izin Usaha dan Pemberian Pertimbangan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Barito
PERTANIAN Pertanian yang Teknis Izin Usaha Pertanian Selatan
Kegiatan Usahanya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.07 PROGRAM 3.27.07.2.01 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 72 Unit | Kab.
PENYULUHAN Pelaksanaan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Barito
PERTANIAN Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian di Selatan
Kecamatan dan Desa
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 678 Unit | Kab.
Kapasitas Kelembagaan Petani di yang Ditingkatkan Kapasitasnya Barito
Kecamatan dan Desa Selatan
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 16 Unit | Kab.
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Barito
Penyuluhan Pertanian Selatan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM 3.30.02.2.06 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, 3 Laporan
PERIZINAN DAN Pengendalian Fasilitas Distribusi, Pengemasan dan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
PENDAFTARAN Penyimpanan Bahan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan
PERUSAHAAN Berbahaya dan Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Pgng.awaéan Berbahaya (PA-B2) maupun Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang 3 Laporan
Distribusi, Produsen B2 (P-B2) .
Pengemasan dan Kebutuh.an .Pol«?k dan Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Pelabelan Bahan Kabupaten/Kota
Berbahaya di Tingkat
Daerah Kabupaten/
Kota
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3.30.03 PROGRAM 3.30.03.2.01 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 1 Unit
PENINGKATAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan
SARANA DISTRIBUSI Pengelolaan Sarana Perdagangan
PERDAGANGAN Distribusi
Perdagangan
3-30-0_3-2»02 3-30-03-2-0_2-01 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 12 Dokumen
Pembinaan Terhadap Pengendalian Pengelola Sarana Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Perdagangan
Distribusi
Perdagangan
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
3.30.04 PROGRAM 3.30.04.2.01 Menjamin 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau 13 Laporan
STABILISASI HARGA Ketersediaan Barang Ketersediaan Barang Kebutuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
BARANG Kebutuhan Pokok dan Pokok dan Barang Penting di Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
KEBUTUHAN POKOK Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
DAN BARANG Tingkat Daerah
PENTING Kabupaten/ Kota
33004.202 330.04.2.02.01 Pemantauan Harga | jymiah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 13 Laporan
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
dan Stok Barang dan Barang Penting pada Pelaku Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kebutuhan Pokok dan Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten/Kota
Barang Penting di (Satu) Kabupaten/Kota
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3.30.06 PROGRAM 3.30.06.2.01 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat 107 Unit
STANDARDISASI DAN Pelaksanaan Metrologi Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Perlengkapan Ditera Ulang
PERLINDUNGAN Legal, Berupa Tera, Ulang
KONSUMEN Tera Ulang, dan
Pengawasan
330.06.2.01.02 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang 3 Orang
Pengawasan/Penyuluhan Dibina
Metrologi Legal
3.30.06.2.01.03 Penyidikan Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 44 Unit
Metrologi Legal
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 PROGRAM 331.02.201 331.02.2.01.02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan 1 Dokumen
PERENCANAAN DAN Penyusunan dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,
PEMBANGUNAN Evaluasi Rencana Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
INDUSTRI Pembangunan Industri Pengembangan, Penyebaran dan Industri
Kabupaten/Kota Perwilayahan Industri .
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen
331.02.2.01.05 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 1 Dokumen
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Serta Masyarakat
331.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap | jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1 Dokumen
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Pembangunan Industri
3.31.04 PROGRAM 3.31.04.2.01 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, 1 Dokumen
PENGELOLAAN Penyediaan Informasi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data
SISTEM INFORMASI Industri untuk Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
INDUSTRI NASIONAL Informasi Industri Kawasan Industri serta Data Lain Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri
untuk [UI, IPUI, IUKI Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Nasional (SlINas)
dan IPKI Kewenangan Sistem Informasi Industri Nasional
Kabupaten/Kota (SlINas)
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.02 PROGRAM 3.32,02.2.01 3.32.02.2.01.03 Penyediaan Tanah | | a5 Tanah untuk Pembangunan Kawasan 0 Hektar | Kab.
PERENCANAAN Pencadangan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Barito
KAWASAN untuk Kawasan Transmigrasi Selatan
TRANSMIGRASI Transmigrasi
3.32.03 PROGRAM 3.32.03.2.01 Penataan 3.32.03.2.01.02 Penyiapan Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan 0 Dokumen | Kab.
PEMBANGUNAN Persebaran Penduduk Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Barito
KAWASAN yang Berasal dari 1 Ekonomi bagi Penduduk Setempat | | ayak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) Selatan
TRANSMIGRASI (Satu) Daerah dan Transmigran
Kabupaten/Kota
3.32.04 PROGRAM 3.32.04.2.01 3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang 0 Kepala Kab.
PENGEMBANGAN Pengembangan dalam rangka Kemandirian Satuan Dibina Keluarga Barito
KAWASAN Satuan Permukiman Pemukiman Selatan
TRANSMIGRASI pada Tahap
Kemandirian
3.32.04.2.01.02 Penguatan Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan 0 Satuan Kab.
Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Permukiman | Barito
Kelembagaan dalam rangka Ekonomi dan Kelembagaan Selatan
Kemandirian Satuan Pemukiman
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01 PROGRAM 4.01.01.2.01 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 Dokumen | Kab.
PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
URUSAN Penganggaran, dan Selatan
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
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4.01.01.2.02 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 97 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
4.01.01.2.05 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 85 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 108 Dokumen | Kab-
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
4.01.01.2.06 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 158 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jymlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 158 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Barito
Selatan
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 158 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 158 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
4.01.01.2.06.11 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 0 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
4.01.01.2.07 4.01.01.2.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 Unit | Kab.
Pengadaan Barang Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Barito
Milik Daerah Kendaraan Dinas Jabatan Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit Kab.
Barito
Selatan
4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana | jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 0 Unit Kab..
dan Prasarana Pendukung Gedung | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan
4.01.01.2.08 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 39 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 39 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 39 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
4.01.01.2.09 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 90 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
4-01'0?209'02 I?enyediaan.Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90 Unit Kab..
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Dinas Operasional atau Lapangan
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit | Kab-
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
4.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 90 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
4'01-0?2‘09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 90 Unit Kal?.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
4.01.01.2.12 Fasilitasi 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala 30 Paket
Kerumahtanggaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
Sekretariat Daerah Daerah
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4.01.01.2.12.02 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 0 Paket | Kab-
Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Daerah yang Disediakan Barito
Kepala Daerah Selatan
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 0 Paket | Kab.
Kebutuhan Rumah Tangga Daerah yang Disediakan Barito
Sekretariat Daerah Selatan
4.01.01.2.13 Penataan 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan 17 Dokumen Kab.
Organisasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | analisis Jabatan Barito
Selatan
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan | jymlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik 17 Laporan | Kab-
Publik dan Tata Laksana dan Tata Laksana Barito
Selatan
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja | jymlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 17 Dokumen | Kab.
dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Barito
Selatan
4-01-01-_2-13-04 Monitor?ng, ) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 0 Dokumen Kab..
Evaluasi dan Pengendalian Kualitas | pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Barito
Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |aksana Selatan
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 0 Dokumen | Kab.
Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Barito
Pemerintah Daerah Selatan
4.01.01.2.14 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 3 Laporan Kab.
Pelaksanaan Protokol Keprotokolan Barito
dan Komunikasi Selatan
Pimpinan
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 Laporan
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian | jymlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 Laporan
Tugas Pimpinan
4.01.02 PROGRAM 4.01.02.2.01 4.01.02.2.01.01 Penataan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi 5 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN DAN Administrasi Tata Administrasi Pemerintahan Pemerintahan Barito
KESEJAHTERAAN Pemerintahan Selatan
RAKYAT
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi 5 Dokumen | Kab-
Administrasi Kewilayahan Kewilayahan Barito
Selatan
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan 5 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Otonomi Daerah Otonomi Daerah Barito
Selatan
4.01.02.2.02 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina 53 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual Mental Spiritual Barito
Kesejahteraan Rakyat Selatan
4-01_-_02-2-02-02 Peléksanaan . Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan 54 Dokumen Kab..
K.ebuékan, Ev.aluash .dan Capaian ] Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Barito
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Selatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan 53 Dokumen | Kab.
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Barito
Kinerja Terkait Kesejahteraan yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Selatan
Masyarakat Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
4.01.02.2.03 Fasilitasi 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 5 Dokumen Kab.
dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Barito
Hukum Daerah Selatan
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan 5Kasus | Kab.
Hukum Hukum Barito
Selatan
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian | jymlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi 16 Dokumen | Kab-.
Produk Hukum dan Pengelolaan Hukum yang Didokumentasi Barito
Informasi Hukum Selatan
4.01.02.2.04 Fasilitasi 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam 0 Dokumen Kab.
Kerja Sama Daerah Sama Dalam Negeri Negeri Barito
Selatan
4.01.03 PROGRAM 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 5 Dokumen | Kab.
PEREKONOMIAN Pelaksanaan Kebijakan Sinkronisasi, Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Barito
DAN Perekonomian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Selatan
PEMBANGUNAN BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi 5 Laporan | Kab.
Distribusi Perekonomian Perekonomian Barito
Selatan
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 5 Dokumen | Kab-.
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Barito
Selatan
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4.01.03.2.02 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan 4 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Penyusunan Program Program Pembangunan Daerah Barito
Administrasi Pembangunan Selatan
Pembangunan
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi 4 Laporan | Kab.
Evaluasi Program Pembangunan Program Pembangunan Barito
Selatan
4-01-03-_2-02-03 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan 4 Laporan Kab..
Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Barito
Pelaksanaan Pembangunan Selatan
4.01.03.2.03 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan 0 Dokumen
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Pengadaan Barang
dan Jasa
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara 0 Dokumen
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Elektronik
4.01,03.2..03.03 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan 0 Orang
Advokasi Pengadaan Barang dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa
4.01.03.2.04 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 3 Dokumen
Pemantauan Kebijakan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | qan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,
Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
dan Perikanan Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga
Kerja
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 3 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Barito
Pertambangan dan Lingkungan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Selatan
Hidup Perhubungan, Statistik, Persandian
4:01-03~_2~04-03 Koordina.si, . Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 3 Dokumen Kab..
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | §an Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Barito
Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Selatan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.01 PROGRAM 4.02.01.2.01 4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
URUSAN Penganggaran, dan Selatan
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Kal:?.
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
4.02.01.2.02 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 25 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen Ka?.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
4.02.01.2.03 4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan | Kab-
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
4.02.01.2.05 4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymiah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 1 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
4.02.01.2.06 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 Paket | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
4.02.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket | Kab-
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jymlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
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4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 4 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
4.02.01.2.07 4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Kab.
Pengadaan Barang Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
4.02.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Selatan
4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung | jymlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit | Kab.
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Selatan
4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 1 Unit | Kab-
dan Prasarana Pendukung Gedung | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan
4.02.01.2.08 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
4-02-01:2-0%02 Penyediaan Jésa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan Kab..
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 12 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan | Kab-
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
4.02.01.2.09 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
4-02-0?-2-09-02 I?enyediaan.Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Unit Kat?.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Dinas Operasional atau Lapangan
4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Jumlah Mebel yang Dipelihara 715 Unit Kab.
Mebel Barito
Selatan
4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 154 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
4.02.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 27 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
4.02.01.2.13 Penataan 4.02.01.2.13.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 1 Dokumen | Kab.
Organisasi Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Barito
Pemerintah Daerah Selatan
4.02.01.2.15 Layanan 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak 25 Orang/Bulan Kab.
Keuangan dan Administrasi Keuangan DPRD Keuangan DPRD Barito
Kesejahteraan DPRD Selatan
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang 1 Paket | Kab.
Dinas dan Atribut DPRD Disediakan Barito
Selatan
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up 250rang | Kab.
Medical Check Up DPRD DPRD Barito
Selatan
4.02.01.2.16 Layanan 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi 12 Laporan | Kab.
Administrasi DPRD Koordinasi dan Konsultasi DPRD dan Konsultasi DPRD Barito
Selatan
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang 80 Paket | Kab.
Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Disediakan Barito
Selatan
4.02.02 PROGRAM 4.02.02.2.01 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan 14 Dokumen Kab.
DUKUNGAN Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Barito
PELAKSANAAN Peraturan Daerah dan Selatan
TUGAS DAN FUNGSI Peraturan DPRD
DPRD
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4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen | Kab.
Kajian Perundang-Undangan Barito
Selatan
4.02.02.2.04 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas | jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 2 Dokumen | Kab.
Peningkatan Kapasitas DPRD Barito
DPRD Selatan
4'02'02'2'04'93 Publikasi dan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum 10 Dokumen Kab..
Dokumentasi Dewan Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Barito
Selatan
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5 Orang | Kab-
Kelompok Pakar dan Tim Ahli Barito
Selatan
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga | jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang Kab.
Ahli Fraksi Barito
Selatan
4.02.02.2.05 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan Kab.
Penyerapan dan dalam Daerah Barito
Penghimpunan Selatan
Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses | jymah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen Kab.
Barito
Selatan
4.02.02.2.08 Fasilitasi 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 12 Dokumen | Kab.
Tugas DPRD Konsultasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas DPRD Barito
DPRD Selatan
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan 12 Laporan | Kab.
Laporan Kinerja DPRD Kinerja DPRD yang Disusun Barito
Selatan
5.01 PERENCANAAN
5.01.01 PROGRAM 5.01.01.2.01 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen | Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Ka?.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Selatan
5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Kab..
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
5.01.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Laporan Kab_~
P?”YE'SU"B" Lagoran Ca.pala.n Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
K!neqa dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan | Kab-
Perangkat Daerah Barito
Selatan
5.01.01.2.02 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 47 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 2 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan
SKPD
5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 2 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
5-01'91202-06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2 Dokumen Kab..
Penyiapan Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Barito
Pemeriksaan Selatan
5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 18 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
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5.01.01.2.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis 2 Dokumen | Kab-
Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Barito
Realisasi Anggaran Selatan
5.01.01.2.03 5.01.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD Barito
Milik Daerah pada Milik Daerah SKPD Selatan
Perangkat Daerah
5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 7 Laporan | Kab-
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
5.01.01.2.05 5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 4 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis | jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 10rang | Kab.
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Barito
Perundang-Undangan Selatan
5.01.01.2.06 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selatan
5.01.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 75 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
5.01.01.2.06.11 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 1 Dokumen | Kab-
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Barito
Berbasis Elektronik pada SKPD Selatan
5.01.01.2.07 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit Kab.
Pengadaan Barang Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 2 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
Selatan
5.01.01.2.08 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 11 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 12 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
5.01.01.2.09 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Selatan
5.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan
5-01-0?-2-09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit Kab..
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
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5.01.02 PROGRAM 5.01.02.2.01 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara
PERENCANAAN, Penyusunan Konsultasi Publik
PENGENDALIAN DAN Perencanaan dan
EVALUASI Pendanaan
PEMBANGUNAN
DAERAH
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas 3 Berita
Pelaksanaan Forum Perangkat Perangkat Daerah Acara
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Musrenbang 1 Berita Acara
Musrenbang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 30 Usulan
Koordinasi Musrenbang
Kecamatan
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 3 Dokumen
Penyusunan dan Penetapan Daerah Kabupaten/Kota yang
Dokumen Perencanaan Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.02 Analisis 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan 31 Dokumen
Data dan Informasi Informasi Perencanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data 31 Orang
Pemanfaatan Data dan Informasi dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah
5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil | jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang 1 Buku
Pembangunan Daerah Diterbitkan
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.03 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan 4 Laporan
Pengendalian, Evaluasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
dan Pelaporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan di Kabupaten/Kota
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 4 Laporan
Evaluasi dan Penyusunan Laporan Daerah
Berkala Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
5.01.03 PROGRAM 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen
KOORDINASI DAN Koordinasi Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
SINKRONISASI Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan RKPD)
PERENCANAAN Pemerintahan dan Daerah Bidang Pemerintahan
PEMBANGUNAN Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
DAERAH Manusia
5.01.03.2.01.02 Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi 7 Perangkat
Penyusunan Dokumen dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 7 Laporan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 7 Laporan
Pelaksanaan Sinergitas dan dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 3 Dokumen
Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang
Perencanaan Pembangunan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan
Daerah Bidang Pembangunan RKPD)
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.06 Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 9 Perangkat
Penyusunan Dokumen Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Manusia
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 9 Perangkat
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Daerah
Penyusunan Dokumen Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.08 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 9 Laporan
Pelaksanaan Sinergitas dan dengan RKPD/RPIMD pada Bidang Pembangunan
Harmonisasi Perencanaan Manusia
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
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5.01.03.2.02 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 3 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir

Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Perekonomian dan Daerah Bidang Perekonomian

SDA (Sumber Daya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Alam)
5.01.03.2.02.02 Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 6 Perangkat
Penyusunan Dokumen Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah
Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 6 Perangkat
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Daerah
Penyusunan Dokumen Renstra/Renja Bidang Perekonomian
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 2 Laporan
Pelaksanaan Sinergitas dan dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen
Penyusunan Dokumen Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir
Perencanaan Pembangunan Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5.01.03.2.02.06 Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 3 Perangkat
Penyusunan Dokumen Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah
Perencanaan Pembangunan SDA
Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 3 Perangkat
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Daerah
Penyusunan Dokumen Renstra/Renja Bidang SDA
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.02.08 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 1 Laporan
Pelaksanaan Sinergitas dan dengan RKPD/RPIMD pada Bidang SDA
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA

5.01.03.2.03 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 6 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir

Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Penyusunannya (RPJPD. RPIMD dan RKPD)

Infrastruktur dan Daerah Bidang Infrastruktur

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.02 Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 6 Perangkat
Penyusunan Dokumen Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 6 Perangkat
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Daerah
Penyusunan Dokumen Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 6 Laporan
Pelaksanaan Sinergitas dan dengan RKPD/RPIMD pada Bidang Infrastruktur
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
5.01.03.2.03.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 6 Dokumen
Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir
Perencanaan Pembangunan Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Daerah Bidang Kewilayahan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.06 Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 6 Perangkat
Penyusunan Dokumen Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah
Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 6 Perangkat
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Daerah
Penyusunan Dokumen Renstra/Renja Bidang Kewilayahan
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
5.01.03.2.03.08 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 6 Laporan
Pelaksanaan Sinergitas dan dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan

5.02 KEUANGAN
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | - Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K S“l: e
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P! eglatan
5.02.01 PROGRAM 50201201 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
URUSAN Penganggaran, dan Selatan
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Kab..
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Selatan
5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Kab_~
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
5.02.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5 Laporan Kat?.
P.enyElsunan LaP_Wa” Ca_Pa'?” Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
K!neqa dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 65 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 bulan Ka?.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
P jian/Verifikasi K Selat:
Singujlan/ ertilkas! Reuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen eatan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 2 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
5.02.01.2.03 5.02.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD Barito
Milik Daerah pada Milik Daerah SKPD Selatan
Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan | Kab.
Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Barito
SKPD SKPD Selatan
5.02.01.2.04 5.02.01.2.04.02 Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta 1 Dokumen
Administrasi Pengembangan Retribusi Daerah, Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan
Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Kewenangan Retribusi Daerah
Perangkat Daerah
5.02.01.2.05 5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 0 Dokumen | Kab.
Administrasi Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
K i K i . Selat:
epegawaian epegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 3 Paket elatan
Perangkat Daerah
Kelengkapan
5.02.01.2.06 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 200 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Selatan
Kantor
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 25 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selat:
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 25 unit elatan
Disediakan
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 buah | Semua
Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket E:E/Kota
Barito
Selatan
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket | Kab:
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 0 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- | perundang-Undangan yang Disediakan Barito
I
undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan Selatan
Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Kab.
T Barit
amu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2500 kotakan anto
Selatan
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 27 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K st‘b et
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
5.02.01.2.07 5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana | jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit | Kab-
Pengadaan Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau | Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Milik Daerah Bangunan Lainnya Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana | jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 2 Unit | Kab-
dan Prasarana Pendukung Gedung | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan
5.02.01.2.08 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1 Laporan | Kab-
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
5.02.01.2.09 5.02.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Milik Daerah dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Penunjang Urusan Bangunan Lainnya
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.13 Penataan 5.02.01.2.13.04 Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 5 Dokumen | Kab.
Organisasi Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Barito
Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laksana Selatan
5.02.01.2.13.05 Koordir\.asi fja" Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 5 Dokumen Kab..
Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Barito
Pemerintah Daerah Selatan
5.02.02 PROGRAM 5.02.02.2.01 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen
PENGELOLAAN Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan 1 Dokumen
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun
Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen
Penyusunan dan Verifikasi RKA-
SKPD
5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen
Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen
Penyusunan dan Verifikasi DPA-
SKPD
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen
Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA-SKPD
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan 2 Dokumen
Penyusunan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2 Dokumen
Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
tentang Perubahan APBD dan Perubahan APBD
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang 2 Dokumen
Penyusunan Regulasi serta Anggaran
Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.11 Koordinasi . Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan 1 Dokumen
Perencanaan Anggaran Belanja Anggaran Belanja Daerah
Daerah
5.02.02.2.01.12 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan 1 Dokumen
Perencanaan Anggaran Anggaran Pembiayaan
Pembiayaan
5.02.02.2.01.13 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 1 Orang
Perencanaan Penganggaran Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.02 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 12 Dokumen
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah
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No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan . . Sfjb Ket.
Program | Capaian Kegiatan | Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 155 Dokumen
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan 12 Dokumen
Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, 12 Dokumen
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi | Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Transfer Lainnya
dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan 12 Dokumen
Pelaksanaan Kerja Sama dan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
dengan Lembaga Keuangan Bank Keuangan Bukan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan 1405 Laporan
Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan
Pelaksanaan Pemungutan/ Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka
Pemotongan dan Penyetoran Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data 31 Dokumen
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
serta Pemungutan dan Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Instansi Terkait
5.02.02.2.02.10 Penyusunan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan 8 Dokumen
Petunjuk Teknis Administrasi yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Keuangan yang Berkaitan dengan | pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 47 Orang
Penatausahaan Keuangan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03 5.02.02.2.03.01 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan 2 Laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan | Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi 31 Dokumen
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, | Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, | pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 31 Laporan
Penyusunan Laporan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan 1 Laporan
Laporan Keuangan SKPD, BLUD Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen
Penyusunan Rancangan Peraturan | pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Daerah tentang Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Pertanggungjawaban Pelaksanaan | Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
APBD Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06 Penyusunan Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut 1 Dokumen
Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap | Terhadap LHP BPK atas Laporan
LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem | jymiah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 1 Dokumen
dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah
5.02.02.2.04 5.02.02.2.04.04 Analisis Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan 1 Laporan
Penunjang Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga
Kewenangan Pembayaran Cicilan Pokok dan Pinjaman Pemerintah Daerah
Pengelolaan Bunga Pinjaman Pemerintah
Keuangan Daerah Daerah
5.02.02.2.04.07 Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan 1 Laporan
Kebijakan dan Alokasi Subsidi Alokasi Subsidi
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Hasil Target Kegiatan Keluaran | Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian K S?b et
Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
5.02.02.2.04.08 Analisis Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan 2 Laporan
Perencanaan dan Penyaluran Penyaluran Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana | jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan 2 Laporan
Darurat dan Mendesak Mendesak
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil 2 Laporan
bagi Hasil Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5.02.03 PROGRAM 5.02.03.2.01 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Jumlah Standar Harga yang Disusun 8 Dokumen
PENGELOLAAN Pengelolaan Barang Standar Harga
BARANG MILIK Milik Daerah
DAERAH
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 4 Laporan
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik 1 Laporan
Barang Milik Daerah Daerah
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik 31 Laporan
Barang Milik Daerah Daerah
5-9_2'03201-08 Penilaian Barang Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 12 Laporan
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
5-02-03-2-0_1-09 Pengawasan dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 32 Laporan
Pengendalian Pengelolaan Barang | pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Milik Daerah
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 478 Dokumen
Penggunaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Daerah
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam | jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka 16 Laporan
rangka Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 4 Laporan
Laporan Barang Milik Daerah
5.02.04 PROGRAM 5.02.04.2.01 Kegiatan 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak 1 Dokumen
PENGELOLAAN Pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah Daerah
PENDAPATAN Pendapatan Daerah
DAERAH
5.02.042.01.02 Ana.lisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta 2 Dokumen
Pengembangan Pajak Daerah, Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak
serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Daerah
5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan 6 kecamatan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Peny
Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan 6 Laporan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana | jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit
dan Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran 12 Laporan
Pendaftaran Objek Pajak Daerah Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
5-02-0‘_1-2-01-06 Pengolahan, | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan 1 Laporan
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 12 Obyek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen
Pajak Daerah
5-02'04~2~(_)1-09 Pelayanan dan Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 kecamatan
Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Layanan
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan 12 Dokumen
Daerah Pajak Daerah
5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan 1 Dokumen
Keberatan Pajak Daerah Pajak Daerah
5-02'0‘?~2~01'13 Pengendalian, Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta 12 Dokumen
Pemeriksaan dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Pajak Daerah
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan 12 Laporan
Pengawasan Pengelolaan Pajak Pengelolaan Retribusi Daerah
Daerah dan Retribusi Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN
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5.03.01 PROGRAM 5.03.01.2.01 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen | Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01.06 Koordinasi .dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5 Laporan Kab..
P?nyysunan La?oran Ca.pala.n Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
K{nerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
5.03.01.2.02 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 30 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Selatan
5.03.01.2.03 5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 5 Laporan | Kab-
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
5.03.01.2.05 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 50 Paket | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 2 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Selatan
5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang 4 Orang | Kab-
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
5.03.01.2.06 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 tahun | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah I;:;rtll;iPenerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 Paket Selatan
Bangunan Kantor yang Disediakan
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 0 Paket | Kab
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selat:
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 bulan elatan
Disediakan
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 bulan | Semua
Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket E:E/Kota
Barito
Selatan
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jymlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 bulan | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selat:
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket eatan
Disediakan
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi 1 tahun Kab.
Tamu Barito
lah L Fasilitasi Kunj T L
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Selatan
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 75 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
5.03.01.2.07 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 tahun Kab.
Pgngadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 0 Unit Barito
Milik Daerah L Selatan
. Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 1 Unit Ka?.
dan Prasarana Pendukung Gedung | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan
5.03.01.2.08 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 0 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
P j Listrik I
enunj‘ang Urusan istri Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan Selatan
Pemerintahan Daerah K L S
Air dan Listrik yang Disediakan
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12bulan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Disediakan Barito
Selat:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 0 Laporan eatan
Kantor yang Disediakan
5.03.01.2.09 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 2 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | pinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Selatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Jabatan
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5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Kab.
Peral Mesin Lai Bari
eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 tahun arito
Selatan
5-03-0?-2-09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2 Unit Kal:?.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
5-03-0?2-09-11 o Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.02 PROGRAM 5.03.02.2.01 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana 1 Dokumen
KEPEGAWAIAN Pengadaan, Rencana Kebutuhan, Jenis dan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
DAERAH Pemberhentian dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan | pelaksanaan Pengadaan ASN
Informasi Pengadaan ASN
Kepegawaian ASN
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 1 Dokumen
Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.2.01.06 Ko.ordina%i Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi 125 Dokumen
Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Pemberhentian
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga | jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga
Profesi ASN
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem | jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem 1 Dokumen
Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian
5-03'0220_1-11 Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data 1 Dokumen
Kepegawaian Kepegawaian
5.03.02.2.02.Mutasi 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi | jymlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi 250 Dokumen
dan Promosi ASN ASN Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,
Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 625 Dokumen
Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen
Promosi ASN
5.03.02.2.03 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 25 Orang
Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN
Kompetensi ASN
5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama 25 Dokumen
Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Pelaksanaan Diklat
5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi | jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi 25 Orang
Jabatan ASN Sertifikasi Jabatan
5-0?02203-09 Koordinasi.dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama 5 Dokumen
Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional
5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi | jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas 20 Orang
Fungsional ASN Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN
5.03.02.2.04 Penilaian 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan 50 Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Aparatur
Aparatur Aparatur
5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda | jymlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 100 Orang
Jasa bagi Pegawai
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin | jymlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan 5 Orang
ASN Kedisiplinan
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian 4 Laporan
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Disiplin ASN
ASN
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM 5.05.02.2.01 Penelitian 5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang 1 Laporan
PENELITIAN DAN dan Pengembangan Kelitbangan dan Peraturan Terkelola dengan Baik
PENGEMBANGAN Bidang
DAERAH Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
5-05-02-2-01-1_3 Perumusan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan 1 Rekomendasi
Rekomendasi atas Rencana Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap
Penetapan Peraturan Baru Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
dan/atau Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Peraturan
5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan 1 Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian
Data dan Pengkajian Peraturan Peraturan
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5.05.02.2.02 Penelitian 5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
dan Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan
Bidang Sosial dan Perempuan dan Perlindungan Perlindungan Anak
Kependudukan Anak
5.05.02.2.02.05 Pengliﬁan dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata
5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Pengembangan Kesehatan Pengembangan Kesehatan
5.05.02.2.03 Penelitian 5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
dan Pengembangan Pengembangan Koperasi, Usaha Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Bidang Ekonomi dan Kecil dan Menengah Menengah
Pembangunan
5.05.02.2.03.04 Peneliﬁ.an dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Pengembangan Pertanian, Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Perkebunan dan Pangan
5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Pengembangan Pekerjaan Umum Pengembangan Pekerjaan Umum
5.05.02.2.03.10 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Pengembangan Perhubungan Pengembangan Perhubungan
5.05.02.2.03.13 Peneliﬂa.n d.an Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Pengembangan Komunikasi dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Informatika
5.05.02.2.04 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, 1 Dokumen
Pengembangan Pengembangan, dan Perekayasaan | dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Inovasi dan Teknologi di Bidang Teknologi dan Inovasi
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01 PROGRAM 6.01.01.2.01 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Barito
DAERAH Perangkat Daerah Selatan
KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6 Laporan Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Barito
Selatan
6.01.01.2.02 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan | Kab-
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 100 Persen Sefatan
Daerah
6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 12 Laporan Kab_~
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.01.01.2.03 6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 4 Laporan | Kab-
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Milik Daerah pada Selatan
Perangkat Daerah
6.01.01.2.05 6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jymlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Kegiatan | Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kepegawaian Kelengkapannya Selatan
Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.05 Monitoring, Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit 70 Dokumen | Kab.
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Fungsional dan SKP Barito
Pegawai Selatan
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pejabat Funsional dan Struktural yang 20 Orang | Kab.
Pelatihan Pegawai Berdasarkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Selatan
6.01.01.2.06 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 100 Persen | Kab-
Administrasi Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor | kantor Barito
Perangkat Daerah Selatan
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | persentase Penyediaan Bahan Logistik 100 Persen Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Barito
Selatan
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang | persentase Penyediaan Barang Cetak dan 100 Persen | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Barito
Selatan
6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 100 Persen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundangan Barito
undangan Selatan
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6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Persen Kab.
Tamu Barito
Selatan
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan 6 Kegiatan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi yang diikuti Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
6.01.01.2.08 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Persentase Pelaksanaan Pelayanan Jasa Surat 100 Persen | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 100 Persen | Kab-
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Daya Air dan Listrik Barito
Listrik Selatan
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 0 Laporan | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
6.01.01.2.09 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Milik Daerah Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Penunjang Urusan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah
6-01-0?-2-09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 10 Unit Ka?.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
6.01.02 PROGRAM 6.01.02.2.01 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinetja | jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja 6 Laporan
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
PENGAWASAN Pengawasan Internal
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan 26 Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan
Kinerja
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 20 Laporan
Keuangan
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 25 Laporan
6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Jumlah Laporan Kegiatan Kerjasama Pengawasan 4 Laporan
Pengawasan Internal Internal dengan BPKP
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak 4 Laporan
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Hasi Pemeriksaan APIP
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6.01.02.2.02 6.01.02.2.02.01 Penanganan Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian 2 Laporan
Penyelenggaraan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Pengawasan dengan Negara/Daerah
Tujuan Tertentu
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan 10 Laporan
dengan Tujuan Tertentu Tertentu
6.01.03 PROGRAM 6.01.03.2.01 6.01.03.2.01.01 Perumusan Jumlah Dokumen di Bidang Pengawanan dan 2 Dokumen
PERUMUSAN Perumusan Kebijakan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
KEBIJAKAN, Teknis di Bidang Pengawasan
PENDAMPINGAN Pengawasan dan
DAN ASISTENSI Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.02 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Jumlah Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, 1 Kegiatan
Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian dan Penilaiaan Reformasi Birokrasi
Asistensi Reformasi Birokrasi
6-01-93-2_-02-03 Kuurdinési, Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan 8 Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Korupsi
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Jumlah Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 5 Kegiatan
Asistensi dan Verifikasi Penegakan Pungli)
Integritas
7.01 KECAMATAN
7.01.01 PROGRAM 7.01.01.2.01 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Semua
PENUNJAN P Dok P P ki Kab/K
UNJANG erencanaan, okumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen ab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Barito
DAERAH Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen | Selatan
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 Dokumen Sefatan
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 4 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Dokumen Perubahan | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Selatan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 2 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 4 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Barito
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 4 Dokumen Sefatan
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 0 Dokumen Kab..
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Barito
Perubahan DPA-SKPD Selatan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 4 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi O Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Barito
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Selatan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Laporan
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 Laporan
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi 8 Laporan
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 0 Laporan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Barito
Selatan
7.01.01.2.02 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 12 Orang/bulan Selatan
Daerah .
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 18 Orang/bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 20 Orang/bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 22 Orang/bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 53 Orang/bulan
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 12 Dokumen | Kab-
Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Barito
ASN Selatan
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 0 Dokumen Ka?.
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Barito
P jian/Verifikasi K Selat:
Sir;gDUJlan/ erifikast feuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 4 Dokumen elatan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 5 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 2 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Barito
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 8 Dokumen Sefatan
Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Laporan Ka?.
Pen\,./usunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barito
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Selatan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 8 Laporan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8 Dokumen | Kab.
Penyiapan Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Barito
Pemeriksaan Selatan
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7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 68 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Barito
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Selatan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis 4 Dokumen | Kab.
Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Barito
Realisasi Anggaran Selatan
7.01.01.2.03 7.01.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD Barito
Milik Daerah pada Milik Daerah SKPD Selatan
Perangkat Daerah
7-01_-0_1-2-03-03 KOO_"_’i"aSW dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan Kab..
Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Barito
SKPD SKPD Selatan
7.01.01.2.03.04 Pembinaan, _ Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan 5 Laporan Kab..
Pengawasan, dan Pengendalian Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
Barang Milik Daerah pada SKPD Selatan
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi danA _ Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 1 Laporan Kab..
Penyusunan Laporan Barang Milik | | aporan Barang Milik Daerah pada SKPD Barito
D h KPD I
aerah pada S Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 2 Laporan Selatan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 5 Laporan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 6 Laporan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
7.01.01.2.04 7.01.01.2.04.03 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan 6 Laporan Kab.
Administrasi Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Barito
Pendapatan Daerah Daerah Selatan
Kewenangan
Perangkat Daerah
7.01.01.2.04.04 Pendataan dan Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 25 Dokumen | Kab.
Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Barito
Daerah Selatan
7.01.01.2.04.07 Pelaparan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen Kab.
Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 25 Dokumen Barito
Selatan
7.01.01.2.05 7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana | jymiah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 16 Unit | Kab.
Administrasi dan Prasarana Disiplin Pegawai Pegawai Barito
Kepegawaian Selatan
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian | jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket | Kab.
Dinas beserta Atribut Kelengkapan Barito
Kelengk: . . . Selat:
elengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 8 Paket | S0
Kelengkapan
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 1 Dokumen | Kab.
Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian Barito
K i I
epegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 8 Dokumen Selatan
Administrasi Kepegawaian
7-01-01-2-05-04 Koordinasi da.n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 0 Dokumen Kab..
Pelaksanaa.n Sistem Informasi Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Barito
Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dokumen Sefatan
Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 4 Dokumen
Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 16 Dokumen
Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 0 Dokumen
Administrasi Kepegawaian
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 1 Dokumen | Kab.
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai Barito
P i Selat:
egawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 6 Dokumen elatan
Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 16 Dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 2 Orang | Kab.
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barito
Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 3 Orang Selatan
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 32 Orang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan 20 Orang | Kab-
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Barito
Selatan
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7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis | jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 15 Orang | Kab.
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Barito
Perundang-Undangan Selatan
7.01.01.2.06 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 Paket | Kab.
Administrasi Umum Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Barito
Perangkat Daerah tl:t]l’tll;iPenerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket Selatan
Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4 Paket
Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10 Paket
Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Paket
Bangunan Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Selat:
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 Paket eatan
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 10 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Paket
Disediakan
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 0Paket | Kab.
Peralatan Rumah Tangga Disediakan Barito
Selatan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 10 Paket
Disediakan
Tersedianya bahan rumah tangga kantor 1 Tahun
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan | jymlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket | Semua
Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket E:E/Kota
Barito
Selatan
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selat:
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket elatan
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 4 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 10 Paket
Disediakan
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jymlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 0 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- | perundang-Undangan yang Disediakan Barito
I
undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen Selatan
Perundang-Undangan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 16 Dokumen
Perundang-Undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Tersedianya bahan/material kantor 1 Tahun Kab.
Bahan/Material Barito
Selatan
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Kab.
Tamu A . Barito
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
Selatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD S Kab.
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 10 Laporan Barito
dan Konsultasi SKPD
Selatan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan
dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 30 Laporan
dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 60 Laporan
dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 16 Dokumen | Kab.
Arsip Dinamis pada SKPD pada SKPD Barito
Selatan
7.01.01.2.07 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Kab.
Pengadaan Barang S . Barito
Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 0 Unit Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan Barito
. A 5 Selatan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit
Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 16 Unit
Disediakan
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7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 4 Unit Kab.
Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 16 Unit Barito
Selatan
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana | jymlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit | Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
B Lai Selat:
angunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit elatan
Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana | jymiah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 1 Unit | Kab.
dan Prasarana Pendukung Gedung | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Barito
Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 16 Unit Sefatan
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan Kab.

P i M Bari
enyeélaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan arito
Penunjang Urusan Selatan

Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 0 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 Laporan Sefatan
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 3 Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 48 Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 0 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barito
Selat:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 Laporan eatan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 48 Laporan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 0 Laporan Kab.
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Barito
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan Sefatan
Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Paket/Tahun
Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan
Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 48 Laporan
Umum Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.09 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Barito
Milik paerah de.m Pajak Kendaraan Pel.'orangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 3 Unit Sefatan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemerintahan Daerah Jabatan yang Dip 4 yakny:
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 15 Unit
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 40 Unit
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Barito
Pajak dan Perizinan Kendaraan Selatan
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit Kab.
Mebel Barito
Selatan
7.01.01.2.09.06 Pemelihéraan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit Kab..
Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit ‘Sazlr:t:n
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit
7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset | jumiah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Semua
Te Lai Kab/K
etap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 8 Unit K:E/ ota
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 16 Unit Barito
Selatan
7.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Barito
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 Unit Sefatan
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 5 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi
7-01-0?-2-09-10 o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit Kab_~
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barito
dan Prasarana Gedung Kantor atau Selatan
Bangunan Lainnya
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7.01.02 PROGRAM 7.01.02.2.01 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 0 Laporan Kab.
PENYELENGGARAAN Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Barito
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Selatan
PELAYANAN PUBLIK Kegi P kat D h | i
v eglat.an " era‘ng at a.era dan Instansi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 2 Laporan
Pemerintahan di Vertikal Terkait . .
Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
9 Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 4 Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan 1 Dokumen | Kab-
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Barito
di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan 4 Dokumen Sefatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan 1 Dokumen | Kab.
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan kepada kepada Masyarakat di Kecamatan Barito
Urusan Pemerintahan Masyarakat di Kecamatan . Selatan
yang Tidak Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan 4 Dokumen
Dilaksanakan oleh kepada Masyarakat di Kecamatan
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.02 FaSiIiFaSi Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 1 Laporan Kab..
Percepatan Pencapaian Standar Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Barito
E:I:g;ra\:an\mal di Wilayah Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 8 Laporan Sefatan
Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7-01'0%102-03 Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 0 Laporan | Kab.
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Barito
Ezszfnzr:;warakat di ilayah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 1 Laporan Selatan
elayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pel kepada M kat di Wilayah K
7-01-0_2-2-93 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi | jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan 4 Dokumen Ka?.
Koordinasi dengan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Barito
Pemeliharaan dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Selatan
Prasarana dan Sarana Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum
Pelayanan Umum dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang 12 Unit | Kab.
Pemeliharaan Prasarana dan Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Barito
Fasilitas Pelayanan Umum yang Selatan
Melibatkan Pihak Swasta
7.01.02.2.04 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan | jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang 0 Laporan | Kab:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Dilimpahkan Barito
Pél.ﬂenmahan yang Ké\./venangan Lain yang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang 1 Laporan Sefatan
Dilimpahkan kepada Dilimpahkan Dilimpahkan
Camat P
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang 3 Laporan
Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM 7.01.03.2.01 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Kab.
PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Barito
MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Desa Forum Musyawarah Perencanaan Selatan
DAN KELURAHAN Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan 20 Dokumen
Program Kerja dan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah
Dilakukan oleh Pemerintah dan Kerja Kecamatan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7-01-(_3%2-01-03_ Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan 0 Laporan Kab_~
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan | pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Barito
M kat di Wilayah K I
asyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan 1 Laporan Selatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan 4 Laporan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.02 Kegiatan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Kab.
Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Barito
Kelurahan Forum Musyawarah Perencanaan Selatan
Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang 5unit | Kab.
Sarana dan Prasarana Kelurahan Terbangun Barito
Selat:
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang 12 Unit elatan
Terbangun
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana 4 Paket
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 2 Pokmas | Kab.
Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan / Ormas Barito
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 4 Pokmas Sefatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 5 Pokmas
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan / Ormas
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan | jymiah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan Kab.
Barit
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan anto
Selatan
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7.01.03.2.03 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Kab.
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Barito
Lembaga Selatan
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
7-01-0_3203-02 Peningkatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 0 Lembaga Kab..
Kapasitas Lembaga Ditingkatkan Kapasitasnya Kemasyarakatan Barito
Kemasyarakatan Selatan
7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana | jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 3 Unit | Kab.
dan Prasarana Lembaga yang Disediakan Barito
K kat .| Selat;
emasyaraiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 4 Unit eatan
yang Disediakan
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha 1 Laporan | Kab.
Pengembangan Usaha Ekonomi Ekonomi Masyarakat Barito
M ki I
asyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha 4 Laporan Selatan
Ekonomi Masyarakat
7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi 4 Laporan | Kab.
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Tepat Guna Barito
Selatan
7.01.03.2.05 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid- | jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di 10 Dokumen | Kab.
Koordinasi dan 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tingkat Desa dan Kelurahan Barito
Sinkronisasi Selatan
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
7.01.03.2.05.02 Penanganan Covid- | jymlah Dokumen Penanganan Covid-19 di 3 Dokumen | Kab.
19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tingkat Desa dan Kelurahan Barito
Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di 10 Dokumen Sefatan
Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.03 Pembinaan Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid- 1 Dokumen | Semua
Penanganan Covid-19 di Tingkat 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kab/Kota
D Kelurah: Kab.
esa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid- 10 Dokumen Bz:to
19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Selatan
7.01.03.2.05.04 Pengadaan Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung 0 Dokumen | Kab.
Pendukung Pelaksanaan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Barito
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Selatan
Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung 10 Dokumen
Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat
Desa dan Kelurahan
Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung 12 Dokumen
Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat
Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.06 7.01.03.2.06.01 Pembentukan dan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan 80 Keluarga | Kab.
Pemberdayaan dan Penumbuhan Karakter Keluarga dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Barito
Kesejahteraan Melalui Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Selatan
Keluarga Tingkat Masyarakat akan Pentingnya Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Kecamatan dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Kelurahan Pancasila dalam Semua Aspek Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.02 Peningkatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 60 Keluarga | Kab.
Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Barito
Membangun Kerja Sama antar- Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Selatan
Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Masyarakat
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 200 Keluarga | Kab.
Ketahanan Pangan Keluarga Ketahanan Pangan Keluarga Barito
Selatan
7.01.03.2.06.04 Pemberdayaan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan 200 Keluarga Kab.
Masyarakat dalam Peningkatan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Barito
Penggunaan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Selatan
Sandang Produksi Dalam Negeri
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 50 Keluarga Ka?.
Kesad_aran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Barito
Mequudk.an Rumah Sehat dan Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Selatan
Layak Huni serta Kesadaran tentang Kepemilikan Rumah
Hukum tent: K ilik
uikum tentang epemilikan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 200 Keluarga
Rumah .
Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah
Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum
tentang Kepemilikan Rumah
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 50 Keluarga | Kab-
Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Barito
Peningkatan Pendidikan dan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Selatan
Keterampilan untuk Mewujudkan | sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 100 Keluarga
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
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7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan 100 Keluarga | Kab.
Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Barito
Peningkatan Dn.erajat Kesehatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Selatan
Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan 100 Keluarga | Semua
Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Kab/Kota
Peningkatan Taraf Hidup Keluarga | Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi
Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
dan Pengembangan Ekonomi
Lainnya
7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan 100 Keluarga Kab..
Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Barito
Peningkatan Kualitas Kelestarian Kelestarian Lingkungan Hidup Selatan
Lingkungan Hidup
7.01.03.2.06.10 Pelatihan Keluarga | jymiah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan 20 Keluarga | Kab.
Tanggap Bencana Alam Keluarga Tanggap Bencana Alam Barito
o . Selat:
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan 100 Keluarga eatan
Keluarga Tanggap Bencana Alam
7.01.03.2.06.11 Pelatihan Keluarga | jumiah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan 20 Keluarga Kab..
Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Barito
I
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan 100 Keluarga Selatan
Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
7-01_-03-2-06-12 Penumbuhan dan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan 100 Keluarga Kab..
Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Barito
dalam Keterlibatan Perencanaan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Selatan
Kehidupan Menuju Keluarga Keluarga Berkualitas
Berkualitas
7.01.04 PROGRAM 7.01.04.2.01 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 0 Laporan Semua
KOORDINASI Koordinasi Upaya Kepolisian Negara Republik Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Kab/Kota
KETENTRAMAN DAN Penyelenggaraan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kab.
KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan Barito
Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan . . . Selatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 2 Laporan
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 3 Laporan
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 4 Laporan
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 12 Laporan
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 1 Laporan | Kab.
Hubungan dengan Tokoh Agama | pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Barito
dan Tokoh Masyarakat Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Selatan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 0 Laporan
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 1 Laporan
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 4 Laporan
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 0 Laporan Kab.
Koordinasi Penerapan dengan Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Barito
dan Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Selatan
Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Perundang- dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perati Kepal Und. d tau Kepolisi
Dee;:r:}:an cpala NZ Z:ag;re‘ ua;{ka I?‘L;O:Z::mn Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 1 Laporan
9 P dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.7.04 7.01.04.7.04.01 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan 8 Laporan | Kab.
Koordinasi Penerapan dengan Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Barito
dan Penegakan Qanun Tugas dan Fungsinya di Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Selatan
dan Peraturan Kepala Penegakan Peraturan Perundang- dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM 7.01.05.2.01 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan 40 Orang | Kab-
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Barito
URUSAN Urusan Pemerintahan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Selatan
PEMERINTAHAN Umum Sesuai Memantapkan Pengamalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UMum Penugasan Kepala Pancasila, Pelaksanaan Undang- Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Daerah Undang Dasar Negara Republik Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Kesatuan Republik Indonesia
Bhinneka Tunggal lka serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
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Program | Capaian Kegiatan | Capaian 9 9 P egiatan
7-01-05-2-91-02 FaSi"“_‘Si/ Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi 15 Orang Kat?.
qurdmam d.an. Per.wbmaan . dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Barito
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Selatan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan 15 Orang
Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan 27 Orang Kab..
Kerukunan Antar Suku dan Intra Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Barito
Suky, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Selatan
Golongan Lainnya Guna Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik | jumiah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai 20 Laporan | Kab.
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Barito
Perundang-Undangan Selatan
7-01_-05-2-01-05 Pengembangan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan 20 Lembaga Kat?.
Kehidupan Demokrasi berdasarkan | dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Masyarakat | Barito
Pancasila Pancasila Selatan
7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua | jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan 20 Dokumen | Kab.
Urusan Pemerintahan yang Bukan | yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Barito
Merupakan Kewenangan Daerah Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Selatan
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas | jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 1 Dokumen | Kab.
Forum Koordinasi Pimpinan di Pimpinan di Kecamatan Barito
K t: Selat:
ecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 12 Dokumen elatan
Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 20 Dokumen
Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 PROGRAM 7.01.06.2.01 Fasilitasi, 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 1 Dokumen | Kab.
PEMBINAAN DAN Rekomendasi dan Penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Barito
PENGAWASAN Koordinasi Pembinaan Peraturan Kepala Desa Desa Selatan
PEMERINTAHAN dan Pgngawasan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 4 Dokumen
DESA Pemerintahan Desa
Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 1 Dokumen | Kab-
Administrasi Tata Pemerintahan Administrasi Tata Pemerintahan Desa Barito
D Selat:
esa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 4 Dokumen elatan
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 6 Dokumen
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 1 Dokumen | Kab-
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Barito
Pendayagunaan Aset Desa Aset Desa Selatan
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 3 Dokumen
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 4 Dokumen
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa
7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan | jymlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan 4 Laporan | Kab.
dan Penegakan Peraturan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Barito
Perundang-Undangan Selatan
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Barito
dan Perangkat Desa Desa Selatan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 Dokumen
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Barito
Desa Selatan
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Barito
Badan Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa Selatan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 Dokumen
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan 1 Dokumen | Kab-
Pengangkatan dan Pemberhentian | pemberhentian Perangkat Desa Barito
P kat D lat:
erangiat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan 4 Dokumen Selatan
Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan 1 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Barito
Pembangunan Daerah dengan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan 4 Dokumen Sefatan
Pembangunan Desa
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
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7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan | jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan 4 Dokumen | Kab.
Lokasi Pembangunan Kawasan Kawasan Perdesaan Barito
Perdesaan Selatan
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 1 Dokumen Kah_’-
Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Barito
dan Ketertiban Umum Umum Selatan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 Dokumen
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Barito
Kewajiban Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Selatan
Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 Dokumen
Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Barito
Pemb: Partisipatif Selat:
emoangunan Fartisipatt Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 Dokumen elatan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja 4 Dokumen | Kab.
Sama Antar Desa dan Kerja Sama | sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Barito
Desa dengan Pihak Ketiga Pihak Ketiga Selatan
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, 1 Dokumen Kab.
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan | pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Barito
Ruang Desa serta Penetapan dan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selatan
Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, 4 Dokumen
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, 6 Dokumen
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program 1 Dokumen Kab..
Penyusunan Program dan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Barito
Pelak: Pemberd ) Selat
Me;; ::E::D:S:] erdayaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program 4 Dokumen elatan
4 dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program 6 Dokumen
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan 1 Laporan | Kab.
Pendampingan Desa di Wilayahnya | pesa dj Wilayahnya Barito
I
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan 4 Laporan Selatan
Desa di Wilayahnya
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan 6 Laporan
Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan 4 Laporan Kab..
Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Barito
Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Selatan
Kecamatan
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01 PROGRAM 8.01.01.2.01 8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 Dokumen | Kab.
PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Barito
URUSAN Penganggaran, dan Selatan
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.02 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 26 Orang/bulan | Kab.
Administrasi dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Barito
Keuangan Perangkat Selatan
Daerah
8.01.01.2.06 8.01.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket | Kab.
Administrasi Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pisediakan Barito
Perangkat Daerah Selatan
8.01.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket | Kab-
Peralatan Rumah Tangga Barito
Selatan
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Disediakan Barito
Selatan
8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan | jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 5 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- | perundang-Undangan yang Disediakan Barito
undangan Selatan
8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan Kab.
Tamu Barito
Selatan
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 25 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Barito
Selatan
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8.01.01.2.08 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barito
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan | Kab-.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan | symber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Barito
Listrik Selatan
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan | Kab-
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Barito
Selatan
801.01.2.09 8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Barito
Milik Daerah Selatan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
8.01.02 PROGRAM 8.01.02.2.01 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi 4 Dokumen
PENGUATAN Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
IDEOLOGI PANCASILA Teknis dan Wawasan Kebangsaan, Bela Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
DAN KARAKTER Pemantapan Negara, Karakter Bangsa, Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
KEBANGSAAN Pelaksanaan Bidang Pembauran Kebangsaan, Bineka
Ideologi Pancasila dan Tunggal lka dan Sejarah
Karakter Kebangsaan Kebangsaan
8.01.02.2.01.02 Perumusan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi 4 Dokumen
Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Bela Negara, Karakter Bangsa, Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 10 Orang
Kebijakan di Bidang Ideologi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Negara, Karakter Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang 100 Orang
Koordinasi di Bidang Ideologi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Wawasan Kebangsaan, Bela Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Negara, Karakter Bangsa, Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan 10 Laporan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter | pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sejarah Kebangsaan
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.03 PROGRAM 8.01.03.2.01 8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, 7 Dokumen
PENINGKATAN Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan di Bidang Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
PERAN PARTAI Teknis dan Pendidikan Politik, Etika Budaya Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
POLITIK DAN Pemantapan Politik, Peningkatan Demokrasi, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
LEMBAGA Pelaksanaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Politik di Daerah yang Disusun
MELALUI Etika Budaya Politik, Partai Politik, Pemilihan
PENDIDIKAN POLITIK Peningkatan Umum/Pemilihan Umum Kepala
DAN Demokrasi, Fasilitasi Daerah, serta Pemantauan Situasi
PENGEMBANGAN Kelembagaan Politik di Daerah
ETIKA SERTA BUDAYA Pemerintahan,
POLITIK Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik
8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 384 Orang
Kebijakan di Bidang Pendidikan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Etika Budaya Politik, Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Kelembagaan Pemerintahan, Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Perwakilan dan Partai Politik, Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang 126 Orang
Koordinasi di Bidang Pendidikan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Politik, Etika Budaya Politik, Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Kelembagaan Pemerintahan, Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Perwakilan dan Partai Politik, Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
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8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan 5 Laporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Politik, Etika Budaya Politik, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Kelembagaan Pemerintahan, Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
8.01.04 PROGRAM 8.01.04.2.01 8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, 4 Dokumen
PEMBERDAYAAN Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
DAN PENGAWASAN Teknis dan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
ORGANISASI Pemantapan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Asing di Daerah yang Disusun
KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Bidang Sengketa Ormas, Pengawasan
Pemberdayaan dan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 56 Orang
Kebijakan di Bidang Pendaftaran di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan 12 Laporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pelaporan di Bidang Pendaftaran Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Asing di Daerah
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
8.01.06 PROGRAM 8.01.06.2.01 8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, 206 Dokumen
PENINGKATAN Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
KEWASPADAAN Teknis dan Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
NASIONAL DAN Pelaksanaan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, | Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
PENINGKATAN Pemantapan Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
KUALITAS DAN Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
FASILITASI Nasional dan antar Negara, Fasilitasi
PENANGANAN Penanganan Konflik Kelembagaan Bidang
KONFLIK SOSIAL Sosial Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan 100 Orang
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan | kebjjakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Dini, Kerja Sama Intelijen, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Pemantauan Orang Asing, Tenaga | Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Kerja Asing dan Lembaga Asing, antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan Perbatasan antar Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang 150 Orang
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Pemantauan Orang Asing, Tenaga | |embaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan Perbatasan antar Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum | jymiah Dokumen Hasil Koordinasi dan 12 Dokumen
Koordinasi Pimpinan Daerah Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum 12 Dokumen
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jzamPps6NoXatDkDFnvs TCJVAA/QUZznT3KcYZwhLojvmkOUd/BvOeSWLrEnjAA...  82/82
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1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

290.705.468.536

1.01.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN

290.705.468.536

1.01.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN

290.705.468.536

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.01.01 KABUPATEN/KOTA 220.869.622.086
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.378.500
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.826.000
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.552.500

1.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

217.370.391.216

1.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

217.370.391.216

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 149.961.820
1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 149.961.820
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 214.200.000
1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 214.200.000
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 845.072.400
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.166.900
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.890.400
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.730.000
1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 70.034.600
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.000.000
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 413.789.000
1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 42.461.500
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 177.520.000
1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 177.520.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.857.104.400
1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.579.100
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 251.516.500

1.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.595.008.800

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.01.01.2.09 100.993.750
Daerah

101.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 15.421.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.01.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 9.157.500

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.130.000

101.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 56.285.250

atau Bangunan Lainnya

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

69.650.113.450

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

35.585.550.330
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Sementara
1 2 3 a4
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 760.000.000
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 892.000.000
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 880.000.000

1.01.02.2.01.06

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

1.446.376.210

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.518.275.920
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 135.000.000
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 120.000.000
101.02.2.01.13 z:ltmglbai}ftasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 750.000.000
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 200.000.000
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 165.799.620
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 37.005.720
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 6.495.000.000
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 112.739.020
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 749.999.700
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 220.222.260
101.02.2.01.26 zzgleadhiaSQS:fndidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 2275324260
101.02.2.01.27 E::giedrinkt::]ngjl?oléar:ig:::jidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 110.000.050
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 400.000.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 13.358.814.000
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 129.995.000
1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 3.000.000.000
1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 260.000.000
101.02.2.01.35 E:nmdbi(ijnii:rr: Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 189.958.760
101.02.2.01.38 E::(;(,jé?;:rl, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang 119.040.000
1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 49.999.800
1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 210.000.010

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23.388.612.820
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13.714.216.000
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 200.000.000
1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 99.750.000
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 72.094.850
1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 299.057.000
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 105.017.200
101.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 350.000.000
Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 342.600.670

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gt2WAPCI6fApT4sDjhh1JekO1UCP4duASUPRwoTY 3f2z6 @T70xZobZdkyVLiym7I...

2177



10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

1.01.02.2.02.39

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama

1.461.600.000

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan

1.01.02.2.02.40 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 145.000.100
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6.405.966.000
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 118.311.000
1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 75.000.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 9.417.980.300

1.01.02.2.03.01

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

1.427.460.000

1.01.02.2.03.03

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

620.000.000

1.01.02.2.03.04

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

1.540.000.000

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 150.000.000
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 30.000.050
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 71.700.000
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2.250.000.000
101.02.2.03.16 E::S%Tkzinpgzagarlr Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 250,767 860
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 413.772.400

1.01.02.2.03.18

Pengelolaan Dana BOP PAUD

2.102.280.000

1.01.02.2.03.26

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

449.999.900

1.01.02.2.03.27

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

112.000.090

1.01.02.2.04

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.257.970.000

1.01.02.2.04.13

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

25.000.000

1.01.02.2.04.16

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

39.000.000

1.01.02.2.04.17

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

1.193.970.000

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 40.000.000

1.01.03.2.02 Penefa!)an Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan 40.000.000
Pendidikan Nonformal

101.03.2.02.01 Penygsynan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan 40.000.000
Pendidikan Nonformal

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 90.000.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.04.2.01 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 90.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

1.01.04.2.01.01 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50.000.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan

1.01.04.2.01.02 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 40.000.000

1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 55.733.000

1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan 55.733.000

oleh Masyarakat
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Sementara
1 2 3 4
101.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh 55.733.000

Masyarakat

1.02

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

183.079.435.652

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

183.079.435.652

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

183.079.435.652

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 KABUPATEN/KOTA 123.123.951.958
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 462.217.217
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 110.590.217
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000.000
1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.000.000
1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 44.350.000
1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 23.297.000
102.01.2.01.06 Eic;oerr(jl;n:éiagan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 60.000.000
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.980.000

1.02.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

73.425.417.005

1.02.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

73.197.958.884

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.107.341
1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 69.652.000
1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 82.698.780
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 212.362.000
1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 212.362.000
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 128.511.440
1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 104.991.440
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.520.000
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 539.887.881
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.209.850
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.432.931
1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.142.100
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000
1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 105.000.000
1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.103.000
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86.621.800
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 86.621.800

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.700.690.155
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.894.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264.676.155
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1.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10.429.120.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Bangunan Lainnya

1.02.01.2.09 217.965.000
Daerah

102.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 46.200.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.190.000

102.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 151.575.000

1.02.01.2.10

Peningkatan Pelayanan BLUD

37.350.279.460

1.02.01.2.10.01

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

37.350.279.460

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

57.278.778.144

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

25.774.765.178

1.02.02.2.01.05

Pengembangan Rumah Sakit

6.059.235.000

1.02.02.2.01.06

Pengembangan Puskesmas

11.409.984.010

1.02.02.2.01.13

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4.704.590.739

1.02.02.2.01.14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

308.966.879

1.02.02.2.01.16

Pengadaan Obat, Vaksin

1.853.298.050

1.02.02.2.01.17

Pengadaan Bahan Habis Pakai

1.180.150.000

1.02.02.2.01.21

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),
Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

258.540.500

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

31.212.687.186

1.02.02.2.02.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

18.371.944.770

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 258.745.000
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 28.000.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 97.386.760
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 94.584.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 28.000.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 28.000.000
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 28.000.000
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 28.000.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 28.000.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 42.416.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 88.696.300
102.02.2.02.13 Pgngelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 28.000.000
Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 482.527.000
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igag:::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 105.000.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 45.000.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 206.145.270
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 45.000.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 35.000.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 252.431.900
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 5.000.000.000

1.02.02.2.02.32

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

1.000.133.541

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.303.975.395
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 350.000.000
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 28.000.000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 96.326.000
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 96.326.000
1020220401 e Sakt Keln . D da asiens Peayanan Kescraton Lo 19999920
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 149.999.950
1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 24.999.910

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

1.02.03 KESEHATAN 2.084.829.790
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2.084.829.790
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2.084.829.790
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 466.875.760
MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
1.02.04.2.01 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 19.999.900
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1.02.04.2.01.01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 19.999.900
Tradisional (UMQT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
1.02.04.2.03 Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 426.875.860
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03.01 . . . . 426.875.
02.04.2.03.0 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi 6:875.860
oleh Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada
1.02.04.2.06 Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 20.000.000
102.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah 20.000.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 125.000.000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta
1.02.05.2.01 45.000.
05.2.0 Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000
102.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 45.000.000
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 60.000.000
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 60.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 20.000.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 20.000.000

1.03

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

145.914.507.781

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

145.914.507.781

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

145.914.507.781

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.03.01 KABUPATEN/KOTA 13.556.213.167
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000
1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000
1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000
1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.000.000
1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000
1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 25.000.000
103.01.2.01.06 Eic;oerr(;l;n:éingan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.000.000
1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.140.657.461
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.499.457.461
1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 446.200.000
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000
1.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 150.000.000
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 181.920.000
1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000
1.03.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000
1.03.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000
1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000
1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 61.920.000
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 351.690.000
1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 156.590.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000
1.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 15.000.000
1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.000.000
1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000
1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 110.100.000
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 586.135.356
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.000.000
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.135.356
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000
1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.757.510.350

1.03.01.2.07.03

Pengadaan Alat Besar

1.556.000.000

Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 99.883.350

1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.627.000

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.761.400.000

1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 755.000.000

1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.000.000

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 892.400.000

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 426.900.000
Daerah

1.03.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 100.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

103.01.2.09.02 Penyediaan Jésa Pemellhfaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 16.900.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 190.000.000

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.014.320.000
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai

1.03.02.2.01 4.419.000.000
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

103.02.2.01.01 Penyusunz.an Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup .untu.k 25.000.000
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 25.000.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
1.03.02.2.01.03 Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman 25.000.000
Pantai
103.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan 644.000.000
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 300.000.000
1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 500.000.000
1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 2.650.000.000
1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000
103.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan 50.000.000
Kabupaten/Kota
103.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 25.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
103.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan 50.000.000
SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 100.000.000

1.03.02.2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

10.595.320.000

1.03.02.2.02.01

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Irigasi dan Rawa

50.000.000

1.03.02.2.02.02

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

500.000.000

1.03.02.2.02.04

Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

2.170.000.000

1.03.02.2.02.08

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

200.000.000

1.03.02.2.02.10

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

1.190.000.000

1.03.02.2.02.16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 5.885.320.000
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 100.000.000
1.03.02.2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 500.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

1.03.03 AIR MINUM 10.369.346.100
1.03.03.2.01 :;erl;ga:I;I;aKnag::al’tz:g/;;:tangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10.369.346.100
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 801.346.100
1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 668.000.000
1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 600.000.000

1.03.03.2.01.05

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

1.000.000.000

1.03.03.2.01.06

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

1.000.000.000

1.03.03.2.01.07

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

3.500.000.000

1.03.03.2.01.19

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2.800.000.000

1.03.04

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

2.238.000.000

1.03.04.2.01

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota

2.238.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 900.000.000
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan 888.000.000

1.03.05

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

2.876.535.514

1.03.05.2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

2.876.535.514

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air

1.03.052.01.01 Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 387.368.127
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem
1.03.05.2.01.02 .627.887
03.052.01.0 Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 35.621.88
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 985.000.000
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 150.000.000

1.03.05.2.01.13

Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

1.018.539.500

1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 100.000.000
1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 200.000.000
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.450.000.000
103.06.2.01.01 E::Iz/:tsal;r;an Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase 100.000.000
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000
1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 350.000.000
1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 200.000.000
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 200.000.000
1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 250.000.000
1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan 650.000.000
1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 200.000.000

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

3.699.240.000

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

3.699.240.000

1.03.07.2.01.01

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

3.581.740.000

1.03.07.2.01.03

Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

87.500.000

1.03.07.2.01.04

Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

30.000.000

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 11.652.660.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1.03.08.2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 11.652.660.000

Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.01

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

475.000.000
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Kabupaten/Kota

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan 10.797.750.000
Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 20.000.000

103.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah 30.000.000
Kabupaten/Kota

103.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah 50.000.000
Kabupaten/Kota

103.08.2.01.06 Ident|f|!<a5|, P.enetap:a‘n, Penye!enggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya 10.000.000
yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

103.08.2.01.07 Bantuar\ Teknis bagl Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya 5.000.000
yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna,

1.03.08.2.01.08 dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah 5.000.000
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik 15.000.000
Bangunan

1.03.08.2.01.10 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 15.000.000

103.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelalkan. Fungsi Rgmah Tlnggal Tunggal dan Rumah Deret 15.000.000
dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

103.08.2.01.12 Rehab||.|ta5|, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan 214.910.000
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.570.460.000

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah 1.570.460.000

1.03.09.2.01.01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

454.000.000

1.03.09.2.01.02

Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

50.000.000

1.03.09.2.01.03

Penataan Bangunan dan Lingkungan

1.026.460.000

1.03.09.2.01.05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 20.000.000
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 20.000.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 78.933.533.000
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 78.933.533.000
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 600.000.000

1.03.10.2.01.05

Pembangunan Jalan

5.500.000.000

1.03.10.2.01.06

Pelebaran Jalan Menuju Standar

2.000.000.000

1.03.10.2.01.08

Rekonstruksi Jalan

43.365.673.000

1.03.10.2.01.11

Pemeliharaan Rutin Jalan

1.036.378.612

1.03.10.2.01.12

Pembangunan Jembatan

1.900.000.000

1.03.10.2.01.18

Rehabilitasi Jembatan

1.147.540.000

1.03.10.2.01.19

Pemeliharaan Rutin Jembatan

50.112.000

1.03.10.2.01.22

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

953.265.388
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 4.610.304.000

1.03.10.2.01.24

Pembangunan Jalan Strategis Desa

1.982.260.000

1.03.10.2.01.25

Rekonstruksi Jalan Strategis Desa

8.126.462.000

1.03.10.2.01.26

Pembangunan Jembatan Gantung

7.000.000.000

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.114.200.000
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 260.000.000
103.11.2.01.01 Penylapan. Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil 20.000.000
Konstruksi
1.03.11.2.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan 20.000.000
1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 10.000.000
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 75.000.000
1.03.11.2.01.05 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10.000.000
1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 75.000.000
1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 25.000.000
1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 25.000.000
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 352.700.000
Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 42.200.000
1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 15.000.000
103.11.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator 25.000.000
SIPJAKI
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat
1:03.11.2.02.04 Dilaksanakan dengan Skema KPDBU 10.000.000
1.03.11.2.02.05 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur 15.000.000
1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 10.000.000
103.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan 175.000.000
Peralatan
1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 20.500.000
1.03.11.2.02.09 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 15.000.000
1.03.11.2.02.10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi 10.000.000
1.03.11.2.02.11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 15.000.000
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 71.500.000
103.11.2.03.01 Pen)./usuna.n Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK 10.000.000
Nasional di Kabupaten/Kota
1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 37.500.000
103.11.2.03.04 Pembinaan dan Penlngkgtan Ka.pa5|tas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha 14.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional
1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan 10.000.000
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Te.rtlb Penyelenggaraan dan Tertib 430.000.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
103.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 15.000.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gt2WAPCI6fApT4sDjhh1JekO1UCP4duASuUPRwoTY 3f2z6 @T70xZobZdkyVLiym?7...

12/77



10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Ruang

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
103.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tgrt|b Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 30.000.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
103.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Te.rtlb Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 385.000.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.440.000.000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
1.03.12.2.01 135.000.
03 0 Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 35.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan
1.03.12.2.01.01 ! ' 15.000.000
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
103.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 30.000.000
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 30.000.000
103.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan 60.000.000

1.03.12.2.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

1.865.000.000

1.03.12.2.02.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

250.000.000

1.03.12.2.02.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

1.600.000.000

1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 15.000.000

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 240.000.000
Kabupaten/Kota

103.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan 140.000.000
Pembangunan Daerah

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.000.000

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 200.000.000
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 200.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

1.04 PERMUKIMAN 10.204.636.052

1.04.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 10.204.636.052

1.04.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 10.204.636.052

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.04.01 KABUPATEN/KOTA 6.954.989.152
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.699.970
1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.499.970
1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.200.000

1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.783.601.612
1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.606.670.212
1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 176.931.400
1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 31.653.000
1.04.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 19.559.000
1.04.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.094.000
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 94.176.520
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igag:::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 37.490.000
1.04.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 33.137.520
1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.549.000
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 331.254.150
1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.150.500
1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.568.000
1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.637.500
1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.000.000
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.450.000
1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.750.000
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.131.000
1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 76.567.150
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.407.000
1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.115.000
1.04.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 6.292.000
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.508.836.900
1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.480.900
1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 858.156.000
1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.600.000

1.04.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.632.600.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.04.01.2.09 128.360.000
Daerah

1.04.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 24.850.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.970.000

1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.540.000

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 93.500.000

1.04.02.2.01 Pendata.an Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 48.500.000
Relokasi Program Kabupaten/Kota

104.02.2.01.03 Pengumpulan Da.ta Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang 48.500.000
Belum Tertangani

1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 25.000.000
Program Kabupaten/Kota

1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 25.000.000

1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 20.000.000

104.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan 20.000.000
Perumahan

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 127.500.000

1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 57.500.000

dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gt2WAPCI6fApT4sDjhh1JekO1UCP4duASuUPRwoTY 3f2z6 @T70xZobZdkyVLiym?7...

14/77



10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

104.03.2.02.02 Penyusunan Rencanfa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 55.000.000

Kumuh dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 2.500.000
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 70.000.000

Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 25.000.000
1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 45.000.000
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 89.000.000
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 89.000.000

Kabupaten/Kota

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
1.04.04.2.01.01 Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh 89.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Utilitas Umum Perumahan

1.04.05 (PSU) 2.939.646.900

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2.939.646.900

1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 265.089.900

104.05.2.01.02 Penyed.laan Prasargna, sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk 2 418.074.900
Menunjang Fungsi Hunian

104.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 256.482.100

1.05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

14.229.897.454

1.05.0.00.0.00.02.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

10.218.223.391

1.05.0.00.0.00.02.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

10.218.223.391

1.05.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

6.608.373.541

1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.180.373.491

1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.180.373.491

Bangunan Lainnya

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 282.603.500
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.994.500
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.259.000
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.350.000
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.396.550
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.396.500
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106.000.050
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 25.000.000
Daerah
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 15.000.000
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.803.459.200
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 585.181.200
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi
1.05.02.2.01.01 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, 229.400.200
Pengamanan, dan Pengawalan
105.02.2.01.03 Koo.rdlna5| Penyelenggaraar\ Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 60.407.000
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
105.02.2.01.04 Pembgrdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 85.630.000
Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
1.05.02.2.01.05 Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 148.082.000
Bernuansa Hak Asasi Manusia
105.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan 61.662.000

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.05.02.2.02

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

1.218.278.000

1.05.02.2.02.01

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

81.891.000

1.05.02.2.02.02

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota

1.091.920.000

1.05.02.2.02.03

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota

44.467.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN

1.05.04 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.806.390.650
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

1.05.04.2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 1.806.390.650
Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 138.328.000

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 52.652.900

105.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran 540.560.600

dan Alat Pelindung Diri

1.05.04.2.01.07

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

1.074.849.150

1.06.1.05.0.00.01.0000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.011.674.063

1.06.1.05.0.00.01.0000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.011.674.063

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.05.01 KABUPATEN/KOTA 3.170.707.273
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.036.020
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15.036.020

Kinerja SKPD

1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.797.514.821

1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.787.133.921

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

1.05.01.2.02.07 Semesteran SKPD 10.380.900
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.990.460
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 42.147.500
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10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4

1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.842.960
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.880.840
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.452.500
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.591.340
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.200.000
1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.040.000
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 79.000.000
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.597.000
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 110.445.000
1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.445.000
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 716.374.032
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.594.100
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 58.098.332
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 654.681.600
1.05.01.2.09 Et:?rzlli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 174.466.100
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.860.000
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.723.100
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 546.048.940
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 44.999.950
1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 24.999.950
105.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Ir}formasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 20.000.000

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 218.179.780
1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 25.000.000
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 20.000.000
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 29.999.880
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 124.859.750
1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 18.320.150
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 282.869.210
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 215.000.150
1.05.03.2.03.04 Ezgﬁic;ifeann/llgggstik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 67.869.060
[ROSKAM FENCECANAN TENNGOUANGAN ENTEAATAN | 04517050

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
1.05.04.2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 294.917.850

Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 294.917.850
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10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 714.500.000
1.06.2.13.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 714.500.000
1.06.2.13.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 714.500.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 130.000.000
1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 95.000.000
1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 95.000.000
1.06.02.2.03 ;:rl\’g::l::l;gzrt\:otensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 35.000.000
106.02.2.03.03 Ezwzg::gaar; Izzj;n;::?Kz?;ensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 20.000.000
1.06.02.2.03.04 'F\’/Ie:si;agrl::(t:tnKléivrzzzwnng;annKF;ok;cj;:it::/rln(gte; Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 15.000.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 122.900.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
1.06.04.2.01 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 75.000.000
Panti Sosial
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 25.000.000
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 30.000.000
1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000
1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan 47.900.000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 258.400.000
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 10.000.000
1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 10.000.000
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 248.400.000
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 74.400.000
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 91.500.000
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 82.500.000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 133.000.000
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 108.000.000
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 30.000.000
1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 78.000.000
1.06.06.2.02 :::)cl::aanﬁgia)rua:ant::/rr(::ardayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 25.000.000
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 25.000.000
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 70.200.000
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 70.200.000
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 70.200.000

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

4.310.383.549
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10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.07.3.32.0.00.01.0000

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.310.383.549

2.07.3.32.0.00.01.0000

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.310.383.549

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.07.01 KABUPATEN/KOTA 3.994.743.549
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.049.250
2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.049.250
2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000
2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000

2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.091.635.899
2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.884.175.899
2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000
207.01.2.02.07 g;);rssi:;jndgz;l’jenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 197 460.000
2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000
2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000
2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.880.000
2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000
2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000
2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000
2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000
2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.900.000
2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.980.000
2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.000.000
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000
2.07.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 627.178.400
2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.578.400
2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 534.600.000
2.07.01.2.09 E:‘?rzlli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 20.000.000
2.07.01.2.13 Penataan Organisasi 35.000.000
207.012.13.04 LMai;\;t:aring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 35.000.000
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 20.000.000
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 20.000.000
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10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 20.000.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 80.000.000
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 55.000.000
207.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan .dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 35.000.000
berdasarkan Klaster Kompetensi
207.03.2.01.02 Koordlqa5| Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swast§ untuk . 20.000.000
Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 10.000.000
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 10.000.000
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 15.000.000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 77.760.000
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 52.000.000
2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 15.000.000
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 37.000.000
2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah 25.760.000
Kabupaten/Kota
207.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 25760.000
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 137.880.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
2.07.05.2.01 Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) 38.180.000
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 5.000.000
2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 5.000.000
207.05.2.01.03 Pen}/elengga‘raan Pendataa)n dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan 28.180.000
Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
2.07.05.2.02 99.700.000
Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2.07.05.2.02.01 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah 46.820.200
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2.07.05.2.02.02 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 37.879.800
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi
2.07.05.2.02.03 Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non 7.500.000
Afiliasi
207.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah 7 500.000
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2.08 PERLINDUNGAN ANAK 263.690.200
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN 263.690.200
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10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

2.08.2.14.0.00.01.0000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 263.690.200
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

2.08.02 PEREMPUAN 41.515.000

2.08.02.2.01 Peleml?agaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 21.535.000
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 10.015.000

2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 11.520.000

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 19.980.000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

208.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 19.980.000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 19.968.400
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

2.08.03.2.02 19.968.400
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

208.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban 19.968.400
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 59.948.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

2.08.04.2.01 19.956.000
(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

208.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 19.956.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak

2.08.04.2.03 39.992.000
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam

2.08.04.2.03.01 Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam 39.992.000
Daerah Kabupaten/Kota

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 24.851.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak

2.08.05.2.01 Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.851.000

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 24.851.000

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 14.957.800

2.08.06.2.01 Pele.mbagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan 14.957.800
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

208.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 14.957 800
Kabupaten/Kota

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 102.450.000

2.08.07.2.01 P.encegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 19.969.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan

2.08.07.2.01.01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan 19.969.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

2.08.07.2.02 82.481.000
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

208.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan 82.481.000

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.09

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

3.059.241.086

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.059.241.086

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.059.241.086

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.09.01 KABUPATEN/KOTA 2.730.441.086
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 601.600.000
2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 180.000.000
2.09.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 421.600.000

2.09.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.360.038.796

2.09.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

151.200.000

2.09.01.2.06.04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.037.838.796

2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000
2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000
2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 319.928.500
2.09.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000
2.09.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 119.928.500
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.273.790
2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 173.173.040
2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.100.750
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 74.600.000
Daerah
2090120901 perorangan Dines st Kenciraan Dines w1 6000000
2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.600.000
FROSAAN FGELOLAN SUNBER DR HONOMI UNTUX
209.022.01 Feeunt Kewenangan Dasrah Kabptanfota e | 42600000
2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 42.600.000
2.09.03 II\’/II;()SC;IIiARZ/IKI;FrNINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 147.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
2.09.03.2.01 dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 92.000.000
Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 12.000.000
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 60.000.000
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 20.000.000
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 55.000.000

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
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209.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 30.000.000
Berbasis Sumber Daya Lokal
209.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita 25.000.000
per Tahun
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 114.200.000
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.000.000
209.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 20.000.000
Pangan
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 94.200.000
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 30.000.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan
2.09.04.2.02.02 pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah 64.200.000
Kabupaten/Kota
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 25.000.000
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 25.000.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
2.09.05.2.01. 25.000.
09.05.2.01.05 Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota >:000.000
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 171.914.620
1.04.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 171.914.620
1.04.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 171.914.620
2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 12.000.000
2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000
210.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan 12.000.000
Kemudahan Berusaha
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 55.914.620
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 55.914.620
510.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 53.204.620
Kabupaten/Kota
210.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah 2710.000
Kabupaten/Kota
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM 57.000.000
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian
2.10.06.2.01 Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah 57.000.000
Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 37.000.000
210.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 20.000.000
1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 40.000.000
2.10.09.2.01 Penerbitan I1zin Membuka Tanah 40.000.000
2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 40.000.000
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 7.000.000
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2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 7.000.000
Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 7.000.000

2.1

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

11.535.442.989

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

11.535.442.989

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

11.535.442.989

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

2.11.01 KABUPATEN/KOTA 5.184.570.525
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.550.001
2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.550.001
2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000
2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000
2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000
2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000
211.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 65.000.000

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.858.260.524
2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.718.260.524
2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.000.000
2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000
2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.000.000
2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000
211.012.02.07 Esr?]redsi?ea:saindg'zplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5.000.000
2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000
2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 31.000.000
2.11.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000
2.11.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000
2.11.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000
2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.000.000
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 141.350.000
2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 78.350.000
2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000
2.11.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.000.000
2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 53.000.000
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 250.060.000
2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000
2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000
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2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.560.000
2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 42.000.000
2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.000.000
2.11.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 705.350.000
2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000
2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 230.000.000
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 473.350.000
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 26.000.000
Daerah
511.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 5000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
211.01.2.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellh.araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 14.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
211.01.2.09.11 Pemellharaan/RehfablIltaﬂ Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.000
atau Bangunan Lainnya
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 400.000.000
Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 400.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
2.11.03 LINGKUNGAN HIDUP 306.000.000
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 175.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
2.11.03.2.01.01 ! ' 30.000.000
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah
2.11.03.2.01.02 ' 70.000.
032010 Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0.000.000
2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 75.000.000
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 45.000.000
Kabupaten/Kota
211.03.2.02.01 Pgmberlan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 20.000.000
Hidup pada Masyarakat
2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 25.000.000
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 86.000.000
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 20.000.000
2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 66.000.000
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 80.000.000
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 80.000.000
2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 30.000.000
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2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 20.000.000
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30.000.000
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) 50.000.000
o DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) AN
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 35.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.05.2.01.01 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 25.000.000
Elektronik
211.05.2.01.02 Verlflka5|.Lapangan untuk Memastlkar\ Pemenuhan Persyaratan Administrasi 10.000.000
dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah
2.11.05.2.02.02 Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau 15.000.000
Penimbunan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN
2.11.06 LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 120.000.000
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
2.11.06.2.01 Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 120.000.000
Kabupaten/Kota
2 11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau lzin 50.000.000
PPLH
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
2.11.06.2.01.03 o . 30.000.000
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
211.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan 40.000.000
Rencana PPLH
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 50.000.000
o (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH AR
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak
2.11.07.2.01 MHA yang Terkait dengan PPLH 25.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak
2.11.07.2.01.01 Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan 25.000.000
PPLH
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan
2.11.07.2.02 Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 25.000.000
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan
2.11.07.2.02.01 MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan 25.000.000
PPLH
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 85.000.000
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan
2.11.08.2.01 85.000.000
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
211.08.2.01.01 Pgmngkatan Kapamtas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang 25.000.000
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 40.000.000
2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 20.000.000
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 25.000.000
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2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 25.000.000
Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2.11.09.2.01.01 Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 25.000.000
Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 60.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
2.11.10.2.01 .000.
0.2.0 Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 60.000.000
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 25.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian
2.11.10.2.01.02 Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau 35.000.000

Melalui Pengadilan

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.174.872.464

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 5.164.872.464

21111.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan 39.200.000
Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,

2.11.11.2.01.03 Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 159.000.000
Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 4.418.142.464

21111.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 497 330,000
Persampahan

2111120107 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA 51.200.000
Kabupaten/Kota

2.11.11.2.03 Pemblrlaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan 10.000.000
oleh Pihak Swasta

21111.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan 10.000.000

Pengelolaan Sampah

2.12

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

5.384.667.466

2.12.0.00.0.00.01.0000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.384.667.466

2.12.0.00.0.00.01.0000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.384.667.466

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.12.01 KABUPATEN/KOTA 4.819.549.646
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.543.130
2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000
2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.999.860
2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000
2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.999.930
2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.499.880
212.01.2.01.06 Eic;c;rrji;n;;iPdDan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi 4,999,860
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.043.600

2.12.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.921.728.506
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igag:::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.797.527.966
2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 103.700.800
2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.999.920
2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.499.960
2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000
2.12.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.000.000
212.01.2.02.07 E::;r:sitnearzindzzpli’ljenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 7 999.860
2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.249.740
2.12.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.750.000
2.12.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.499.810
2.12.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000
2.12.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000
2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.999.930
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 92.886.950
2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 36.528.450
2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 56.358.500
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.155.456.113
2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.023.000
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 319.722.013
2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.919.400
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.950.800
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.821.700
2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000
2.12.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 4.287.800
2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.000.000
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299.529.000
2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 452.702.400
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.740.250
2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 39.000.000
2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.740.250
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 386.750.157
2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.032.000
2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.318.157
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.400.000
2.12.01.2.09 PD(:?r(-:aII:haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 95.194.800
212.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 55257 950

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Kebutuhan yang Lain

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.450.000
2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.050.000
212.01.2.09.11 Pemehharaan/Reh§b|I|ta5| Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 5.436.850
atau Bangunan Lainnya
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 173.436.500
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 102.208.780
212.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran 102.208.780
Penduduk
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 66.228.000
2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 66.228.000
2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 4.999.720
2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 4.999.720
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 238.159.780
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 63.459.780
212.03.2.01.01 Pen'ca.tatan, Pgnatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 63.459.780
Peristiwa Penting
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 174.700.000
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang
2.12.03.2.02.01 . . . . . 102.700.000
Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk
yang Beragama Islam
212.03.2.02.04 Pelgyénan Sec.ara Aktlf.Pendaftaran Pgr|§t|wa Kependudukan dan Pencatatan 72.000.000
Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
2.12.04 KEPENDUDUKAN 117.267.200
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 117.267.200
Database Kependudukan
2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 43.918.120
2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 73.349.080
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 36.254.340
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 36.254.340
212.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta 36.254 340

2.13

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

72.663.391.678

1.06.2.13.0.00.01.0000

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

72.663.391.678

1.06.2.13.0.00.01.0000

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

72.663.391.678

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.13.01 KABUPATEN/KOTA 5.996.712.984
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000
2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000

2.13.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.220.188.334

2.13.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.127.348.734
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igag:::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
2.13.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 33.059.600
213.012.02.07 E:r?]rssitn;zindgzplil’;nyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 59.780.000
2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000
2.13.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.900.000
2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 34.900.000
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.019.250
2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000
2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000
2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000
2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.750.000
2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.000.000
2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 249.269.250
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.300.000
2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.300.000
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 951.305.400
2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.615.000
2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.000.000
2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.110.000
2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 868.580.400
2.13.01.2.09 PD(;r:reaII:haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 193.000.000
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000
2.13.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 65.000.000
2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000
213.01.2.09.10 EZ?;Ji::;af;ﬁiigabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 63.000.000
2.13.01.2.13 Penataan Organisasi 15.000.000
2.13.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 15.000.000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 898.102.488
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 898.102.488
2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 20.000.000
2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 878.102.488
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 25.000.000
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 25.000.000
2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 25.000.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 65.280.416.206
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 65.280.416.206

Pemerintahan Desa

2.13.04.2.01.01

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

100.000.000

2.13.04.2.01.04

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

64.442.166.206

2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 290.000.000
2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 150.000.000
213.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 40.000.000
Desa
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 30.000.000
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 78.750.000
2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 80.000.000
2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 69.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
2.13.05 ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 463.160.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01 463.160.000
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 30.000.000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
2.13.05.2.01.02 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 30.000.000
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
2.13.05.2.01.03 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 40.000.000
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
213.05.2.01.05 Fasilitasi Pgngembangan Usaha Ekongml Masyarakat dan Pemerintah Desa 25.000.000
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 50.000.000
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 20.000.000
213.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 268.160.000

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.14

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

7.288.542.051

2.08.2.14.0.00.01.0000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7.288.542.051

2.08.2.14.0.00.01.0000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7.288.542.051

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.14.01 KABUPATEN/KOTA 4.771.731.681
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.173.829.931
2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.015.916.731
2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 157.913.200
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.817.800
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.876.800
2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.304.000
2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000
2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 229.637.000
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 686.678.000
2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 686.678.000
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.254.950
2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.926.000
2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 397.328.950
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 79.151.000
Daerah
214.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemellh.araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 32.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000
214.01.2.09.10 Pemehharaan./RehabllltaS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 36.151.000
Bangunan Lainnya
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 187.066.400
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
2.14.02.2.01 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian 74.850.900
Kuantitas Penduduk
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap
2.14.02.2.01.01 Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program 54.865.000
KKBPK)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
2.14.02.2.01.02 ) 9.985.900
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2140220110 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan 10.000.000
Nonformal
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 112.215.500
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 9.991.500
2.14.02.2.02.06 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 10.099.000
2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 88.800.000
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 3.325.000
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.351.123.970
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
2.14.03.2.01 476.615.000
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000
214.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 25.000.000
Budaya Lokal
214.03.2.01.04 Promosi d?n KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 70.640.000
serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat
2.14.03.2.01.06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan 93.600.000

Mini Lokakarya (Minilok)
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Mitra Kerja

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 243.000.000

2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 446.400.000

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 446.400.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

2.14.03.2. 169.358.97

03.2.03 serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 69.358.970

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana

2.14.03.2.03.01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 6.750.000
Jejaringnya

214.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 154.808.970
(MKJP)

214.03.2.03.08 Perpbmaan Pelayanan Keluarga Berencana da?n Kesehatan Reproduksi di 7.800.000
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

2.14.03.2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 258.750.000
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 258.750.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA

2.14.04 SEJAHTERA (KS) 978.620.000

2.14.04.2.01 Pelalfsanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 877.602.000
Kesejahteraan Keluarga
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)

2.14.04.2.01.05 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 661.480.000
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

2.14.04.2.01.08 Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta 216.122.000
Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

2.14.04.2.02 Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui 101.018.000
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam

2.14.04.2.02.01 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 24.973.000
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan

2.14.04.2.02.02 ) 25.235.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

214.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi 50.810.000

2.15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

11.007.800.549

2.15.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERHUBUNGAN

11.007.800.549

2.15.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERHUBUNGAN

11.007.800.549

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.15.01 KABUPATEN/KOTA 6.877.800.549
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.000.000
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:r:m Ket
Sementara
1 2 3 4
2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000
2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000
2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000
215.01.2.01.06 Eic;oerr(;l;n:é:ogan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20.000.000
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.620.303.949
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.620.303.949
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.000.000
2.15.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000
2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000
2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 25.000.000
2.15.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 15.000.000
2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000
2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 780.500.000
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.000.000
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.500.000
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 495.000.000
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 265.000.000
2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 120.000.000
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000
2.15.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 130.000.000
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.696.996.600
2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181.396.600

2.15.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.505.600.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.15.01.2.09 180.000.000
Daerah

215.01.2.09.02 Penyediaan {asa Pemellh.araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 120.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1.320.000.000
(LLA)J)

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 300.000.000

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 165.000.000

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 55.000.000
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 80.000.000

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 10.000.000

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 10.000.000

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 120.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan

2.15.02.2.04.01 Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 100.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

215.02.2.04.02 Koordinasi dan Slnkron.|t5a5| Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan 20.000.000
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 410.000.000

2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 380.000.000

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 25.000.000

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5.000.000

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 390.000.000
Kabupaten/Kota

215.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 130.000.000
Kabupaten/Kota

2 15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 210.000.000
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 50.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau

2.15.02.2.09 70.000.000
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa

2.15.02.2.09.02 70.000.000
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) 20.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek

2.15.02.2.11.02 20.000.000
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.810.000.000
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili

2.15.03.2.01 dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di 60.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

215.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 60.000.000
Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang

2.15.03.2.02 Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi 150.000.000
pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

215.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 150.000.000
Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.03.2.13 Pembangunan da.n Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian 2.600.000.000
Pelabuhan Sungai dan Danau

215.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian 250.000.000
Pelabuhan Sungai dan Danau

2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 480.000.000

2.15.03.2.13.05 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau 110.000.000
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Sementara
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2.15.03.2.13.06

Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

1.072.500.000

2.15.03.2.13.07

Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

687.500.000

2.16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.294.685.238

2.16.2.20.2.21.01.0000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.294.685.238

2.16.2.20.2.21.01.0000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.294.685.238

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

2.16.01 KABUPATEN/KOTA 3.747.685.506
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.348.440
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.956.250
2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.406.400
2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.981.640
2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000
2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.004.150
216.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.000.000

2.16.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.985.749.156

2.16.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.873.594.466

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.202.500
2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 86.952.400
216.01.2.02.07 g:r?]fsitr\;zind;z;;enyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 14.999.790
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.979.260
2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.499.260
2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.480.000
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 380.313.650
2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.169.000
2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.854.650
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000
2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.290.000
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.295.000
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.095.000
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.000.000
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 259.200.000
2.16.01.2.09 ;Z?rzlli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5.000.000
216.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 5.000.000

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gt2WAPCI6fApT4sDjhh1JekO1UCP4duASuUPRwoTY 3f2z6 @T70xZobZdkyVLiym?7...

36/77



10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA
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Sementara
1 2 3 4
2.16.01.2.13 Penataan Organisasi 5.000.000
2.16.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5.000.000

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.992.000.000

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 1.992.000.000
Kabupaten/Kota

2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 55.000.000

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 37.000.000

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 95.000.000

2.16.02.2.01.07

Layanan Hubungan Media

1.500.000.000

2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 250.000.000
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 15.000.000
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan
2.16.02.2.01.13 Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 554.999.732
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah
2.16.03.2.01 55.000.000

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 10.000.000
216.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Per\gawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 15.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 30.000.000
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 499.999.732
Kabupaten/Kota
216.03.2.02.01 Penata.laksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan 69.999.864
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 240.000.000
2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 51.999.868
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 43.000.000
216.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota 80.000.000
Cerdas
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 15.000.000

2.17

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

6.061.085.877

3.30.2.17.3.31.01.0000

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

6.061.085.877

3.30.2.17.3.31.01.0000

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

6.061.085.877

2.17.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5.802.869.757

2.17.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.742.802.388

2.17.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.599.113.588

2.17.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

143.688.800

2.17.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

75.368.500
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Sementara
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2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 39.847.500
2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35.521.000
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 682.100.434
2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.564.478
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.215.956
2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.500.000
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 524.820.000
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.219.980.435
2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.240.000
2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 111.540.435

2.17.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.093.200.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.17.01.2.09 82.618.000
Daerah

217.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 24.750.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.760.000

217.01.2.09.10 Pemellharaan./Rehabﬂltag Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 48.108.000
Bangunan Lainnya

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 37.699.780
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit

2.17.03.2.01 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 37.699.780
Kabupaten/ Kota

217.03.2.01.01 Pengawaﬁan Kekuatar?, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta 26.999.780
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

217.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 10.700.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 10.016.800
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

2.17.04.2.01 Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah 10.016.800
Kabupaten/Kota

217.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 10.016.800
Kabupaten/Kota

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 35.000.000

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 35.000.000
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

217.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan F’engetahuan Perkoperasian serta Kapasitas 35.000.000
dan Kompetensi SDM Koperasi

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 67.999.880

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam 67.999.880
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses

2.17.06.2.01.01 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, 67.999.880

dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
2.17.07 USAHA MIKRO (UMKM) 72.499.660
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,
2.17.07.2.01 Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 72.499.660
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 20.000.000
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 20.000.000
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 20.000.000
217.07.2.01.05 Koordinasi dan Slnkronls'a5| dengan Para Pemangku Kepentingan dalam 12.499 660
Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 35.000.000
2.17.08.2.01 Peng'em.bangan Uszjiha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 35.000.000
Menjadi Usaha Kecil
217.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi 35.000.000

dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

2.18

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

5.057.645.217

2.18.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5.057.645.217

2.18.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5.057.645.217

2.18.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.980.293.217

2.18.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.748.401.317

2.18.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.748.401.317

2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.140.000
2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.140.000
2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 343.548.100
2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.079.600
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.296.500
2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.784.000
2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.997.000
2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.745.000
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.646.000
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 214.527.000
2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 41.975.000
2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.552.000
2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 583.253.800
2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.667.000
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.450.000
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 498.136.800
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 47.423.000
Daerah

218.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 7.125.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.150.000

2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.148.000

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 260.000.000

2.18.02.2.01 Penetapan. Pe.mberlan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 200.000.000
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

218.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan 200.000.000
Kemudahan Penanaman Modal

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 60.000.000

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 60.000.000

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 50.000.000

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 50.000.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 310.000.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

2.18.04.2.01 dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 310.000.000
Kabupaten/ Kota

218.04.2.01.01 Penyediaan Pe.la.lyanan Terpadu Pgrlzman Fian Nonperlzmah Berbasis Sistem 150.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

218.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 80.000.000
Modal

218.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi c.Ia.n Pengelolaan Pehgaduan Masyarakat 40.000.000
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 40.000.000

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 457.352.000

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 457.352.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 45.000.000

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 315.412.000

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 96.940.000

2.19

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

5.523.675.660

2.19.3.26.2.22.01.0000

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

5.523.675.660

2.19.3.26.2.22.01.0000

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

5.523.675.660

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

2.19.01 KABUPATEN/KOTA 4.366.295.500
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.951.330
2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.911.330
219.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8.040.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.140.600.254

2.19.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.377.103.245

2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 763.497.009

2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.737.253

2.19.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 11.737.253

2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.778.000

2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 61.778.000

2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.782.800

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 96.782.800

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000

2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 13.445.863
Daerah

219.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 8.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

219.01.2.09 10 Pemehharaaq/Rehab|I|ta5| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 5.445 863
Bangunan Lainnya

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 447.556.360
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan

2.19.02.2.01 Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 447.556.360
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

219.02.2.01.01 Ko‘ord|na5|, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya 40.000.000
Saing Pemuda Pelopor

2190220107 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa 161.124.160
dan/atau Berprestasi

2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 246.432.200

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 709.823.800
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang

2.19.03.2.01 Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 624.821.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan

2.19.03.2.01.01 Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang 95.986.500
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan

2.19.03.2.01.02 . - 528.834.500
Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.003.000

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 10.003.000

2.19.03.2.03 Pemt.)m.aan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 24.999.800
Provinsi

2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 24.999.800

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 50.000.000

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 50.000.000

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 159.999.764

2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159.999.764

2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159.999.764
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 159.999.764
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 159.999.764
220.02.2.01.01 Eci)sc;r:]ii:aassii cliDaar;aSiSr;l;ic')S?iiEasseilzir:glumpuIan, Pengolahan, Analisis dan 99.999.764
220.02.2.01.02 Fs’farliiztgfll:agzzrl:ap;asri]tgas_resrlii)nl\t/le;erz;zierintah Daerah dalam Peningkatan Mutu 35.000.000
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 25.000.000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.000.000
2.21.02 IP'\Il(::)GRR'\,;-I\III\\IIsIPENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 25.000.000
2.21.02.2.01 ;&::;::Le;ggz:)a:;:nl’;::::dian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 25.000.000
221.02.2.01.03 gzlrilzs;?zf:k'lt(;anr;(ag:: 'L;];irg:ﬂrzir;(erintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 314.678.080
2.19.3.26.2.22.01.0000 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 314.678.080
2.19.3.26.2.22.01.0000 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 314.678.080
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 177.439.000
2.22.02.2.01 ;:r;g:l:!::;\KI‘(,::udayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 19.999.000
2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 19.999.000
2.22.02.2.02 PD?::::rli(aanbE::t::;a/r:(I::disionaI yang Masyarakat Pelakunya dalam 157.440.000
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 37.440.000
2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 120.000.000
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 60.475.000
2.22.03.2.01 ;:r;\f;::::/iziznian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 60.475.000
2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 60.475.000
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 46.776.000
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 46.776.000
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 46.776.000
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 29.988.080
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 29.988.080
2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 29.988.080

2.23

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

5.223.143.110

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

5.223.143.110

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

5.223.143.110

2.23.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4.075.213.110
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.988.900
2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000
223.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 28.988.900

Kinerja SKPD

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.427.776.260
2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.392.776.260
2.23.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 35.000.000
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000
2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 169.079.500
2.23.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 42.500.000
2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 59.742.500
2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.837.000
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 569.372.900
2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 64.886.000
2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.837.400
2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.765.000
2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 166.764.000
2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.121.000
2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.895.000
2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 152.104.500
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 149.800.000
2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.500.000
2230120711 Pe.ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 82.300.000
Lainnya
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 526.040.550
2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.405.000
2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.982.000
2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 314.653.550
2.23.01.2.09 ;Z?;Iri‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 144.155.000
2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.375.000
2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.980.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.147.930.000
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 764.275.500
2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 82.456.500
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2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 89.452.000

2230220103 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah 35.330.000
Kabupaten/Kota

223.02.2.01.04 Pembinaan Perpustaka.an pada Satuan Pendl.dlkan Dasar di Seluruh Wilayah 115.737.000
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 53.672.000

223.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah 13.200.000
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 112.132.000

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 227.577.000

223.02.2.01.10 Penyusunan pata dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan 34.719.000
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 383.654.500

223.02.2.02.01 SOSIa.ISE'iSI Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan 84.125.000
Pendidikan Khusus serta Masyarakat

2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 119.851.500

2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 93.697.000

2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.981.000

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 400.863.000

2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 400.863.000

2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 400.863.000

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 363.863.000

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 219.485.000

2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 89.000.000

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 69.885.000

2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 60.600.000

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 84.755.000

224.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga 26.355.000
kepada ANRI

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 58.400.000

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 59.623.000
Kabupaten/Kota

224.022.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 28.538.000
Kabupaten/Kota Melalui JIKN

224.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah 31.085.000
Kabupaten/Kota

2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 37.000.000
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.24.03.2.01 37.000.000
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

224.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki 37.000.000

Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
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3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 661.300.000

2.09.3.25.3.27.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 661.300.000

2.09.3.25.3.27.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 661.300.000

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 159.700.000
Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,

3.25.03.2.01 dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 22.500.000
Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya lkan 12.500.000

3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 10.000.000

3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 103.000.000

3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 53.000.000

325.03.2.02.02 Pelaksanaan'FaS|I|taS| Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 25.000.000
Nelayan Kecil

3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan 25.000.000
Usaha

3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI) 24.200.000

3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI) 24.200.000
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10

3.25.03.2.04 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 10.000.000
yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2503.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai 10.000.000
dengan 10 GT

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 356.600.000

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya lkan Kecil 116.000.000

3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya lkan Kecil 75.000.000

325.04.2.02.02 Pelaksan.aan Fasilitasi Pgmbentukan dan Pengembangan Kelembagaan 15.000.000
Pembudi Daya lkan Kecil

3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan 26.000.000
Usaha

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan lkan 240.600.000

3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah 15.000.000
Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah 28.000.000
Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah 49 .800.000
Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah 17.800.000
Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan lkan di Darat 45.000.000

325.04.2.04.06 Perencar?aan, Pengempangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk 35.000.000
Pembudidayaan lkan di Darat

3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 35.000.000
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Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.05.2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 35.000.000
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.05.2.01.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 35.000.000
Kabupaten/Kota
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 110.000.000
3.25.06.2.01 Penerblt.an Tanda Da.ftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha 15.000.000
Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil
3.25.06.2.01.01 Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan K(::-amanan Hafll Perikanan bagi Usaha Pengolahan 58.000.000
dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyarat.an atau Standar pada Usaha 58.000.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan lkan dalam 37.000.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 12.000.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.2506.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 25.000.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 280.694.682
2.19.3.26.2.22.01.0000 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 280.694.682
2.19.3.26.2.22.01.0000 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 280.694.682
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 92.569.682
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 92.569.682
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 92.569.682
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 133.125.000
3.26.03.2.01 Pemasaran Parlw.lsata .Darlam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 133.125.000
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Me.lalw Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik 20.000.000
Dalam dan Luar Negeri
3.26.03.2.01.02 Fas!llt§S| Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 78.125.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 20.000.000
3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 15.000.000
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI 25.000.000
- PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL U
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 25.000.000
3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran 10.000.000
3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual 15.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
3.26.05 EKONOMI KREATIF 30.000.000
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata 30.000.000

dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
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3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 30.000.000

3.27

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

21.818.681.664

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

21.818.681.664

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

21.818.681.664

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

3.27.01 KABUPATEN/KOTA 14.892.888.164
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 254.916.050
3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 143.634.350
327.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 111.281.700

3.27.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

14.557.713.114

3.27.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

14.432.713.114

3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000
3.27.012.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 75.000.000
Semesteran SKPD
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 65.000.000
3.27.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 65.000.000
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.259.000
3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.259.000
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000
3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.860.218.900
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.648.655.000
327.02.2.01.01 PengaV\{asan Penggur}aan Saran.g Penduk.ung Pertanian Sesuai dengan 195.000.000
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.453.655.000
3.27.02.2.02 Penge!olaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 332.540.400
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 140.830.000
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 112.310.400
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 79.400.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
.27.02.2. .803.
3.21.02.2.03 Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 98.803.500
3.27.02.2.03.01 E:rcwiglgawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 98.803.500
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit
.27.02.2. 14.720.
3.21.02.2.05 Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota > 0.000
3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 45.000.000
3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 287.050.000
3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 182.670.000
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Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang

3.27.02.2.06 265.500.000
Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

3.27.02.2.06.01 E:ir;‘gadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 265.500.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA

3.27.03 PERTANIAN 150.000.000

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 100.000.000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian

3.27.03.2.01.01 Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 60.000.000
Berkelanjutan/LCP2B

3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 40.000.000

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 50.000.000

3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

3.27.04 MASYARAKAT VETERINER 100.000.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah

3.21.04.2.01 Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 50.000.000

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000

3.27.04.2.04 Penel:apan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 50.000.000
Veteriner

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.27.05 PERTANIAN 20.000.000

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 20.000.000

327.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman 20.000.000
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 30.000.000

3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah 30.000.000
Kabupaten/Kota

3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 30.000.000

3.27.07

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1.765.574.600

3.27.07.2.01

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1.765.574.600

3.27.07.2.01.01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan
Desa

1.349.927.800

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 102.170.000

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 313.476.800

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 538.577.440
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN

3.30.2.17.3.31.01.0000 MENENGAH 538.577.440
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN

3.30.2.17.3.31.01.0000 MENENGAH 538.577.440

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 33.000.000
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Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan

3.30.02.2.06 Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat 33.000.000
Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

3.30.02.2.06.03 Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- 33.000.000
B2)

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 330.000.000

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 285.000.000

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 285.000.000

3.30.03.2.02 Pembinaan Te_rha.dap Peng.elola Sarana Distribusi Perdagangan 45.000.000
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 45.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN

3.30.04 BARANG PENTING 56.586.000

3.30.04.2.01 Menjamln Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 31.586.000
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

330.04.2.01.03 Pgngendallan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 31.586.000
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

3.30.04.2.02 Peng.enda.lla.n Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 25.000.000
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3.30.04.2.02.01 S 25.000.000
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 118.991.440

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 118.991.440

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 96.991.500

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 9.999.940

3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal 12.000.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 455.339.500
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN

3.30.2.17.3.31.01.0000 MENENGAH 455.339.500
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN

3.30.2.17.3.31.01.0000 MENENGAH 455.339.500

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 104.000.000

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 104.000.000
Kabupaten/Kota

3310220102 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana.an Kebijakan Pe.rcepatan 14.000.000
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

331.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran 25.000.000
Serta Masyarakat

3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 65.000.000

3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 351.339.500

3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk I1Ul, IPUI, 351.339.500

IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
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Kemandirian Satuan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:rnan Ket
Sementara
1 2 3 4

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan
3.31.04.2.01.01 Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 351.339.500

Industri Nasional (SlINas)
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 137.880.000
2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 137.880.000
2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 137.880.000
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 30.000.000
3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 30.000.000
3.32.02.2.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 30.000.000
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 30.000.000
3.32.03.2.01 ;:Ezt::t::/elzsoet:aran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah 30.000.000
332.03.2.01.02 :Z?g::E::dL;:ngi:zg;?gl;l:nnian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk 30.000.000
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 77.880.000
3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 77.880.000
3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 37.880.000
332.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka 40.000.000

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 36.935.877.592
4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH 36.935.877.592
4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH 36.935.877.592

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.01.01 KABUPATEN/KOTA 27.161.862.572
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.999.978
4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 29.999.978

4.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

11.433.712.296

4.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

11.433.712.296

4.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.925.219.250

4.01.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

235.197.500

4.01.01.2.05.03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2.690.021.750

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.193.982.720
4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 200.141.300
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 452.222.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 351.010.200

4.01.01.2.06.08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.307.600.000

4.01.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.446.010.000

4.01.01.2.06.11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

436.999.220

4.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.792.921.278

4.01.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

53.991.800
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

4.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.032.726.978

4.01.01.2.08.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

581.950.000

4.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.124.252.500

4.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

2.287.856.050

4.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

110.990.000

4.01.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.386.018.050

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 166.900.000
4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 503.088.000
401.01.2.09.10 Pemeliharaan./RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 120.860.000
Bangunan Lainnya
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 710.916.000
4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 710.916.000
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 895.000.000
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 305.000.000
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 210.000.000
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 380.000.000
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.892.255.000
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 606.909.898
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 631.732.600
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 653.612.502

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.103.188.700
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.457.884.000
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 159.000.000
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 300.000.000
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 998.884.000
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.322.704.700
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.612.384.700
201.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 2 384.000.000

Sosial

4.01.02.2.02.03

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Masyarakat

1.326.320.000

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 322.600.000
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 149.658.000
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 72.810.000
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 100.132.000

4.01.03

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1.670.826.320

4.01.03.2.01

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

749.571.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:t_l;]agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
401.03.2.01.01 Eaizcljjlr:jaasrl; ;:—rbklgomsasu Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 513.511.000
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 174.500.000
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 61.560.000
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 446.117.660
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 169.999.940
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 111.117.880
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 164.999.840
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 358.212.660
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 91.208.340
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 82.743.920
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 184.260.400
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 116.925.000
4.01.03.2.04.01 Ezgﬁ:\ssgasri]ngx;s:;dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 26.048.000
401.03.2.04.02 E:::;Ldui:;i,nsli'r;glrjc;nisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan 16.570.000
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 74.307.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD 35.486.708.027
4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD 35.486.708.027
4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD 35.486.708.027

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.02.01 KABUPATEN/KOTA 23.408.781.027
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.000.000
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.000.000

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.453.674.655
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.352.016.655
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 98.158.000
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.120.000
4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.120.000
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 158.231.500
4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 109.470.500
4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 48.761.000

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.063.117.500
4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.043.500
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 225.560.000
4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.800.000
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.011.500
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::‘an Ket
Sementara
1 2 3 4
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 230.762.500
4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.940.000

4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.745.659.000
4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 195.759.000
4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.299.900.000
2020120711 Pe.ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 250.000.000
Lainnya
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.376.551.998
4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.550.998
4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.970.000

4.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.740.031.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

4.02.01.2.09 450.545.000
Daerah

2.02.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 99.995.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellhfaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 100.782.500
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.767.000

4.02.01.2.13 Penataan Organisasi 3.000.000

4.02.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3.000.000

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 10.686.211.374
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 10.208.454.574
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 281.399.800
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 196.357.000

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 3.457.670.000
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 984.700.000
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 2.472.970.000
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 12.077.927.000
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 750.069.000
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 550.129.000
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 199.940.000

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.232.607.000
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 714.672.000
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.827.935.000
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 540.000.000
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 150.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igag::;n Ket
Sementara
1 2 3 4

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.879.720.000
4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.448.720.000
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.431.000.000
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.215.531.000
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.176.001.000
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 39.530.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 8.284.570.704
5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 8.284.570.704
5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 8.284.570.704

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.01.01 KABUPATEN/KOTA 6.034.003.704
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.089.000
5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.389.000
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000
5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000
5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.000.000
5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.000.000
5.01.01.2.01.06 E%Zr;i;n:;Lgan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 13.373.000
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.327.000

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.832.265.554
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.547.327.754
5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 220.599.800
5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 20.600.000
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.138.000
5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.000.000
5.01.01.2.02.07 Ezrcr)]r:si:earsaindgz;l’jenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 20.600.000
5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8.000.000
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 65.773.000
5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.273.000
5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 63.500.000
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.271.500
5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 43.159.500
5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 27.112.000
5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 473.481.250
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.481.250
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:glgagf:gn Ket
Sementara
1 2 3 4
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000
5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000
5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 265.000.000
5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.000.000
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.000.000
5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 13.000.000
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.123.400
5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 251.150.400
5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.973.000
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.000.000
5.01.01.2.09 ;Z:\rzlli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 90.000.000
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000
5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000
501.01.2.09.10 g:;ngellji::;afar}ﬁiik;abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 20.000.000
5.01.02 ::nagml\éluP:::EN;::lR:mN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 794.767.000
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 450.000.000
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 15.000.000
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 55.000.000
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 55.000.000
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 120.000.000
5.01.02.2.01.07 E(;Z:jLnizinepna{i:;Ez?adan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 205.000.000
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 140.000.000
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 30.000.000
5.01.02.2.02.02 E:g:ign:aatnDiaer:a:emanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 70.000.000
5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000
5.01.02.2.03 E::‘g:anndgatlli::; I:;l:;:::i dan Pelaporan Bidang Perencanaan 204.767.000
5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 114.000.000

Daerah di Kabupaten/Kota
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 90.767.000

Pembangunan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

5.01.03 PEMBANGUNAN DAERAH 1.455.800.000

5.01.03.2.01 Koordlpa5| Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 493.990.000
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

>01.03.2.01.01 Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 25.000.000

5.01.03.2.01.02 Asistensi 'Penyusunan.Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 15.000.000
Daerah Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evalua?5| Penyusunz.an Dokumen Perencanaan 35.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan slnergltas da.n Harmonisasi Perencanaan 50.000.000
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

5.01.03.2.01.05 130.000.000
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.01.06 Asistensi 'Penyusunan Dokumen Pereljcanaan Pembangunan Perangkat 15.000.000
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluag Penyusunan Dokumen Pe.rencanaan 55 000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Slnergltas dan Harmonisasi Eerencanaan 168.990.000
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 421.910.000
Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

5.01.03.2.02.01 . 113.380.000
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.02.02 Asistensi .Penyusunan Dokqmen Perencanaan Pembangunan Perangkat 8.250.000
Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan EvaIu§5| Penyusunan ngumen Perencanaan 47.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan slnergltas dan Harmonlsa5| Perencanaan 126.000.000
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

5.01.03.2.02.05 33.030.000
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.02.06 Asistensi .Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 2250000
Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

5.01.03.2.02.07 . 50.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

.01.03.2.02. 42.000.

>01.03.2.02.08 Pembangunan Daerah Bidang SDA 000.000

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 539.900.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

.01.03.2.03.01 1.150.

>01.03.2.03.0 Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 31.150.000

5.01.03.2.03.02 Asistensi .Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 7150.000
Daerah Bidang Infrastruktur

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 150.150.000

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan slnergltas dan Harmonisasi Perencanaan 180.000.000
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5.01.03.2.03.05 36.000.000
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.06 Asistensi 'Penyusuna.n Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 7 150.000
Daerah Bidang Kewilayahan
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluag Penyusgnan Dokumen Perencanaan 55 150,000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 73.150.000

5.02

KEUANGAN

145.073.080.371

5.02.0.00.0.00.05.0000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

145.073.080.371

5.02.0.00.0.00.05.0000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

145.073.080.371

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

5.02.01 KABUPATEN/KOTA 26.743.359.564
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 183.797.500
5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 36.237.500
5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 33.800.100
5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 31.050.200
5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 31.823.000
5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.886.700

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.324.672.900
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.949.575.420
5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 186.739.680
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 188.357.800
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 219.299.950
5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 49.992.900
5.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 169.307.050
5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 66.805.143
5.02.01.2.04.02 Ana!isa (.dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 66.805.143
Retribusi Daerah
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 305.998.900
5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 305.998.900
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 570.285.750
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.169.400
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.991.100
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.516.500
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.506.000
5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.808.500
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 72.295.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 249.999.250
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 143.636.200
5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.878.700
5.02.012.07.11 E:ir:]%?/c;aan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 103.757.500
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 838.253.663
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39.463.500
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 389.820.163
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 408.970.000
5.02.01.2.09 ;(;?realliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 738.091.858
5.02.01.2.09.10 E(aer:;ﬂi::;afar}ﬁiigabiIitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 677917358
5.02.01.2.09.11 :famueé?:éiir;/nRi:;t:S;asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 60.174.500
5.02.01.2.13 Penataan Organisasi 352.517.700
5.02.01.2.13.04 gi:ait:;ing, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 206.740.700
5.02.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 145.777.000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 114.869.740.699
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.388.492.980
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 50.000.000
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 46.300.000
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 125.473.350
5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 43.178.400
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 45.291.250
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 45.481.200
5.02.02.2.01.07 Ez;);cli;n;:;jaahntzi:;/rl:;u:::japbearf;rl:rZEBD;erah tentang APBD dan Peraturan 200.000.000
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 131.696.000
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 323.303.930
5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 118.721.350
5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 109.047.500
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 760.165.200
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 69.997.200
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 14.999.780
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 129.999.700
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan 64.930.800
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
5.02.02.2.02.06 ! 49.978.800
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
5.02.02.2.02.07 Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan 69.946.600
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Penggluarah Kas serta Pemungutan dan 110.318.400
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
5.02.02.2.02.10 Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan 99.993.980
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 149.999.940
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.175.170.690
5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 123.718.880
5.02.02.2.03.02 Rekon'S|I|a5| dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 311.832.120
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.2.03.03 Koordinasi .Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 159.519.680
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04 Konso!lda5| Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 163.961.980
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
5.02.02.2.03.05 Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP.BD Kabupaten/Kota Qan Rancangan 193.808.290
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tlndak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan 70.920.540
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.10 Penyus?unan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 151.409.200
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 111.545.911.829
5.02.02.2.04.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 10.783.742.010
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 78.719.740.000
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 19.204.024.952
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2.838.404.867
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.310.011.850
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.310.011.850
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 134.916.000
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 102.560.900
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 499.999.950
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 199.999.380
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 49.589.880
5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 71.656.560
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pgmanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, 151.289.280
dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 49.999.900
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 50.000.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:glgagf:gn Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.149.968.258
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.149.968.258
5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 75.050.000
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak 299.999 850
Daerah
5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 81.522.650
5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 451.375.000
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 106.903.000
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 75.000.000
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 50.000.000
5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 50.000.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 538.072.105
5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12.262.450
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 230.826.803
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 45.723.900

5.03

KEPEGAWAIAN

6.457.921.863

5.03.0.00.0.00.01.0000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

6.457.921.863

5.03.0.00.0.00.01.0000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

6.457.921.863

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

5.03.01 KABUPATEN/KOTA 3.847.121.863
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.250.000
5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.250.000
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 26.000.000

5.03.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.846.571.719

5.03.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.746.371.719

5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100.200.000
5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.000.000
5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.000.000
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.457.500
5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 44.337.500
5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000
5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.120.000
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 395.706.500
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.079.500
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.381.000
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.246.000
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.649.750
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.969.750
5.03.01.2.07.11 Pe.ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 37 680.000
Lainnya
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.585.394
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.585.394
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 216.000.000
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 101.901.000
Daerah
5.03.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 10.500.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.550.000
5.03.01.2.09.10 Pemellharaan/RehablIltam Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 43.896.000
Bangunan Lainnya
5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 24.955.000

atau Bangunan Lainnya

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.610.800.000
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 507.800.000
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 62.800.000
Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 200.000.000
5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 41.000.000
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 10.000.000
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 168.000.000
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 26.000.000
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 188.000.000
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 55.000.000
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 83.000.000
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 50.000.000
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.733.500.000
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 50.000.000
5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1.268.500.000
5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 325.000.000
5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 60.000.000
5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 30.000.000
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 181.500.000
5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 54.000.000
5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 37.500.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::_::r:m Ket
Sementara
1 2 3 4

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 75.000.000
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 15.000.000
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 115.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 115.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 115.000.000
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 115.000.000
5.05.02.2.01 :::e;i::‘agnk:;:nP::iiTr:zngan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 30.000.000
5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 10.000.000
5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 10.000.000
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 30.000.000
5.05.02.2.02.02 i(;r;ilitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 10.000.000
5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 10.000.000
5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 10.000.000
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 25.000.000
5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.000.000
5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 5.000.000
5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 5.000.000
5.05.02.2.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 5.000.000
5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 5.000.000
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 30.000.000
5.05.02.2.04.01 r:;\z:ian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 30.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 7.568.965.736
6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT 7.568.965.736
6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT 7.568.965.736

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.01.01 KABUPATEN/KOTA 6.032.145.736
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.600.000
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.800.000
6.01.01.2.01.06 E;czrg;n:zi)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.800.000
6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.795.514.182
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.742.675.782
6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 52 838.400

Semesteran SKPD
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Sementara
1 2 3 4
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 23.020.250
6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 23.020.250
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.546.500
6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 35.546.500
6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 369.426.300
6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.069.500
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.208.800
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.964.000
6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.000.000
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.184.000
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 491.788.504
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 146.988.504
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 334.800.000
6.01.01.2.09 PDZ?rt:‘IIi‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 45.250.000
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.436.820.000
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.186.820.000
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 374.920.000
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 20.000.000
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 100.000.000
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 441.900.000
6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal 50.000.000
6.01.02.2.01.07 [/:r)];uio::gl (;:rrmnli\;ﬁ(ltsj:asin'llr;(li;k Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 100.000.000
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 250.000.000
6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 50.000.000
6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 200.000.000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 100.000.000
6.01.03.2.01 :::‘L;?vt;:as:nKebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 20.000.000
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 20.000.000
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 80.000.000
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 20.000.000
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Momtorlng.dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 30.000.000
Pemberantasan Korupsi
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 30.000.000

7

UNSUR KEWILAYAHAN

7.01

KECAMATAN

22.999.197.717

7.01.0.00.0.00.01.0000

KECAMATAN DUSUN HILIR

3.030.880.093

7.01.0.00.0.00.01.0000

KECAMATAN DUSUN HILIR

3.030.880.093

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.273.580.093
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.000.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.000.000
701.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 40.000.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.640.780.093

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.612.280.093

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000
7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 500.000
701.01.2.02.07 E;);rssi[]eariindgzpli’ljenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 10.000.000
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.952.500
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 29.152.500
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3.800.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.225.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.225.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.622.500
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.000.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.622.500
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.000.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 26.000.000
PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 15.000.000
Kecamatan

701.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pglakse'znaan Keglatan Pemerintahan 5.000.000
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000

7.01.02.2.02 Per)yeler}ggaraan Urusan Pemerintahan ¥ang Tidak Dilaksanakan oleh 11.000.000
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.000.000

701.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 10.000.000
Kecamatan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 603.800.000

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.800.000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang

7.01.03.2.01.02 29.800.

01.03.2.01.0 Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9:800.000

701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 538.000.000

701.03.2.02.01 Peningkatan Part.|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 38.000.000
Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 350.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000

7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 500.000

7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 500.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.500.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.500.000

701.04.2.01.01 Slnerglte.ls dengan Kepollsgn Negarg Republik Indonesia, Tentara Nasional 14.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.500.000

7.01.04.7.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala 7.000.000
Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di

7.01.04.7.04.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 7.000.000
Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 14.000.000

Daerah

https://baritoselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gt2WAPCI6fApT4sDjhh1JekO1UCP4duASuUPRwoTY 3f2z6 @T70xZobZdkyVLiym?7...

65/77



10/4/22, 9:34 AM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 5.500.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.500.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 88.000.000
7.01.06.2.01 FaS|I|ta.5|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 88.000.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15.000.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.000.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 5.000.000
701.062.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 1.000.000
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
701.062.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 1,000,000
Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN DUSUN SELATAN 6.489.967.499
7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN DUSUN SELATAN 6.489.967.499

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 4.779.267.499
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.675.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.675.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000
701.01.2.01.06 Eic:]()ersainsza;ipgan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8.000.000
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.785.293.132

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.776.968.132

7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.950.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.375.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000
7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.000.000
7.01.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 2.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 299.664.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.627.200
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.036.800
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.999.367
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 29.999.367
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 580.636.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.450.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 493.686.000
7.01.01.2.09 PD(;r:reaII:haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 35.000.000
7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000
7.01.02 :5gﬁiAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 7.000.000
7.01.02.2.01 t::;:::::,: Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 3.000.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.000.000
701.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 4.000.000

yang Dilimpahkan

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1.534.700.000

7.01.03.2.02

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.080.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

7.01.03.2.02.01 Pembangunan di Kelurahan 30.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 620.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 430.000.000
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 254.700.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 210.200.000
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 44.500.000
7.01.03.2.05 ac;c;rycilr:‘a;(s;td(aplilhr;ll)(ron|sa5| Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 200.000.000
7.01.03.2.05.02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 200.000.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.000.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000
701.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 4.000.000

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 136.000.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 136.000.000

Daerah
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 136.000.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.000.000
7.01.06.2.01 Fasnlnta.sn, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 25.000.000

Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.000.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000
701.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 6.000.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa
701.062.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 4.000.000

Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0000

KECAMATAN DUSUN UTARA

3.771.102.726

7.01.0.00.0.00.03.0000

KECAMATAN DUSUN UTARA

3.771.102.726

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.791.378.726
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.846.824
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.846.824
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000
701.01.2.01.06 E;czrg;n:zi)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.000.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.963.731.902

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.913.731.902

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000
7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 198.000.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 188.000.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.000.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000
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Pembangunan Desa

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.800.000

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 217.800.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 210.000.000
Daerah

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000

701.01.2.09.10 Pemehharaaq/RehabllltaS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 10.000.000
Bangunan Lainnya

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 30.000.000
PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 30.000.000
Kecamatan

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 755.724.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 353.000.000

701.03.2.02.01 Peningkatan Part.|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 3.000.000
Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 350.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 152.724.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000

7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 147.724.000

7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 250.000.000
Masyarakat (PPKM)

701.03.2.05.04 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa 250.000.000
dan Kelurahan

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000

701.04.2.01.01 Slnergltz?s dengan Kepollsgn Ne.garjcl Republik Indonesia, Tentara Nasional 10.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 134.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 134.000.000
Daerah

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 134.000.000

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000

7.01.06.2.01 FaS|I|te!S|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 50.000.000
Pemerintahan Desa

701.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 50.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0000

KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

3.065.373.168

7.01.0.00.0.00.04.0000

KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

3.065.373.168
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igag::;n Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01 zggszx:fl?olfy\JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.662.299.168
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.188.500
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.188.500
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000
701.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2000.000

Kinerja SKPD

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.878.271.468

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.785.907.468

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 92.364.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.715.700
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.900
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.999.800
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.716.000
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 269.566.500
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 269.566.500
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.557.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.987.800
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 127.369.200
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.200.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 118.381.500
PUBLIK
7.01.02.2.01 i::ar:‘i:::; Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 40.890.000
701.02.2.02.03 E:rcw;r;g::;sn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 77 491,500
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 90.773.500
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 90.773.500
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 90.773.500

Kecamatan
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Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000
701.04.2.01.01 Slnerglt‘?s dengan Kepollsgn Negarg Republik Indonesia, Tentara Nasional 50.000.000

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 143.919.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 143.919.000

Daerah
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 143.919.000

7.01.0.00.0.00.05.0000

KECAMATAN JENAMAS

3.266.074.039

7.01.0.00.0.00.05.0000

KECAMATAN JENAMAS

3.266.074.039

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja SKPD

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.382.074.039
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000
701.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2000.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.402.594.039

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.400.594.039

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 336.880.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.880.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 377.600.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.200.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 331.400.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 120.000.000
Daerah

701.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 40.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000

7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 75.000.000
PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 50.000.000
Kecamatan

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 25.000.000

701.02.2.04.03 Pelaksa.nvaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 25.000.000
yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 665.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 365.000.000

701.03.2.02.01 Peningkatan Part.|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 15.000.000
Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 300.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 50.000.000

7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000

7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 250.000.000
Masyarakat (PPKM)

701.03.2.05.04 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa 250.000.000
dan Kelurahan

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000

701.04.2.01.01 Slnerglte.:ls dengan Kepollsgn Negarg Republik Indonesia, Tentara Nasional 10.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 134.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 134.000.000
Daerah

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 134.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0000

KECAMATAN KARAU KUALA

3.375.800.192

7.01.0.00.0.00.06.0000

KECAMATAN KARAU KUALA

3.375.800.192

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.453.075.192

7.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

14.000.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf:r:m Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000
701.01.2.01.06 Eic;c;rr(;;n:z::)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2000.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.752.061.192

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.750.061.192

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.000.000
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.000.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.614.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.400.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 195.214.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85.000.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000
701.01.2.07.11 Pe‘ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 5.000.000
Lainnya
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.800.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 240.000.000
7.01.01.2.09 ;?;ealri‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 26.600.000
701.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 10.000.000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.600.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000

701.01.2.09.10 Pemehharaaq/RehabllltaS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 5.000.000
Bangunan Lainnya

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 65.000.000
PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 45.000.000
Kecamatan

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.000.000

7.01.02.2.02 Per)yelel?ggaraan Urusan Pemerintahan ¥ang Tidak Dilaksanakan oleh 15.000.000
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5.000.000

701.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 5.000.000
Kecamatan

701.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 5.000.000
Kecamatan

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000

701.02.2.04.03 Pelaksa.n.aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 5.000.000
yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 602.975.000

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.000.000

701.03.2.01.01 Peningkatan Part.|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 3.000.000
Pembangunan di Desa

701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 2000.000
Kecamatan

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 360.000.000

701.03.2.02.01 Peningkatan Part'|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 5.000.000
Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 224.150.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 125.850.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 5.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 137.975.000

7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 127.975.000

7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000

7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 75.000.000
Masyarakat (PPKM)

7.01.03.2.05.03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 75.000.000

7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 25.000.000
Kelurahan

701.03.2.06.05 Penlpgkatan Kesadaran Keluarga dalam Mengludkan Rumah Sehat dan Layak 10.000.000
Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan

7.01.03.2.06.06 Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan 5.000.000

Berdaya Saing
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.03.2.06.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5.000.000
7.01.03.2.06.11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 5.000.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 5.000.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 5.000.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 139.000.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 139.000.000
Daerah
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 139.000.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.750.000
7.01.06.2.01 Fasnlnta.sn, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 105.750.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.000.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.000.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.750.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.000.000
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.000.000
701.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 5.000.000
Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000
7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000
7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.000.000
701.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 5.000.000
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
701.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 5.000.000
Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000

8

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.941.355.141

8.01.0.00.0.00.01.0000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.941.355.141

8.01.0.00.0.00.01.0000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.941.355.141

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.01.01 KABUPATEN/KOTA 3.171.031.751
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.611.000
8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 38.611.000

8.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.536.107.141
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

8.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.536.107.141

8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.254.410
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.538.040
8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.977.750
8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.707.000
8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.893.400
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163.138.220
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.059.200
8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.859.200
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 313.200.000
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 10.000.000
Daerah
8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
8.01.02 KEBANGSAAN 123.814.250
8.01.02.2.01 Perumu.san Kebl.jakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 123.814.250
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.02.2.01.01 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan 13.000.000
Sejarah Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.02.2.01.02 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan 15.810.000
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.02.2.01.03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan 29.008.250
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.02.2.01.04 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan 29.856.000
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.02.2.01.05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 36.140.000

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

8.01.03

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.842.347.000

8.01.03.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan U